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ABSTRAK

Nama : Kumalasari
Program Studi: Magister Imn Hukum, ?ascasar_]anm Fakultas Hukum Ul
Judul : Tinjawan Yuridis Terhadap Penerapan Pepataan Letak Perpasaran

Di DK Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha : Studi
Kasus Carrefour, Tesis, Magzs‘tar, xi+ 102 halaman. Bibliografi
: 98 (’ 19765 ~ 2009 ).

Tesis ini menggunakan ruetode penelitian yuridis normatif terbadap data
kepustakaan slau data sekunder. Yang menjadi permasalahan edalah apakal
penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 terdang
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sesuai dengan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang schat? Apakah pemberian izin pendirian
pasar modern dapal mematikan usaha pasar fradisional {usaha kectl) dilihat dari
aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipshami dengan bes lakunya Prinsip-
prinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tzhun 2007
adalah harmonisasi hukons vang dapat memberikan jaminan dan kepastion hukum
dalam menciptakan ikitm persaingan yang sehat, kondusif, dan seimbang
sehingga terwuiud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat
mensejahterakan konsumen. Penataan bukum perpasaran swasta di DKY Jakarta
telah diawali dengan adanya Peraturan Dizerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara
normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar.
Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para
penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia
Sehingga diperlukan peraturan mengenal perlindungan terhadap pelaku usaha
kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playving field yang
seimbang. Sebagai hasil penclitian dapat disimpulkan babwa Peraturan Presiden
Nomor 112 tahun 2007 sccara substansi belum  dapat ‘mengakomodasi
kepentingan pelaku usaha kecll dan cenderung masih melindungi kepentingan
pelaku asaha besar, Demikian Peraturen Presiden Nomor 112 talun 2007 belum
selaras dengan prinsip-prausip persaingan usaha. Sementara jtu di bidang
perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukem Pemeriniah Dasrah
yang berwenang dalam pernberian izin pendirian pasar modern. S

Kata kunei -
Pasar Tradisional, Carrefour, {Tukum Persaingan Usaha
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ABSTRACT

Name : Kumalasari
Study Program : Magster in Law
Title : The Juridical Review of the Implementation of Zoning

Position in DKI Jakarta Based on Competition Law: Case
Study of Carrefour, Thesis, Master, xi + 102 pages.
References: 99 (1965 — 2009},

The research method for this study is a juridical-normative study, while
using literature or secondary documents. The issues of thiy study are the
determination on Regulation of the President the Republc of Indonesia No.112 of
2007 concerning Organization and Directions of Traditional Market, Shopping
{Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business
competition, and whether the permission of the meodern market can harming a
traditional market enterprise (small busiress) according to competition law aspect.
Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the
regulation of president No.112 of 2007 is a harmonization of law so that can
provide a guarantee and legal certainty In creating the fair competition, conducive,
balance, and equity among small eoterprise, micro, large, and creating a
consurner’s welfare. In building the private market’s atmosphere in DKI Jakarta,
the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of
District No.Z of 2002, which normatively regulate abount zoning, licencing, and
determining business hour. The development ¢f retail also increasing the interest
of investors to develop business in the Indonesia’s retail sector, Therefore, there is
a need to greate regulation about small enterprisc protecting particularly in
licencing sector to creating an equal level playing fiekl. As a result of this study,
The Reguistion of President No.112 of 2007 substantially not vet accomodate the
interest of small business enterprise and still tend to protect the interest of large
business. Therefore the Regulation of President No.112 of 2007 has not been
consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of
hcencing sector is related to the legal culture of Regional Governmernt who have
an authority @ giving licency to establish a modern market.

Keywords:
Traditional Market, Carrefour, Competition Law
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik mm;mh sebenmzya sudah dikenal pada tabun 1602 jaah sebelom
jaman pemerintaban S{}ckamo, yazw pada saat Pemerintah Belanda atas

persetujuan Statern Generadl memberikan hak {ectrooi) untuk berdagang sendiri

(monopoll) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia Timur)'. Dimana kegiatan
monopolt terus berlanjut selama Indonesia dibawah kekuasaan penjajah Belanda,
Inggris, dan Jepang hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu
diannt ekonomi kelonial. Menurut Soekame”, ekonomi Indonesia yang berwatak
kolonial setidak-tidaknya memiliki tiga c¢iri schagai beriknt, Pertama
diposisikannya perckonomian Indonesia sebagal pemsasok bahan mentah bagi
negara-negara  industri maju. Kedua, dijedikarnya perekonomian Indonesia
sebagal pasar produk npegars-negars industri maju. Ketiga, doadikannya
perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang
terdapat di negara-negara industr: maju. Kemudian untuk mengatasi ekonomi
kolondal, Bung Karno, Bung Hatta beserta Bapak pmcim bangsa lainmya sepakat
unfuk  menjadikan demokrast ekonomi sezbagal dasar penyelenggaraan
perekonomian [ndonesia. Dimana dasar-dasar pez;geioiaan perekmmm negara
diatur dalam Pasal 3% Undang-Undang Dasar Republik indonesia tahum 1943
{UUD 1945). Narmun, karena adanya kepentingan politik yang diberlakukan oleh
Belanda, meka pengaturan perekonomian negara ﬁxezzgaiami perubahan diatur
dalam Pasal 38 Undang-Undang Dasar Scmentara Republik Indonesia Serikat
tahun 1950 (UUDS 1850). Pada dasarnya Pasal 38 UJUDS 1950 serupa dengan
Pasal 33 UUD 1945, UUDS 1950 hanya bersifat sementara, tetapi sudah terdapat
pengaturan mengenai larangan kegiatan monopoli yang diatur pade pasal 37 ayat
{3), yang berbunyt:

' R.Supomo, Sgiarah Politik Hukum Adat Dari Zaman Kompeni Sekingger 1848, Jilid 1
Pradnya Paramiiz, Jakarta, 1982, hall.

* Revrisond Bawsir, Demokrasi Indonesia Terancam Punah, <bttpdiwww.sstuduniznet/
node/1334>, diakses 22 November 2068,

Universitas Indonesia
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“Penguasa mencegah adanys organisasi-organisasi yang bersifat monopoli
partikelir yang merugikan ekonomi nasional mewurut pcmmrawperaturan
yang ditetapkan dcngan Undang—Uﬂdang

Pada tahun 1959, pengaturan mengenai larangan kegiatan monopoli pada
UUDS 1950 dihapuskan seiring diberlakukannya kembali GUD - 1945, Nemun,
secara teori tidak berarti kegiatan monopoli dilegalkan karena masih terdapat
kebijakan yang mengatur mengenai larangan monopoli, misaloya dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sezﬁeaia_ra Republik Indonesia
MPRS-RI No, XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan m;;cﬁ:zi,
Keuangan, dan Pembangunan’. Disamping ftu terdapat perandang-undangan yang
menunjukan larangan monopoli, seperti Pasal 13 Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 iahun 19560 vang berisi monopoli di bidang pertanwhan harus dicegah;
dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Pecindustrian
mengenai penccgahan pemusatan atan penguasaan indusiri oleh salah satu
kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
dan Pasal 382 bis KUHP tentang larangan melakukan perbustan curang yang
menyesatkan khalayak amum dan dapat menimbulkan kerugian Namun, pada
keayataannya peraturan-poraturan tersebut diatas sifatoya masih pargial dan belum

komprehensif sehinggs kurang memadat untuk menciptakan klim persaingan

uszha yang sehat. Padahal berpedoman pada Pancasila yang, berbunyi “Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia®, pemerintah seharusaya m&mm;;kan
mekanisme pasar yang mengacu pada asas keadilan éang merata. Dengan
demikian, pemeriniah era Orde Baru pada dasarmya mengetahui pentingnya
perundang-undangan tersendiri yang mengatur mengenai larangan monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat demi terciptanya iklim persaingan yang sehat,
namun pada kenyataanya tidak cukup keinginan untuk merealisasikannya®.

* Pasal 7 () TAP MPRS-RI No. XXHI/MPRS/1966 menyatakan bahwa didafam
demokrast ekononi di indonesis tidak ada tempat bagi monopoli yang merugikan masyarakat,
Lihat Yohnny Ibeahim, Hukam Persaingan Usaha: Filosofi, Teari, dan Imphikasi Fenerapwmya &
Indomesia, (Malang: Bayomedin 20073, bal, 13,

¥ Menurut Sutan Remy Sjzhdeni, ada beberapa alasen sulitaya pembentukan Undang-
undang Aantimonepoll. Pertama karena  Pemerintah menganul korsep bahwa perasghaosm -
perusahaan besor perin ditumbyblan untuk menjadi Iokemotif pembangunan. Parssahoon -
perusahaan tersebul honve mungkin menjadi besar wnink kemudian menjalankan fungsinvs
sebagai lokomotif pembanguran apubila perusahaan-perusahaan ity diberikan perlakuan khusus.

Universitas Indonesia
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Kegapalan pemerintah Orde Baru didalam melaksanakan amanat GBHN di
bidang pembangunan ekonomi khususnya dalam mencegah praktik monopoli,
mengakibatken terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok
masyarakat terienty yang disebud sebagal monopoli. Monopeli menghalang:
terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan terciptanya ekonomi biaya tinggi
(high cost economy) yang membebani masvarakat loas, itu terjadi karena faktor-
faktor produksi tidak berjalan secara ofisien, sementara basil-hasil praktik
monopoli hanya dinikmati oleh bébcmpa gelintir orang atau kelompok 'ixsaiza __
tertentu, sedangkan rakyat semakin miskin dan menderita®. Demikian termaktub
‘dalam Bab 11 Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangke Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasto-
nal®. Didalam Ketetapan tersebut terdapat amanat dalam Dpaya penangguiangan

Periakusrn khusus itu adalah dalam hentuk permberian proteksi yang dapat menghalangi maswknya
perusahoas foin dalam bidong asaha terseing ateu dengan kata loin memberikan posist monapoli
Kedua, pemberion fasilitas monopoli perly ditempuh karena perusahaan itu telah menjadi pioper
dt zektor yang bersanghutan. Tanpa fasilitas moropoli dan proteksi, maka sulit hagl pemerintah
untuk dapal mempercich kesedivun Mvestor menanamkan medalnya di sektor terzebul, Ketiga,
adalah untak menjaga berlangsungrypa praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mamian
Prestden Soeharto dan pajobot-pefabar yang berkwasa pade wekie itu, Lihat Sotan Remmy
Sjahdeint, Lorangan Pruktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis,
vol. 12660, hal. 5. ,

¥ Ibid, hal18. -

¢ Keberhasilan pembangunas yang telah dicapat seloma tiga paivh dua tabin Orde Boru
telak mengaiomi Remerosoton yang memprihalinkan, karena ferjucdinva keisis moneter
pertengahan lakun 1997, yang’ berlariut musjedi krisis ekenomi yang lebih fuas. Landasan
ekonord yang dianggap kuat, ternyata tidak berdaya mengalomi gejoick kevangan eksternal serta
kesuliton-kesaiitan mokre den mikro ekononii,

Hal ini disebabkan oleh karena pewvelenggaraon perchonomian nusiowal kurang
mengacy kepads amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung menunjakan
carak yang saugml monopolistik. FPara penguscha vung dekat dengen olite keknosean
mendapathan pricritas khusus yang berdampak Yimbulpye kesenjangan sosial  Kelemahan
Jundamerial itu juga discbabkan pengabaian perekonewian kerakyaton vang sesunggubnya
bersandar pada buasis samber daya alam dan sumber daya manusia sebogat ungdan kemparatif
don kompeiitif

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kvot yung tidok diduleung
oleh semongat kewirgusahaan sejori, mengakibatkan ketehanan ekonomi menjadi sangat ropuh
dar idak kompetitif. Sebagai akibetnya, krisis moneter yong melands Indonesia, tidak dapat
diataxi secara baik sehingga memerlukan kerja keras untuk bangkit kembali,

Rentannya ekonomi Indonesio dipicu oleh jatubinya nilad twkar ruptah sampai ke tinghat
terendeh. Pemerimtah tidok mengambil langkah yang konghrit dan jelus untuk mengatast krisis
kurs tersebut. Pembanguncn industei tidak berbasts kepadu masyeraket atou potensi ungguian
dae.ah, vdek ada keterkaiton antara industri besar, menengah, dar kecil yang serasi, seria juga
struktur indusiri yang lemah dolom hubungon isndustri bedu dan hilir. Di samping itu sebagion
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krisis schubungan dengan praktek monopoli, yaitu pada Bab IV A Pasal 2 {¢)
mengenal agenda yang harus dijalankan yaitu “Membuat perckonomian lebih
efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai prakiek monopoli serta
mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi™.

- Demi merealisasikan tujoan iklim usaha yang kondusif dan menghilangkan
praktek monopoli sebagaimana menjadi salah satu agenda dalam Ketetapan MPR

No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka

Pmyg:}mtan dan Normalisasi Kehidupan Nasional, maka disusunigh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (UU No.5 tahun 1999) berdasarkan Pancasila dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaba dan kepentingan
umum. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 53 Maret 1999, Tujuan yang
hendak dicapai dengan adanya undang-undang tersebui termaktub dalam Pasal 3
Ut No.S tahun 1999, sehagas berikut:

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya ustuk meninghkatkan kesejahteraan
rakyat;

b. mewujadkan ikiim usaha yang kondusif melaluni pengaturan persaingan
usaha vang sehat schingga menjamin adanya kepastian kesempatan
bernsaba yang sama bagi pelaku usaba besar, pelaku vsaha menengah,
dan pelaku usaha kecil;

¢. mencegah praktek monopol dan atau persaingan vsaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaky usaha; dan \

d terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Lahirnya UU Neo.S tshun 1999 tidak terlepas dari tekanan Internaiional
. Monetary Fund (IMF) kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia
segera membm praktik monopoli dan persaingan usahia tidak schat yang
terjadi di Indonesia melalvi kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent
{Lol) pada tahun 1998. Melalvi penandatangapan Lol, maka terjadi liberalisasi

besar iohan periamian yang swbur telah berubah fungsi menjadi Inhan industri sehingea dari
korndisi semula swasembada beras telah berubah menjadi pengimpor beras.

Sistem perbankan yang tidak mandiri karena intervensi pemerintoh terhadap Bank
Seniral yang terlalu kuot melenrahbon ekonomi nosional. Hubungan erof antara penguasa dengan
peniitik bank.-bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yong tdak terbuka yang
merugihun masyarakal dan wegara BV somping #tn, ketidakhot-hotian don kecurangan dunia
perbankan dalam mengelola dana, memperparah kondisi ekornomi. Huruflebal dari peneliti,
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pasar rite] Indonesia, yakni dengan adanya pemberian kebebasan kepada mvestor
aging untok masuk ke industri ritel yang dituangkan dalam Keppres No,99/1998
dan SK Menteri [nvestasi No.29/SK/1998 tentang industri ritel.

Dengan éda::cya_ kedua perundeng-undangan diatas, maka tahun 1998
menjadi awal perubahan bagi perkembapgan perpasaran modern. Schelum
dibetlakukannya ketentuan tersebut (ta}zixn 1980-an), penetrasi ritel asing
dilakukan mefalui pola. waralaba dimana ritel asing memberikan hak kepada
per{zsa};gaaﬁ lokal - untuk mengelola jaringan ritel tersebut. Namun, sejak
diberlakukannya Keppres No.99/1998 dan SK Menteri Investasi No.29/SK/1998
maka inws:ior asing boleh melakukan investasi Iangsﬁng di sektor perdagangan
eceran’. Hal ini diawali dengan masuknya Daily Farma International milik
Hongkong yang mengakuisisi 12% saham PT. Heve Supermarket Thk pada tahun
1958, Dilkuti dengan masuknya Carrefour sebagai pioneer pasar serba ada
(hipermarket) vang tergolong pasar modern menyebabkan perubahzn dalam
kegintan nsaha yang berbeniuk sopermarket memuju hipermarket. Carrefour
dikelola oleh PT. Carti Satriz Megaswalayan (hasil kerja sama antarg Carrefour
Netheriands BV dan PT. Tigaraksa Satria Tbk.). Pada tahun yang sama terdapat
hypermeri lain depgan nama Continent yeng merupakan kerja saimna antara
F’mnmdes (Prancis) denpan grup Sinarmas untuk mendi_rii{:m PT. Contimas Litams
“ Indonesia. 3'31 dalam tujuan untuk memajukan dan mehingkatkazz usahanya, pada

tabun 2000 tedadi merger gh:;bai_ antara Carrefour. dengan Promodes yang

menyebabkan seluruh gerai Continent di Indonesiaz berganti pama menjadi
“Camefour™, Konsep hipermarket ternyata mendapat sambutan hangat dari
konsumen supermarket maupun konsumen pasar tmdkiénai dan pasar modern
iaimyzi karena produk-produk vang ditawarkan lebih berasgam dan harganya
relatif leblh murah. Sejalen dengan penerimaannya konsep hipermarket di mata
kopsumen, Carrefour melakukan ckspanst hingga tahun 2002 terdapat 10 gerai,
Pesatnya perkembangan hipermarket dalam dunia rite! Indonesia juga dirasakan
dengan masuknya rew enfranis di pertengahan tehan 2002, “GHamt™ ¢hasil kerja

sama entara PT. Hero supermarket Thk dengan Dairy Farm International),

? PT. Bisinfocus Data Pratama, Peia Bisnis Ritel Modern di Indonesia, (Tanggerang;
Bussiness Infrmation Focus, 2804}, hal 43.
5 Ihid, bal16,
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“Hypermart”™ (PT. Matahari Putra Prima Thk.) yang masuk pada tahun 2004, dan
“Lotte Mart™ (akusisi atas PT. Makro Indonesia oleh PT. Lotte Shopping) tahun
2008™°. | '

Eksistenst hypermarket di dunia ritel Indonesia semakin terus berkembang
dengan ditandainya perluasan gerai oleh tiga hypermaket terbesar yakni
Carrefour, Giant, dan Hypermart. Perkembangan ini dirasakan mulai dari tabun
2003 jumlah hyperﬁmk;t di Iminn@sia rencapsl 43 gera), keroudian di tsbun
2004 meningkat menjadi 68 gerai, tahin 2005 menjadi 83 gerai, dan tahun 2006
mencapai 105 gerai'’. Konsep hypermarket yang menawarkan ore stop shopping
-d&ngaﬁ keleluasaan, kenyamanan, dan kelengkapan, serta “jaminan” harga murahi
membuat masyarakat tertarik untuk mesgunjunginya. Hypermarket identik
dengan hargs murah, meskipun pada kenyataanaya tidak semua barga berada di
bawah harpa pasar. Apabila dicermati sistem penempatan barga yang dianut
adalah sistem subsidi silang sehingga apabila harga jenis produk yang satu berada
di bawah harga pasar, belum tentu harpa jenis produk lainnya juga berada di
bawal barga pasar. Pesetapan harga yang relatif murab dari harga pasar ind
diperoleh hypermarket dalun usaha kerjasamanya dengan pemasok besar dan
hiasanya unfuk jangka waktu yang lama. Hal ini yang menyebabkan mereka dapat
melakukan efisicnsi dengan memanfaatkan skala ckonomi yang besar,

Semakin meluasnya pendirian pasar modern di iﬁdénpsia membawa dampak

positif bagi pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha di fndanesia, misaleya di -

¥ Maluo dengan konsep perkulaksn didirikan pads tahun 1992 dengan gerai pertama
dibuka di Pasar Rebo, Jakaria, Makeo morupakan kerje sama anlara HSV Makro dengan PT.
Kharaba Unggul {milik TP Rachmat}, Fada tabun 1998, mitrs lokal melepaskan seham sebanyak
83% kepada Metro AG {holding company Malro) dan berobah menjadi PT. Makro Indonesia
Tahun 2608, PT. Makio Indonesia akhimya berpindah iangan dari perusahsan Belanda SHV
Holding N.V ke Lotte Group (FT, Lotte Shopping) dari Korea Selatan dengan mengakuisisi 100%
kepemilikannya di perusahaap itu. Dengan demikian terjadi transformasi dart perkulakas meniaili
kensep hypermarket, sebab Lotte Gronp pada dasarnys menganut konsep pasar serbs sda ateo
hypermarket dan bukan pasar perkulakan. Lihat FT. Bisinfocus Data Pratama, Pera Bisnis Ritel
Yodern di Indonesia, (Tanpgersny: Bussiness Informasion Focus, 2004), hal 7-8, 47 dan Antara,
“totte Harus Paighi Atuwan,” <hiipdieetak kompas.com/read/amli2009/81/21/020620 1 lotte.
bacus patubd aturan™> diskses | Mei 2009, dan *Lotte Group Akuisisi Makro,” <btte-fimix.coid/
index&;zi;F?@tiowmwﬁnt&do pdf=1%&id=285> diakses 1 Mei 2009.

Lihat PT. Bisinfocws Data Pratama, Peta Biwnis Rl Modern di Indonesia,
(Tanggerang: Bussiness Information Foous, 2004), hal 7-8, 47, dan Taufik Hidayat, “Cengkraman
Hypermarkst di Bisnis Ritel,” <hitpdiwww.swa.coid/swamaialab/saiian/details phneid=1&
ig=B058 diskses I Mei 2009,

"' Data diperaleh dari Nislsen, 2007 dalam Linds T Silitonga, “Hipermarket Kompak
Judi Strategi Ekspansi,” <titp:f/web.bisnis.com/artikel/2id520 htmb>, diskses 3 Mel 2009,
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bidang penyediaan tenaga kerja schagaimana diketahnd industri ritel merupakan
sektor kedua terbesar dalam hal penyerapan tenaga kerja'’. Disamping itu,
meluasnya pasar modern dapat merangsang kreatifitas pedagang pasar lainnya
termasuk pedagang pasar tradisional dalam mengembangkan usghanya. Karena
adanya persaingan maka para pedagang akan berlomba-lomba untuk menarik
perhatian konsumen, hal ini kemudian dapat merangsang padagang untuk

melakukan suate inovasi dalam tujuan mempmahmlkan_ pasar. Kenyataan _z:iz -

lapangan, tidek selalu dampak positif yang dirasekan melainkan t_éz*dapat juga
dampak negatif Misalnya, pasar tradisional yang menjual produk sejenis yang
dapal ditemui pada pasar modern dimana barga yang ditawarkan oleh pasar
modern relatif Jebih murah daripada pasar tradisionsl. Hal ini tentunya akan
menguntungkan pasar modern, pamun bagaimana dengan pasar tradisional? Pasar
tradisional memiliki scgmen fersendiri dimana sehagian besar konsumennya
memilth berbelanja 8i pasar tradisional karena alasan pentingnya kontak sosial
dalam transaksi pasar. Namun, apa yang akan teriadi apabila masing-masing pasac
modern dan pasar tradisional yang menjual jenis fem yang sama didirikan secara
Jace o face, terlebih apabila harga yang ditawarkan di pasar modern kebib rendah
daripada pasar tradisional.

Kenyatan di lapangan, apa yang disebutkan diatas sering ditemmi di-

lingkungan pasar Indonesia. Misalnya, keberadaan Carrefour vang mempunyai
kemampuan keuangan vang kuat dan mampu melakukan gkspansi  setiap
tehunnys. Hingga saat ini Carrefour memiliki 31 gerai di Jabodetabek.
Kemampuan Carrefour untuk terus melakukan periuasan perai di setiap tahunnya
“mengakibatkan keresabian terhadap perturnbuhan pasar tradisional. Oleh sebab jtu,
untuk menjaga persaingan diantara toke modern dan juga pasar tmdisioﬁaL maka
pemerintab mengeloarkan Perpres No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjsan dan Toko Modern vang
menyatakan bahwa hipermarket, supermarket, departement store, perknlakan, dan

yang lain harus melaksanakan sistem zonasi yaitu sesuai dengan tata kelola ruang

" Kamar Dagang dan Industri Tndonesia, “Butic-Butic Pemikiran Perdagangan Indonesia
2009-2014; Nasionalime datamy Era Perdagangan Bebas,” <hitp:fimudraiad com/upload/Buku%
20Kadin Bab20l] Perdagangan®%20Dalam3620Neper.pdf>, diakses 3 Mei 2009,
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wilayah setempat. Adapun peraturan zomasi® adalah ketentuan-ketentuan

Pemerintah Daerah sctempat yvang mengatur pemaniaatan ruang dan unsur-unsur

pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana .
rinci tata ruang. Di DK Jakarta, peraturan zonasi pasar mengacu pada Perda No.

2 tahum 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinst DKI Jakarta,

\ Menurut catatan Asosiasi Pedagang Pasar Selurch Indonesia (A??Si),

terdapat 51 pesar tradisional yang berdekatan dengan pasar modern, dan 45 unit

yang berdekatan dengan izipermafkci,” Sehin dari pada ifu sciring lmaraknya
pembangunan pasar modern, terdapat delapan pasar yang mati dan beralih fungsi
akibat ditinggalkan perbeli, yaitn Pasar Blors, Pasar Cipinang Baru, Pasar
Kramat Java, Pasar Cilincing, Pasar Muncang, Pasar Prumpung Tengah, Pasar
Sinar Utara, Pasar Karet Pedurenan.” Tidak beroperasinya pasar tersebut diatas
kemungkinan dikarenakan perkembangan pasar modern yang semakin meningkat
dan menempati lokasi yang strategis atau berdekatan dengan pasar tradisional
sehingga mengakibatkan konsumen pasar tradisional beralih ke pasar modern.

Saat ini masih terdapat pasar modern dan pasar tradisional yang letaknya
berdekatan, misalnya Carrefour & Mega Mall Pluit berdekatan dengan Pasar
Muara Karang, Pasar Pondok Indah berdekatan dengan Carrefour dan Giant
Lebak Bulus, dan Carrefour Cempaka Putih vang berdekatan denga Pasar
Cempaka Puatih- Pasar Gembrong- dan Pasar Sumur Batu. Beberapa pasar modern -
1m didirikan dengan jarak kurang dar 2.5 km. Hal ini bertentangan dengan
peraturan mengenai Luas dan Jarak Penyelenggara Usaha yang diatur secara rinci
pada Perda No.2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Pada Perda itu
disebutkan pembangunan pasar modern (luas diatas 4000m”) dengan -pasar
tradisional harus berjarak radivs minimal 2,5km. Namun, pada kenyataannya
masih banyak terdapat peritel-peritel yang tidak memenuhi persyaratan pada'
peraturan tersebut,

Carrefour membuka gerai baru di Blok M Square pada Desember 2008,

dimana pada bangunan tersebut juga terdapat pedagang-pedagang vang terkumpul

" Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pugat Perbelanjaan dan Toko Modern
¥ Data diperoleh dusi “Pasar Tradisional Terancam Punsh- Jumlah Pasar Modeen Saat
Ini Suda}iﬁs;mgat Keterlaluan” Republika, (2} Februar: 2008) 18.
Thid
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membentuk pasar tradisional. Keberadaan Carrefour sebagai peritel yang
mempunyai kemampuan kevangan dan popularitas cukup tinggi mempunyai
potensi untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak
sehat, Disamping itu, keberadaan Carrefour berpotensi melanggar Perda No.2
Talun 2002 tentang Perpasaran ‘Swasta di DKI Jakarta. |

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti

akan menyoroti tentang masalah penerapan zonasi penyelenggara usaha peritel

modern yang dapal mengakibatkan persaingan tidak sehat dilihat dari aspek
hokum persaingan usaha : _

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik
untuk meneliti tesis dengan permasalahan tersebut, dengan judnl: “TINJAUAN
YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PENATAAN  LETAK
PERPASARAN DI DKI JAKARTA BERDASARKAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA” (Studi Kasus: Carrefour).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, mska penulis menjadikan rumusan masalah
sehagai berikui: \ ; .

“ 1. Apakah ﬁemtapén Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem
sesuai dengan prinsip-prinsip par.;saiﬁgazmsaha yang schat?

2. Apakah pemberian izin penditian pasar modern dapat mematikan usaha
pasar tradisional (usaha kecil} dilibat dari aspek hukum persaingan
usaha? 1

L3 Tujoan Penelitian

Penclitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkaii dan menganalisis scjanh mana pemberiakuan Perpres Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dapat menjaga terjadinya
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I

persaingan usaha sesuai deogan prinsip-prinsip persaingan usaha yang
sehat.

2. Mengetahui akibat pemberian izin terbadap pasar modern dapat
berpengaruh  terhadap keberadaan pasar tradional sckitarnya, dan
mengetahui adanva kemungkinan-kermnglinan dalam persaingan yang
dapat menghambat suatu kegiatan perpasaran ditinjau dari Undang-
Undang No.5 Tahun 1999 teotang Larangan Prakiek Monopoli dan

- . Persaingan Usaha -'I'idai( Séhat.

14 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan
baik secara teoritis manpun secara praktis,

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kostribusi bagi
pembentukan dan pengembangan hukum gkonomi khususnya di bidang
hukum persaingan usaha.

2. Kegunaan Praktis
Dengan disusunnya tesis ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi
sumbangan pemikiran bagi lembaga KPPU dan Pengadilan dalam
memutaékan ;}zrk;ara yang sama, ﬁraktiﬂi, atau masyafakat khususnya
pelake usaha yang menaruh minat terilaﬁap hukum persaingan.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kenseptual

1. Kerangkaga Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori keadilan scbagal feirness yang
merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran
dalam sistem pemikiran'®, Disini keadilan tidak lepas dari konsep moral
mendasar yang dapat didefinisikan dalam konteks vang melibatkan
kesadaran, rutinftas, dan pengertian moral Penderitaan yang dischabkan

' John Rawls (a), Teori Keadifan: Dasor-Dosar Filsafiat Politik Untuk Mewsjudkon
Kespjanteramn Sosial dulam Negara {4 Theory OF Justice], diterjemahkan oleh Uzair Fanzan dm
Here Prasetyo {Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.3,
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oleh gejala alam tidak dapat dikatakan sebagai seatu kehidakedilan, pamun
vang dapat dikatakan sebagai ketidakadilan adalab kegagalan untuk
melepaskan dirl dari penderitaan tersebut. Sehingga keadilan itu sendiri
merupakan suatu masalah dwnana 'tidak hanya terdapat snsur kesadaran
tetapi juga suatu aktivitas yang mempunyai tujnan'’, Hal-hal yang adil dan

tidak adil dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pciaim, tindakan dan urusan

yang diciptakan oleh ;}83&3{:2 dan tindakannya sebagai berikut .-

v I, Dalam ;}éﬁgcrtian yang tradisioﬁal, keadilan erat hubungannya
dengan individu pelakunya seperti “hanya Tuhan®, ‘hanya Raja’, dan
‘hanya magusia’, |

2. Dalam penggunazn yang modern, menggambarkan keadilan pada
suatn tindakan tertentu dan keputusannya daripada pelakunva.
Tindakan atau keputusan yvang adil adalah sesuatu yang sensitif
tershadap hak-hak dan fakfor yang mempengarvhinya. Schingga
tindaken atau keputusan yang tidak adi) dapat dikatakan melanggar
hak-hak tersebut.

3. Adanya peran institusi yang dapat menunjukan sikap keadilan dalam
berbagai tingkatannya berupa wrasyarakat, rufe of law, dao sistem
hukum. Penandaan sesuatu dikatekan adil atan tidak adil pada
masyarakat dapat dilakokan deugaﬁ berbagai cém vang berbeda,
miigsaluya ditandai dengan adanya perobagian keuntungan dan beban
yang dilakukan secara tidak adil Sistern hukum sendid yang
diasumsikan sebagai sesvatu yang dengan sendirinya mengikuti dan
melindungi keadilan dapat pula menjadi adil dan tidak adif™®.

Dalam bukunya yang berjudul 4 Theory of. Justiée, Rawls membégi dua

prinsip keadilan dalam original position, sebagai berikut,

“First: each person is to have an equal right to the most extentive basic
liberty compatible with similar liberly for others. Second: social and
economic inegualities are to be arrange so that they are both {a)

¥ Mark Tebbit, Philesophy of Law, (London: Rotledge, 20003, pag. 3-15 dalam Teori
Hukum yang diumpulkan oleh Hikmahanto Juwana, hald44.435.
hid
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reasonably expected to be everyone 's advaniage, and (b} attached o
position and offices open to all. '

Prinsip pertama mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang
sama aias kebebasan dasar vang paling luas, seluas kebebasan vang sama
bagi semua oreng’ . Apabila dihubungkan dengan pérspektif pasar bebas

yang dipelopori olch Adam Smith®’, maka prmsap pertama inl yang paling
sesuai”’, Smith mengatakan bahwa the end of, ;ushae is to secure from injury
{tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian)®™. Oleh sebabs fu,
untuk mencapai keadilan maka tidak perlu adanya campur tangan -
pemerintah karena pasar akan mengkereksi dengan sendirinya apabila
terdapat sesuatu yang tidak sesuai” . Lebih lanjut pandangan Rawls terhadep
perspektif Smith atas pasar bebas membenarkan prinsip pertarmanya dengan
mengatakan “..is consistent with equal liberties and fair equality of
opportunity”. Namun, didalam implementasi pasar hebas yang sejalan
dengan prinsip pertamanya fernyata menychabkan mekanisree pasar gagal
berfitngsi secara baik sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan® . Hal ini
Jikarenakan, babwa didalam kebebasan kodrati (erdapal persamaan

' lohn Rawls (b): 4 Theory of Justice, {Cambridge: The Be!knap Press of Harvad
hn&vemzy, 18713, pe.60. .
¥ Rawis {a), op. cit., bal.72. ‘

' Dalam pengertian pasar bebas, sistem ekonomi pasar adalah suatu wekanisme yang
terinei dan terkoordinasi di bawah sadar manusia dan sektor usaha melalui sistem harga dan pasar,
Smith mencitrakan pasar bebas sebagai upaya seseorang untuk mendaysgunskan modalaya
sehinggs mawmpn menghasilkan nilal peling tingel. Dimana dalam uszha penlagkstannye, iz tidak
berniat untuk meningkatkan kepentingan wnum dan tdak hu sejavh mana ia bergerak ke arsh it
karena tujusneya untuk meageiar kebahagian sendizi, Libst Adam Smith, An Enguiry into the
Nature and Conses of the Wealth of Naiions, (New York: Modern Library, 19733, psz 423,

# threhim, Hulun Persoingan Usoha Filosofi, Teori, don Impltkasi Pencrapanmya dif
!»dz?ms;a, {Malang: Bayumeém,ﬂ}{)?}, hal 8385,

* R.L. Meek, D.D Raphael dan P.G. Stein, ¢.d, Lectures on Jurispradence, (Indianapolis:
Liberty Fund, 1982}, pg.9.

* Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation, Adam Smith memperkenalkan
prinsip fnvisble Hand pada mekanisme pasar yang merupakan keseimbangan antara permintasn
dan penawaran pada keadaan persaingan yang sempurna. Artioys, apabils torjadi hal-hal yang
tidak diinginkan pada pasar bebas, maka dongen sendirinya pasar skan mengkoreksi. Smith
menganut paham lsissez faire, dimans perckonomisn berjalan tsnps adunys compur tangan
pemerintal. Lihat M unir Fuady, Hukem Anti Monopoli Meavongsong Fra Persaingan Sehat,
Citra Adityn Baki{, Bandung, 2003, him. 24 dan Samuelcon, Nordhaus. Economics, Sixteenth
Edition, W i}eihz Taia McGraveHill Edition, 1998}, ¥im.7.

Rawis {b), op.oir, pag.277 den Johnny thrahim  dalam Hukwm Persaingan Usohu
Fiozgfi, Teori, dan Implikasi Peneraparnyn di Indonesia, (Malang: Bayamedia, 2007), hal.116-
117.
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kesempatan yang formal. Artinya semua orang setidaknya mempunyal hak
hukum yang sama untuk akses pada semua kedudukan sosial yang
menguntungkan. Dimana setiap orang yang masuk ke dalam pasar dengan
bakat dan kemampuan yang alamigh yang berbeda-beda, peluang sana yang
diberikan pasar tidak akan menguntungkan semua peserta. Schingga pasar
bebas yang didalamnya terdapat perbedaan bakat dan kemampuan alamiah
hanya akan menimbulkan ketidakadilan’. _
Pada prinsip kedua dikatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi
sumber-sumber dapat dibenarkan dengan acuan kepentingan orang-orang
_yaizg paling tidak benmizmg, dimana prinsip ini dikenal dengan “prinsip
petbedaan” atau the difference principle” . Didalam konsep keadilan sesuai
prinsip perbedaan, Rawls meletakan kewajiban sebagai parameter keadilan,
Dimana mereka yang dilahirkan lebih beruntung, mempunyai kewajiban
untuk melakukan redress terhadap mereka yang dilahirkan tidak beruntung.
Principle of redress i tidak diartikan secars harafish sebagaimana bagi
mereka yang dilahirkan lebih beruntung harus memberi ganti rugi kepada
mereka yang kurang bemntungzs, melainkan keberuntungan orang yang
beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang vang paling tidak
beruntung: Disini Rawls mehhat keadilan dari pola distribusi yang sab jika
primary goods™ terdzsmhum sgcara merata ateu sempuma ® Prinsip ini
mampakm suatu penyempurnaan kensep keaéﬁgri dalam original position
yang sifatnya leksikal dengan mensyaratkan suatu keadilan harus mampu
melindungi hak serta menjamin terpenuhinya tingkat kepentingan maximum
dari kelompok masyarakat yang tidak beruntung (the least adventaged)™.

* ihrahiim, op.cit, hal 117,

¥ Dikemukakan oleh John Rawls dalam "4 Theory of Justice,” sebugaimana dikutip oleh
Iohany lorahim dalam Hukum Persaingan Usaha: Filosaft, Teori, dan Implikasi Penerapannya di
Indonesia, (Malang: Bayumedia, 2007), hal.115. Lihat juga NE Simmonds, Central Issues in
Junsprudem:@, Law and Right, (London: Sweet & Maxwell, 1986), pag43.

" Ibrahim, op, cit, hal 115-119.

¥ Menurut Rawls, yang termasuk primary goods meliput] hak-hak dasar, kebebasan,
kekaasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesc;ahtez‘aaa

W Anif Wibows, “Teori Keadilan Jobet Rawls,” <http//staff Blog. ui.ac.id/arifS 112008/

12881 teort-keadilan-iohnrawlsfcomment- 1036 7>, diakses 25 Desember 2003,

' Okthariza, “Teori Keadilan: Perspektif John Rawls,” <hitp:/foktharizamultiply.com/

ournalhtem/ 12>, diakses 25 Desember 2008,
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Menurat Pigouvian, didalam sistem ekonomi yang efisien kemungkman
tidak menguntungkan semua orang, ferutama bagi kelompok miskin. Karena
itn rasional bagi individu-individu yang bersepakat untwk memastikan
bahwa gap atmu kesenjangan mendatangkan manfaat bagi kelompok
termiskin dan meletakkan tanggung jawab ini dalam tangan negaxﬁa{

Oleh sebab ftu didalam perkembangannya teori The Invisible Hand
kurang sesuai khususnya pada persaingan di pasar bebas karena efisiensi
yaﬁg -dicipiak:m oleh suatu perusahan ténpa adanya campur tangan
pemerintah, kenyataannya dapat menimbulkan dampak mganf yaiu
kesenjangan sosial, Pada akhirnya teori ini digantikan de:ngan teori The
Visible Fland yang berupa turul campumya pemerintah melaloi penyedisan
perundang-undangan untuk memastikan bahwa persaingan dapat berplan
sesuai yang diharapkan®,

Lebih Janjut, Rawls berkeyakinan bahwa masyarakat sebagai sebuah
fembaga kerje sama sosial hanya bisa berkembang dengan baik apabila hak-
hak dasar sebagai warga negara diberi tempat dan dilindungi oleh pelaksana
negara (pemerintah) melalui konstitusi®, Disini bukum dipahami schagai
suaty sistern yang berusaha menciptakan keadilan melalui adanya peraturan
yang mengatur tentang rusyarakat. Apabila dihubungkan dengan origiral
position maka dapat disimpuikan bahwa situasi perbedaan dalam sosial
ekonomi  harus  diberikan  aturan hedemlklall mpa schingga paling
menguntlmgkau golongan masyarakat yang paling lemah khususnya
didalam tujuan untuk mencapal prospek kesejahteraan, pendapatan, dan
ototitas™.

* Lihat Ian Saphiro, Evefusi Hok Dalem Teori Liberal [The Evohaion of Righis in
Liberal Theory}, diterjemahkan olch Fresdom Instifte { Jakarta: Kedutzan Besar Amerika Sedkat
Jakaria; I‘reeéom Institute; Yayasan Obor Indonesia . 2006), hal. 226-227.
* Munir Fuady, Hukum Anti Monopol Menyongsong Era Persaingon Sehat, (Bandung:
Citra Aézt?’a Bakti, 2003, hal.24.
Yohanes Eftaim More Melo, "Konsep Keadilan Sebagai Faimess Dalam Perspektif
Ichs  Rawls,” <hitp/imy.opers. copfefiaimmore/blog/2067/1 111 7/konst-politik-iohn-rawls>,
diaksey 23 Degember 2008,
¥ Lihat Herry Priveno, Teori Keadilan John Rawls, dalam: Tim Redaksi Driyarkara
(Ed.), Diskursns Kemusyurokatan dan Kemanusgiaon, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)
hal.38 dan Theo Hujbers, Filsafor Huhum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1988),
hal.200 dalam Darji Dbarmodibarjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafin Hukum: Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal.165.
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Indonesia memiliki konsep keadilan yang secara tegas dapat ditenakan
dalem dasar negara Pancasila yaitu sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan

vang adil dan beradab”, dan sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia” Artinya dengan adanya keadilan sosial yang
bendak dicapai maka akan terciptalah negara” hukurs di Indonesia®,
Keadilan Pancasila mengandung arti bahwa setiap orang di Indonesia akan
men{i:apat perizkoan yang adil baik daiam bidang hnkmn, politik, sosial,
ekonomi dan kebudayasan,

Didalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan
pencapaian roasyarakat yang adil dan mekmur, perekonomian disusun
berdasar atas demokrasi ekonomi yang berdasarkan Paacasila dan Undang-
Undang-Undang Dasar 1945”7, Demokrasi ekonomi bertojuan untuk
mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakvat. Dan oleh scbab
pentingnya keadilan dalam penggunaan sumber daya alam maka demokrasi
ekonomi disusan berdasarkan usaha bersama vang berasaskan kekeluargaasn,
artinya masyarakat bebas melakukan distribusi secara maksimal dalam
penenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya selama mampu mencipiakan
“kehidupan kemitraan antar pelaku ekononst yang saling ketergantungan dan
saling menguntungkan. Sebagazmana telah ézimtahm mengenai difference
principle oleh Rawls, maka tujuan adanya demokrasi ekom}m yaﬁu
membatasi agar tidak terjadi kemakowwan yang terpusat pdda .orang
seorang, sckelompok orang, atau perusahsan yang tidak sesuai dengan
prinsip keadilan dan pemerataan.

* Pasal 1 ayat (3} Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahws “Indonesia adaleh

Negara Hukum”, dengan demikian terdapat bebeeapa unsur-unsur turunan yang diskui didalamnya
meliputi

. Kepsstian bukum yang berupa ausas legalitas; undangundang yang menmgahu
tindaken yang berwepang sehingga warge dopst mengetshui apa yamg dapat
diharapkan; wndang-undang tidak boleh berlako survt, hak asasi dijamin dengan
undang-vndang, pengendalian yang bebas dari pengaruh kekunsaaa lain;

2. Asas persamaan yeng meliputi hak untok memilih dan dipitih hagi warga negara dan
peraturan untuk badan yang ditetaplcan oleh parlemen; parlernen mengawasi Hindakan
pemerintah;

3. Asss pemerinlahan untuk rakyat meliputi bak asasi yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar; dun adanya pemerintahan seeara efekdif dan efisien.

Lihat M. Schelterma dalam “De Rechisstaat Herdacht,” sebagaimana dikutip oleh Azhary dalam
Negm}z’z&m Indonesia, {¥akarta: Ul-Presg, 1995}, hal. 56.

7 tadonesia (), Undang-Undang Dasar 1 245, ps. 33 ayat {4},
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Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai adanya dua pelaku
ckonomi yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, dan
upayanya dalam memperoleh kesermpatan usaha yang adil. Pelaku usaha ini
diwajibkan untuk mepganut asas  demokrasi  ekonomi  dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepemtingan . pelakt usaka dan
kepentingan umum™, Demokrasi ekonomi disini merupakan sistem
perekonomian ke.arsh gpen market (pasar terbuka), dimana parz pelaku
usaha bebas memasuki pasar, yang berarti tidak ada artificial barrier balk N
dari pemerintah manpun dari para pelaku usahg yang besar dan dominan
pada pasar bersangkuian. ‘Paséz bebas pada umumnya berfujuan’ untuk
memaksimumkan perolehan kekayaan melalui efisiensi ekonomi. Namun,
adanya pasar bebas memungkinkan dapat menyehabkan pelaku ekonomi
lemali tidak mampu bersaing dengan pelaku ekonomn kuat. Hal ini
disebabkan pasar tidak mengedepankan isu-isu vang berbubungan dengan
kepatutan dan keadilan, sesuai dengan pendapat Malloy bahwa:

“The market does not care about the issue of fairness or justice.
Allpeation of searce resources is made on votes of dollars in the markei
pluce. The market leaves it fo sociely to provide an egual apportwnity
Jor all people 10 have a chance at success and carning the money (o
cast their ‘vote'. As long ux there are no wrifficial barier to success, no
one should be offened by the functioning of the marker”. ™

“Pasar tidak peduli terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Kepatutan

. dan keadilan. Alckasi terbadap sumber-sumber yang langka dibuat
berdasarkan piliban terhadap nilai tukar di pasar. Pasar menyerahkan
kepada masyarakat untuk memberikan peluang yang sama terhadap
semna orang guna menczoai keberhasilan dan memperoleh vang
berdasarkan pifthan mereka. Selama tiduk ada rintangan yang diadakan
untuk memperoleh keberhasilan, maka tidak seorang pun akan dibuat
kecews oleh berfungsinya pasar®.”

Untuk mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada individu atau
kelompok tertentu, dan untuk menghambat adanyz peluang perifaku
mematikan terhadap pelaku ekonomi fainnya di pasar, maka perlu dibentuk

® Indonesia (b}, Undang-Undung Tentang Lavangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Seha, LU No 5 Tahun 1999, LN Ne. 33 Tahun 1998, TLN No. 3817, Paszal 2.

> Yhrahim, loc.cit, hal, 63-64.

" 1hid.
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suatu perundang-undangan vang secara khusus mengatur masalah vang ada.
Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 5 Tzhun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berlaku.
" Disini pencliti akan membahas apakah substansi regulasi yaog ada sesuai
" dengan permasalahan yang terjadi schingga benar dapat menciptakan
persaingan yang sehat,

Kelahiran regulasi dibentuk oleh para regulator dengan asumSI
- berdasarkan public interes! seluruhmya. Namun, " pada Kenyataannya
seringkali dibalik proses penyusunan susiu regulasi it terjadi kompromi
antara -I_ce}mxz;mkmkelompck kepentingan  atau inferest groups yang
menggunakan pilihan-piliban rasional paling ekopomis menurut mereka.
Pads akhirnya peneliti akan menyimpulkan apakah hukum atau regulasi
yang berlaku dapat menjadi suatu landasan berpijak dan aturan main yang
sama {level playing field) terhadap masing-masing pelakn usaha dalam pasar
tersebut.

2. Kerangka Konsepsuai
Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan

© obyek penclitian, guna menghindari berbagai penafsiran atas istilab-istilah

vang digunakan, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi operasional:

a. Palakﬁ_ usaha'! adalah set‘iap orang perorangan atau badan usaba, baik
vang becbentuk badan hukum ataw hukan badan hukwm yang didirikan
dan berkedudukan atae melakokan kegiatan dalam wilayah Republik
Indt?nésia, baik sendiri maupun bersama-sama melaluf perjanjian
penyelenggaraan berbagai kegizstan usaha dalam bidang ckonomi.

b. Usaha kecil™ adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan
memenui kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta
kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini,

' tndonesia (b), foc.cit, Pasal | angka 5.
T indonssia (2), Undang-tndang Usaha Keclf, 1) No.9, LN No. 74 tahun 1985, TLN

No. 3611, Pagsl 1 Angka 1.
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¢. Pasar™ adalah sarana /tempat usaha untuk melakukan transaksi jual
beli urnum milik swasta dan atau pemerintah daerah, tempat pedagang
secarn teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.

d. Kekuatan pasar (marker power)” adalah kemampuan dari suatu
perusahaan untk mengendalikan {dalam batas-batas tertenty) harpa
penawaran dan syafat penjualan produknya tanpa segera mendapat
gangguan persaingan.

e, Pasar serba ada (hypermarket)® adalah sarana/ tempat usaha untuk
melekukan penjualan  barang-barang kebutuhan rumah tangga
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung
kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdivi dar pasar swalayan
dan toko serba ada yang menvatu dalam  satu  bangunan
pengelolaanmya dilakukan secara tunggal yang Juss lantai usahanya
lebih dari 4000m2 dan paling besar (maksimal} 8000m2.

f Pasar bersangkutan® adalah pasar vang berkaitan dengan jangkauan
alau dacrah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atan barang dan/
atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau
jasa iexsizi}zxt

g. Pangsa pasar 7 adalah presentase nilai jual atay beli barang atau iasa
tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaba pada pmr bersangkatan
dalam iai;izzi imiméez temmu.

h. Struktur pasac® adalah keadaan pasar yang memberikan pemnguk
tentang  aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap
perilaky wsaha dan kinerja pasar, antarz lain jumlah penjual dan
pembeli, hanibatan masuk pasar dan keluar pasar, keragaman produk,
sistem distribusi, dan pengnasaan pasar.

S Pasal 1 Angka 13 Peraturan Dacrah No.2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
4 Collins, Kamus Lengheay Ekonomi, Edisi ke-2, (Jakaria: Erlangga), 1994, hal 399,
Pasal I Angka 17 Perda No.Z Tahun 2002 teniang Perpasaran Swasia.

© Indonesia (b, foc.cit, Pasal | Augka 10.

Y fhid, pasal | sngka 13,

b lhid, pasal t angka 11,
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Perilaku pasar® adalah tindakan yang dilakukan oleh pelakn usaha
dalam kapasistasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau
jasa unfuk mencapai tujuan perusahaan, antara luin pen-capaian laba,
pertumbuban aset, target ;iezgualan, dan metode persaingan yang
digunakan, ' ' o a
Motopoli® adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau penggunaan Jjasa tertentu oleh satu pelakn usaha atau
satu kelompok pelaku us-aha.' ; - _

Pemusatan kekuatan ckonomi®® adalah penguasaan yang nyata atas
suat pasar bersangkuian oleh satu atan Jebih pelaku wsaha seﬁingga
mencntukan harpa barang dan atay jasa.

Persaingan usahs tidak sehat’* adalah persaingan antara pelaku usaha
dalam menalankan kegiatan produks: dan atau pemasaran barang atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha,

Konsumen® adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau

jasa baik untuk kepentingan diri seodiri maupun untuk kepentingan
piliak Tain. '

}’erja.njigms”‘g adalah suatu perbuatan atau lebih pelaku’ usaha w:atuk
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan

nama apapun, baik {ertulis mavpun tidak tertulis. Perjaniian ini
dibedakan menjadi perjanjian vertikal dam perjaniian horisontal
Perjanjian vertikal yaitu perjanjian dari buls ke hiliv antara pelaku
usaha dengan pihak pemasok. Sedangkan peranjian horisontal yaitu
perjanjian antar pelaky usaha yang sejajar.

L

Ibid , Pasal 1 angka 12,

 fbid, passl | angka 1.

5
5%
53
54

i5id,, pasal | angka 3.
o, pasal | angka 6.
fBid., pasal 1 angka 15.
Ibid  pasal Fanpka 7,
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1.6 Metode Penelitian

Pendekatan utama yang akan digunakan dalam penelitian untuk keperfuan
tesis ini adalah metode yuridis normatif’®, yaitu penelitian yang ditujukan untuk
meneliti ada tidaknya indikasi perbuatan persainpan - usaha tidak sebat
ditmbungkan dengan norma-norma hukum yang ferdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan-pufusan pengadilan. Mengingal norma-norma
hukum tersebut mengandung nilai-nilai filosofis, maka dengan mengunakan
pendekatan yzzriéis normatif diteliti pula penguasaan pasar dan posis'i dominan
berdasarkan prinsip rude of reason dan per se illegal. __

Sebagai penclitian yuridis pormatif, maka penclitian ini berbasis pada
analizsis norma hukum, baik hukum dalam arti lew as ir wristen in the books
{dalam peraturan perundang-undangan), maupnn hukum dalam anti law a5 i1 is
decided by judge through judicial process (putusan-putusan pengadilan)™.
Metode ini tidak mementingkan dafa secara kuantitas tefapi lebth menekankan
kepada analisis pendalaman. Pembahasan masalah ditelusuri dengan menyusun
data secara sisteralls, selapjutnya dianalisa secara kualitafif yang disusun dalam
uraian kalimat,

Didalam mengkaji pepelitian fesis ini, peneliti menggunakan metode
penelitian preskiptil yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-
saran mengenal apa yang hares dilakukan untuk mengatasi _masa!abmasala-h ,
tertentu.”’ : |

Cuna. menunjang metode penclitian tersebut diatas, dﬂakukan penehtian
kepustakaan (library research)., Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk
memperoleh data sekunder baik berupa bahan bukum primer, bahan hukom
sekunder, dan bahan hukom tersier, Selain daripada itu akan dilakukan suata
penelitian Japangan yaitu melalui wawancara. Bahan hukum primer berupa
wawancara dan produk lembaga legislatif™®, vaitu bahan hukum yang mempunyai

* Soerjono Sockante, Pengantar Penclition Hukum, Cet3 (Jakarta: Ul-Press,1986),
ksl 50, Soeriono Soekanto menghubungkan pensiitisn hokum normatif dengan pengertian hokumn
sebagai iimu pengeighuss, ksedsh dan norma, Hukum sebagal tats hukum positif, Kepntusan
Pengadilan, lalinan nilatnilai

* Ronald Dworkin, Legal Research, {Daedalus: Spring, 1973), hal.250.

* Soerjons Sockanto, foc.cif, hel. 16,

* Baid Campbell, st.all., Legal Research, Maierials and Methods, (Sydney: The Law
Book Company Limited, 1988}, pg 1.
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kekuaton hukum yang mengikat dan relevan dengan masalab yang sedang diteliti
vaitu Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukuwm sekunder meliputi artikel
ilmiah, furnal, hasil seminar, makalah, buku-buka, dan dokumen-dokumen. ¥3ahan
hukum tersier diperoleh dari majalah hukwm, buletin hukum, korankoran dan web
- site. Adapun bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang dapat memberikan
petunjuk maupun penielasan terhadap baban hukum primer dan sekunder, yaitu
kamus hukum ekonomi. ' -

L7 Sistematika Penulisan .
‘ Penulisan tesis ini disusun ke dalam lima bab yang sistematikanya sebagai
berikut:

Pada BAB 1 yang merupskan pendabuluan dari tesis ini, peneliti
mengemukakan latar belakang serta rumusan maszlah yang skan dibahas dalam

' * tesis ini. Selanjuinya peneliti menuliskan mengenai fujuan kegunaan penelitian

- yang dilakukan, metode penslitian yapg digunakan, kerangka pemikiran yang
berupa kerangka icoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan guna
* mempermudah untuk mengetahu isi dari tesis ol

Bab 1l menguraikan mengenai aspek hukem persaingan  vsaha yang
merpbahas pringip-prinsip persaingan usahe yang sehat, strulctur pasar, keadaan
pasar, dan hambatan-hambatan dalam persaingan usaha yaog dapat
mengakibatkan persaingan usaha idsk sehat,

Selanjutnya dalam Bab [l membahas mengenai peranan pemerintah dalam
meningkatkan iklim persaingan usahe vang sehat. Pemerimtab selaku pibak
regulator dan pengawas mengeluarkan kebijakan-kebijukan berupa perlindungan
usaba keeil, pemberian tzin usahs, dan pengawasan terhadap hubuogan persaingan
antara pasar tradisional dan pasar modern.

Pada bab IV, peneliti membahas mengenal profil perusshsan Carrefour
beserfa pangra pasarnya. Peneliti mengemukakan gambaran umum mengenai
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penerapan perkara yang berkaitan dengan penerapan letek pendirian usaha yang
bertentangan dengan Perda No.2 Tahun 2002 ditinjau dari Aspek Hukum
Pérﬁajngan Usaha. Peneliti juga membahas adanya kemungkinan tindakan
Carrefour yang dapat merugikan pasar tradisional terkait dengan masalah zonasi.
Adapun pemberian izin terhadap Carrefour untuk melakukan kegiatan berlokasi
yang sama dengan pasar tradisional akan dianalisis sesuai prinsip-prinsip hukum
persaingan usaha demi tujuannya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat
dan kondusif | .

Bab V mempakan pénuiop dari tesis ini, yang meliputi dua sub bab, Sub bab
vang pertama mengenat kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini,
dan sub bab yvang kedua menpenai saran-saran yang peneliti berikan berdasarkan
pembzahasan bab-bab sebelumnya.
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BAB 2
HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PERSAINGAN SEHAT DY PERPASARAN

INDONESIA

21 Penyelenggaraan P’crpaséz_-an di Indonesia
2.1.1 Tinjauan Umuem Tentang Pasar Tradisional dar Pasar Moedern .

Pengertian pasar adalah area tempat bertemunya pihak pepjual dan
pembeii untuk melaksanakan trausaksi dumana proses jual beli terbentuk, yang
menurul kelas muty pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan
Pasar Modern, dan menurut pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi Pasar
Eesran dan Pasar Perkulakan/ Grosie® .

Pada umumanya Pasar Ritel dibedakan meniadi dua yaitu pasar {radisional
(wet markef) dan pasar mwodern (modern markef). Pasar tradisional adalah pasar
vang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Dagrah termasuk kerjasama dengan

swasta dengan. tempat usaha berupa toke, kios. los dan tenda yang
dimiliki/dikelola oleh pedagang, ﬁzam&ngah, é&éadéya masyémim; atan koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui
tawar menawar™". Ciri khas utama dalam pasar tradisional yaitu adanya proses
tawar menawar antara pembeli dengan penjual, biasanya penjual melayani
kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Berbeda dengan pasar madern yaitu
pusat belanja seperti Plaza, Mall, Shoping Centre, dan seienisnya yang
pengelolaannya dengan menggunzkan metode manajernen modern, didukung
dengan  teknologl modern, serta mengutamakan pelayanan  kenyamanan
berbelanja. Ciri khas utama pasar modern yaita barang ditawarkan dengan harga

% Indonesia (1), Keputusan Mentri Perindustrias dan Perdagangan Republik Indoresia
Nomor 420/MPF/Kep/16/1997 tentang Pedoman Pepataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.

% Lihat Pasal 1 Angka? Peraturan Presiden Ropublik Indonesia Nomor 112 Tahan 2007
tentang Pepataan dan Pembisaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelaniasy, dan Toko Modern.
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tetap (fixed price) dan terdapat label harga (bar code)®. Hal lain vang
membedakan antara pasar modern dan. pasar tradisional yaitu dari segt kebersihan
dan keamanan, pasar modera lebih unggul daripada pasar tradigional.

Pasar tradisional ‘identik dengan tawar mepawar dan hal inilah yang
menjadi  keunggulan daripada pasar modern. Tawar menawar pada pasar
tradisional merupakan kebudayaan yang masih penting untuk dipertabankan,
sebab hanya pada pasar tradisional unsur interaksi secara manusiawi antara
penjﬁal dan pembeli terjadi. Pada awalnya, didﬁia,:h pasar tradisional terdapat -
beberapa penjual yang menawarkan barang dagangannya masing-masing cienga,ﬁ _
harga yang beragam. Oleh karena didalamnya terdapat banyak penjual dengan |
harga yang berbeda, maka membebaskan konsumen untok hut menentokan harga.
Hal demikian menyebabkan posisi tawar penjual dalam penciapan harga
cenderung menjadi lemah Seiring semakin meningkainye kebntuhan manusia,
muaculah pasar modern yang memberlakukan harga pasti atan tidak dapat
ditawar. Disini kostrol harga vang pada awainva berada di tangan konsumen
beralih ke fangan penjual sehingea bargaining power konsumen menjadi lemah
karena tidak dapat menentukan harga tawar menawar. Sejalan dengan
perkembangan jaman, sebagian besar masyarakat lebih meoyukal berbelanyas di
pasar modern. Hal ini dikarenakan pasar modern memberikan pelayanan jasa yang
baik, ruangan nyaman full AC, penyajian barang-barang yang nmzi@ harga
pasti, self service, dan bahkan dapat menjadi tempat rekreasi bagi keluarga dimana
pasar modern menyediakan kebutuban rumah iaﬁgga§2¢ Bahkan tak jarang terdapat
suate pasar modern vang memberlakukan harga promosi vang sama seperti vang
ditawarkan pada pasar tradisional atau bahkan Jebib murah,

Pada umumnya pasar modem dikategorikan menjadi®™; \

1. Mini swiayan (mini market) yaitu jenis usaha ritel vang menjual

barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari divtamakan produk

' Indonesia {b), Keputusan Menteri Perindusirian  dan Perdagangan Nomor

23/MPP/Kep/1998 tentang Lembags-Lembage Usaha Perdagangan Mented Perindustrian dan
Perdagangan Repubiik Indanesia, Ps.| Agk. 42,
& Adri Poessro, “Pagar Tradisional di Era Parsaingan Global |, SMERU (April-Juni
2007): 3-5.
® Lihat Peraturan Presiden Nomor 112 tabun 2007 teatang Penataan dan Pembinuan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjazn, dan Toko Modern bandingkan dengan Peraturan Daerah

Momor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.
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makanan dan minuman dengan cara self service. Luas lantai usabanya
urang dari 400m’. Mini market biasa dikenal dengan convenience
store, dengan ciri khas jumlab check out counter (kasir) sebanyak 1-2
buah. Contob Alfa Midi, Am Pm, dan Circle XK. |

. Pasar swalayan (s@permarket) yaitn jenis  usaha ritel yang
kopsumennya dapat melayani sendiri produk yang dibuiuhkan mulai

dari proses mencari produk, mmbandmg&aa harga dan produk, hingga

memutuskan untuk memilib prodzzk yang dzmgmkm Produk vang

dijual berupa barang-barang kebutuhan rumab tangga termasuk

kebutuhan sembilan bshan pokok secara eceran, confohnya Hero,
D’best, dan Golden Truly. Luas lantai usahanya berkisar 400m’-
5.000m".

. Toko serba ada (departement store) yaitu foko atau tempat kegiatan
usaha cceran yvang dikelola secarg tungeal, baik berdir] sendiri maopun
yang merupakan bagian dari suatu pusat pertokoan/pusat perbelanjaan
vang menjual berbagal macam sandang dan barang kebutuhan rumah
tangga, bukan kebutuban sembilan bahan pokok, yang disusun dalam
bagian yang terpisah-pisah dan dalam pelayanannys dibantu olkeh

pramuniaga. Luas lantai usahanya diatas 400m°. Misainya Matahari,

Mstro, dan Sogo. .

. Pusat perbelanjaan (mall/ plaza) yaitu tempat usaha atau suatu area
tertentu yang terditi dari satu atan beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada
pelaku usaha atatt dikelola sendiri untuk melekukan kegiatan
perdagangan.

. Hypermarket yaitu toko dengan ukuran vang sangat luas yang
menawarkan harga rendah dan merupakan gabungan departement store
dan pasar swalayan dalam satu gedung. Luas lantai usabanya diatas
5.000n?.

. Perkulakan yaitu suatu jenis usaha ritel yang menjual kebutuhan rumah
tangga sehari-hari atat komomditi yang diperlukan oleh lusinan,
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kodian, grosiran, dan takaran/ tibangan. Luas lantai usabanya diatas
5.000n7".

Di Indonesia, evolusi perpasaran dari pasar tradisional menuju pasar
modern ditandai mulai dari sebelum tahun 1960-an dimana perkembangan ritel
masih dikuasai oleh toko tradisional atau para pedagang-pedagang independen
. fokal. Fra tehon 1960-an mulai masuk foko ritel modern dengan konsep
departemeni store yang ditandai dengan dibukanya toko serba ada Sarinah pada
ta_huﬁ 1962, Hingga kini Sarinah dikenal sebagai pioneer depar!ément store di
Indonesia. Kemudian pada tabun 1972 mulal masuk Gelac! Supermarket dan
ditkuti dengan hadirnya new entrants Hero Supermarket. Pada saat i peﬁgéz”iim
pasar modemn adalah swalayan yang pelayapannya dilakukan oleh konsumen
sendiri karena toko tidak menyediskan pramuniaga. Barang-barang yang
diperjualbelikan  diletakan di  rak-rak/ tempat display barang sehingga
memudahkan konsumen untuk mengambil sendirt barang vang hendak diveli.
Pada tahun yang sama hadir toserbe Matahari® yang merupakan toko sandang.
Kemudian diikuti dengan hadirnys Golden Truly, dan supermarket lainnya seperti
Ramayana, dan Yogya. Pada tabun 1987 pulal dikenal convenience store atan
swalayan kecil di Indonesia dengan hadirnya Cirele K yang merupakan waralaba
asal USA®, Demikian pula diikuti dengan kehadiran Indomaret, Superindo, dan
Indogrosir. - |

Memasuki tahun 1990-an, Indonesia menjadi incaran bagi pihak asing untuk
menanamkan bisnis ritelaya di Indonesia. Pads era ini konsep depariement store
mengaland perkembangan hingga bermunculan high class departement store
sebagai bentuk inovasi ritel yang ditujukan pada segmen kelas atas. High class
depariement store ditandai dengan masuknya Sogo depariement store asal Jepang
(hasil kerja sama waralaba dengan group Gajah Tunggal) tahun 1990, dan ditkuti
oleh Metro depariement siore asal Singapore (hasil kerjasama wanalaba dengan
group Rajawali} pada tahun 1992. Kemudian di tahun-tahen berikntoya masuk JC
Penny, Yachan, Mark&Spencer, dan berbagai outlet high fashion lainnya. Hingga

% Pada awalyya Matzhari merupakan toko pakaian (sandang) vang didirikan oleh Hari
Darmawan dan isteri pada tahun 1938, Gemi pevtama toko Matahari berada di Pasar Baru Jakanta.
Didalam pengembuaopan uszhanya toko Matshari memperiuas usahz dengsn membeniuk toko
serba ada atau departement store pada tehus 1972,

® 1.ihat PT. Bisinfocus Dala Pratama, op.cit., hal.4-3,
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pada tahun 1998 muncul Carrefour sebagai transformasi dari pasar swalayan
menuju pasar serba ada hipermarket, Perkembangan pasar modern oleh ritel asing
pasca tahun 1998 semakin marak, hal ini disebabkan oleh adanya liberalisasi
melalui’ Iieppres MNo.99/1998 yang memberikan kebebasan kepada investor asing
untuk berperan dalam bisnis ritel inéonesaa )

2.1. 2 Kebxjakaa Pasar di Indonesia
Liberalisasi pasar ritel ferjadi -semenjak diberlakukannya Keppres
No.99/1998 tentang Bidang Usaba yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan
Bidang/ Jenis Usaha vang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar
dengan Syarat Kemizaan dan SK Menteri Investasi No.29/8K/1998 tentang
pencabutan  Keputusan Meateri Nepara Investasi No.11/8K/1998 fentang
Pepanaman Modal di Bidang Perdagangan Besar dan No.12/SK/1998 tentang
Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Feeran, Kebijakan tersebut pada
dasarnya selain untuk memberikan keseropatan terhadap mvestor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, bertujuan untuk®’:
1. Mengembangkan persaingan yang sehat, adil, dan menghilangkan
hambatan yang menggangeu ekonony pasar,
2. Mengembangkan perekomﬁuan yang berorientasi global sesuai
A -éfmgan kemajuan teknologi melalui pmbangunml keunggulan
.kampetmf dan keunggulan, “
3. Mengembangkan industd, perdagangan dan investasi dalam rangka
meningkatkan daya saing global,
4. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha
saling menunjang dan menguntungkan antars usaha besar, menengah
dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sebagai tanggapan atas dikcluarkannya kebijakan tersebut - diatas, di
bidang ritel banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara

* Bandingkan PT. Bisinfocus Data Pratama, op.cit, hal. 8-11 dengan “Metamorfosis
Toko Retail Modems Indonesia Case Study Kreditmart™, <hitp:/findocashrenister.com/(ag/bisnis-
seeranf> , diakses 29 Maret 2009,

S Lihat Direkiorat Bina Pasar dan Distribugi Ditjien Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan, op.oit, hal 33,

Universitas Indonesia

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009



28

itu, masyarakat Indonesia yang cenderung mudah beradaptasi terhadap gaya hidup
Barat mulai dapat menerima ritel asing. Hal ini mengakibatkan mudahnya peritel
modern asing melakukan ekspansi. Apabila perluaséh usaha ritel asing sudahb
sangat melebar, tentunya akan meresahkan sektor ritel lokal termasuk didalamnya
pasar-tradisional dan usaha kecil. Terlebih apabila lokasi pembangunan suatu ritel
asing dilakukan berdekatan dengan ritel Iokal. Untuk mengatasi keresahan pada
‘ritel lokal tersebut dan demt tcrca;}ainya tujuan penataan dan pembangunan
perpasaran®®, maka “dikeluarksn Peraturan Presiden Repzx‘b}zk Indonesia Nomor
112 Tahun 2007 tentang Penatsan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern, Dimana pada kebijakan ini distur imengenai
pengaturan zonasi, Syarat perdagangan, izin pengelolaan, dan pengembangan
kemitraan, Perpres ini mengacu pada masing-masing kebijakan peraturan dasrah,
di DKI Jakarta berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Perpasaran Swasta Ii Propinsi DK Jakarta,
Adapun dasar bukum peraturan perpasaran di Propinsi DKL Jakaria
sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 terdapat pada:
1. Kep. Menperindag No.76/Kp./lII/1978 tentang Bidang Usaha
Perdagangan yang Terbuka dalam Rangka Penanaman Modal.
2. Inpres RI No.7 tahun 1982 ientang Bantuan Kredit Pembanguna.n dan
Pemugaran Pasar, '
3. Perda No.6 tahun 1982 tentang Pengurusan Pasar di DKI Jakarta. )
4. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.240 tahun 1983 teptang Ketentuan
Pembangunan Pusat-Pusat Pertokoan/ Pembelanjaan/ Perdagangan

dan/ atau Pertokoan vang dibangun oleh _Pinak Swasta dan/atau -

Swadaya Magyarakat di Wilayah DKI Jakarta.

5, Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.242 tahun 1983 tentang Prosedur
Pengajuan Permohonan dan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pusat
Pertokoan/Perbelanjaan/ Perdagangan danatau  Pertckoan yang

* Dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta
kelancaran distrabusi barsng perlu memberikan pedoman bagl penyelenggarasn pasar tradisional,
pusat perbelanfasn dan toke modern, serta aorma-norma keadilan, seling menguntungkon dan
tanpa tekanan dalam hubungan antars pemasok barang dengan toke modern seria pengembangan
kemitraan dengan usahs kecl], sehingge tercipta tortib persaingan dan kesenmbangan kepentingan
produsen, pemasok, toke modern dan konsumen. Lihat Perpres No. 112 ishun 2087,

Unhmrsitas Indonesia

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009



29

dibangon oleh Pihak Swasta dan/atau Swadaya Masyarakat di Wilayah
DK Jakarta. ‘

6. In. Gubernur KDKI Jakarta No.2129 tabun 1954 tentang Rekomendasi
Pembangunan Pertokoan di Wilayah DKI Jakarta. -

7. Kep. Gubernue KDKI Jakarta No.718 fahun 1985 teatazzg Juklak SK
No.240 tahun 1983,

8. Kep. Gubermur KDKI Jakarta No.241 tahun 1985-tentang Ketesttuan

Kegiatan Usaha Pasar Swalayan atau Supermarket di Wilayah DKI
Jakarta. ,

9. Kep. Gubermr KDKI No.947 tahun 1992 fentang Petunjuk
Pelaksanamn Penyetoran dan Pencairan/ Penggunaan Dane Kompensasi
Pembangunan Pusat-pusat Pertokoan/ Perbelanjaan/ Perdagangan dan/
atau Pertokoan di DKI Jakaria.

10. Keppres RI No.32 tahun 1992 tentang Daftar Bideng Usaha yang
Tertutap bagi Penanaman Modal

11. Perda DKI Jakarta No.8 tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran
Swasta di DKI Jakarta.

12, Keppres RI No.54 tahun 1993 tentang Daflar Bidang Usaba yang
Tertutup bagi Penanaman Modal.

13. Keppres RI No.51 tahun 1995 tentang Daﬁar Bidang U“saha yang
Tertutup bagi Pepanaman Modal,

14. Kep. Gubernur KDKI Jakaria No.67 tahun 1996 tentang Pembentukan

Tim Pengendalian Kegiatan Usaha Pasar Swalayan! Supmarket di

DK Jakarta.

13, Kep. Gubernar KDKI Jakarta No.405 tabun 1996 tentang Klasifikasi
Bangunan Pusat Pertokoan/ Perdagangan/ Perbelanjaan dan/atau
Pertokoan yang dibangun oleh Pihak Swasta dan/ atau Swadaya
Masyarakat di DKI Jakarta.

16. kep. Bersama Menperindag dan Mendagri No.145/MPP Kep/5/1997
dan No.57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan
Pertokoan.
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17. Kep. Gubermur KDKI Jakarta No.846 tahun 1997 tentang Petunjuk
Teknis Pemungutan Retribusi Pengusshaan Perpasaran Swasta di DK
Jakarta,

18. Kawat. Mendagri No.511.2/201/PUOD  tabun 1997 tentang
Penggunaan Izin-izin bary bagi Pembangunan Pasar Modemn.

19, Kep, Menperindag No.261/MPP/Kep/7/1997 tentang Percbentukan
Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat.

20. Kep. Menperindag No.420/MPP/Kep/10/1997 't@nggﬂ 31 Oktober -
1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan,

21, Kep. Guberpor KDK]  Jakarta No.i518 tghun 1597 tentang
Pembentukan Tim Penelit] Kegiatan Usaha Grosir di DK Jakarta,

22. Kep. Gubernur KDKI Jekarta No.1930 tahun 1997 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di DK Jakarta.

23, Surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 300/DIPDN/X1/1997

tentang Prosedur Perijinan Pasar Modern

24 Letter of Intent tanggal 15 Januari 1598 vang berist tentang pencabutan

larangan bagi invesior asing (PMA} untuk masuk dalam industn ridel
Indonesia dirmana masuk dalam kriteria negatif investasi.

25. Kep. 'Menperindag No.23/MPP/Kep/1/1998  tentang  Lembaga-
Lezﬁbaga Usaha Perdagangan. -

26. Sural Mendagri No.511.2/834/PUOD tahun 1998 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Dasar dan Pertokoan

27. Kep. Menperindag No.107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.

28. Surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.1735/DIPDN/AV/IS0R
tentang Pershal Izin Usaha Pasar Modern (TUPM)L

29. Kep. Meninvest/BKPM No.11/8K/1998 tentang Penanarman Modal di
bidang Perdapgangan Besar,

30. Kep. Gubernur KDKI1 Jakarta No.50 tahun 1999 tentang Petunijuk
Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di DKI Jakarta.
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31. Keppres RI No.96 tabun 2000 tentang Bidang Usaha Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi

Penanaman Modal.

2.1.3 Fakior-Fakter Yang Wajib Diperhatikan dalam Pembangunan Pasar
Didalum melakukan kepistan usaha perpasaran, terdapat beberapa faktor
yang harus diperhatikan demi terlaksananya iklim usaha yang kondusif. Faktor
_vio'k'asi' iﬁempai(an faktor utama didalam pembangunan pasar. Dimana
pembangunan pasar harus berada di lokasi sesnai dengan peruntukan meénurut
Rencana Tata Ruang Wilayaﬁ Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonaginya. Pembangunan pasar baik pasar
tradisional maupun pasar modern, wajib memperhatikan jarak lokasi pasar
modern” depgan pasar tradisional, toko modern, Usaha Kecil dan Usaba
Menengah yang ada di sekitar wilayah pasar sebagai wujud menghindart
timbulnya persaingan yang tidak sehat (aspek sosial ekonomi). Pembanguran
pasar juga Darus menciptakan suasans nyaman depgan mengedepankan estetika,
kebersihan, sehat, dan aman Demikian diharapkan dapst menimbulkan animo
dari masyarakat sehingga kegiatan perpasaran dapat mencerminkan pertumbuhan
,’ ekonomi. Didalam menentukan lokasinya, pengelola pasar wajib menjamin bahwa
.v kegiatan usahanya tidak akan mengganggu ketertibén dan keamanan urum,
" sesuai dengan azas penataan mang,serta diharapkan mampu meningkatkan nilai
 tambah bagi kescjahteraan masyarakat maupan Dacrah™, Faktor lain yang harus
diperhatikan yaknl mengenai prinsip persamaan, keadilan, serta kemitraan olch
- pasar skala besar atau menengah terhadap masyarakat koperasi atau pengusaha
kecil atau golongaen ekonomi lemedd Artinya baik pasar tradisional, pasar modern
ataupun toko modern masing-masing mempunyal hak untok melakokan usahanya

dan bersama-sama bersaing secara schat. Kemudian, Pengusaha Besar yang

% Pada Perpres No.112 Tahun 2007 tidak dipaparkan secara jelas mengenai definisi

pasar modern. Namun terdapat definisi mengenal pusat perbelanjaan yakni suatu area terteni
yang terdiri dari satu atqu beberapa bangunan yang didirikan secara vertikol maupun horizontal,
yang dijual atau disewakan kepada pelaky usaha atau dikelola sendivi umtuk melokukan keglatan
perdagangan barang. Sementara ity, Pedoman Pengelolaan Fasar yang dikeluarkan oleh Ditjen
Perdagangan Dalam Negen: mengklasifikasikan posat belanja sebagal pasar modern.

" Lihat Direktorat Bina Pasar Dan Distibusi Ditien Perdagangss Dalem Neger!
Departemen Perdagangan, op ciz, hal35.
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membangun pasar modern maupun toko modern wajib melakukan usaha
kemitraan’* dengan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

2.2 Iklim Persaingan Usaha di Indenesia Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nemor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaba Tidak Sehat -

Peraturan mengenai persaingan  usaha s&\belmx:x72 dan sesudah
dlkelua;rkannyaUUNo § tafun 1999, diatur dalam: '

. Pasal 382 bis KUHP yang men}ratakan “Batang stapa mmdapalkan,
melangsungkzm, atau memperluas hasil perdagangaﬁ atay perusahaan
milik sendiri atay orang lain, melskukan perbuatan omang untuk
menyesatkan khalayak umum alau seseorang terfentu, diancam karena
persaingan curang, dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau
denda paling banyak Rp.13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan suatu
kerugian bagi saingannya sendiri atay saingan orang lain”.

2. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Setiap perbuatan yang melanggar
huknm dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian terschut karena kesalahannya uniuk mengganti
kerugian tersebut”,

3. Pasal 7 Undang«Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yang
menyatakan bahwa “Pemerintah melakukan pcngatman, pembinazn dan
pengembangan terhadap industd untuk: (1)..., (2} mengembangkan
persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan vang tidak
huur, {3) mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu
kelompok atan perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan
masvarakaf”,

# Kemitraan adaleh bentuk kecjasamse usaha antara Pengusaba Besar denpan Pengusaha
Kexil dan Menengah dan chmz disertai denpan kegiatan pembinasn dan pengembangan oleh
penguszha besar atas dasar prinsip saling menguntungkan. Kemitraan tersebut difakukan dengan
pola yang sesuai dengun sifat, karakterisiik usaha yang dimitrakan, Dengan demikian akan tercipta
suatu sistem atar mekanisme yang dapat menciptakan praktek usaha yang sehat dan kompetitif.
Ibid., kal 40,
Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia: (U No.5/1999 Tentang
}I;aimngan Prakiek Monopoli don I’ersmngan Usaha Tidak Sehat, (Medan: Pustaka Bangsa, 2008),

al.18-19

72
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4. Pasal 9 ayvat (2) Pengaturan dan Pembinaan bidang usaha industri

dilakukan dengan memperbatikan ....(2) Penciptaan iklim yang sehat bagi
pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara
perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar d.apat dihindarkan
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan
dalam bentuk monopoll yang merugikan masyarakat,

. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khusus

disinggung dalam mengatur peresahaan yang melakukan merger, akuisisi,
dan konsolidasi. Di dalamm Memorn Penjelasan, dikatakan “Untuk
mencegah persaingan vang tidak schat akibat m&;tzampuknya kekuatan
ckonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta seraub rmmungkin
mencegah monopoli dan mionopsoni dalam sepala bentuknya yang
merugikan masyarakat, roaka dalam undang-undang ini diatur puls
persyaratan dan tata cara untuk melakokan penggabungan, peleburan, dan
pengambil alihan perseroan.”

. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
yang menyatakan “(1} Dalam penvelenggaraan telekomunikasi dilarang
melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya prakick dan
monopoli  persaingan usaha tidek schat diantara penyelenggara

telekomunikasi”. Undang-undang ini disahkan enam bulan kemudian®
setelab hadirnya Undang-{ndang Nomor 5 tahun 1999, oleh sebab it -

penting  melakukan  harmonisasi  terhadap undang-undang  veng
bersangkutan. Hal ini tertuang dalam “(2) Larangan schbagaimana
dimaksud pada avat (1) sesuai dengan peraturan pemnda}zg-undangan
yang berlaku™. | |

. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minysk dan
Gas Bumi, didalam Asas dan tujuan terdapat prinsip-peinsip persaingan
usaha yabg menyatakan “Penvelenggarasn kegiatan usaha . berasaskan
keadilan, keseimbangan, pemeratzan, kemakmuran bersama dan
kesejahtersan rakyat banyak...” didukung dengan tujuannya yang meliputi

Jaminan ferciptanya efisiensi dan efektivitas. Peraturan persaingan usaha
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secara schat ditegaskan dalam Pasal 3 hurof b bahwa “.... disclenggarakan
melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”.

8. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tabun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Pemilikan dan
penggunaan Nama Kﬁomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada itkad baik, tidak melanggar prinsipmprinsi_p persaingan
usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.” ‘

Pada dasarnya peraturan mengenat persaingan sudah disinggung dam
ﬁlasing~masiug peraturan lersebut diatas, hanya saja tidak tesdapat ;}mgamzﬁiz
secara khusus dan juga belem terdapat badan pengawas seperti yang distur dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Hal ini menimbulkan kurangnya kesadaran
dan pemahaman rpasyarakat terhadap definisi persaingan yang sehal. Intlah yang
menjadi awal pemicy krisis ekonomi vang disebabkan oleh adanya bentuk-bentuk
perlakuen khusus vang dapat menyebabkan persaingan ussha tidak schat,
perkembangan perusahaan swasta yang bersifat monopoli, dan adanya kebijakao-
kebijgkan pemerintah vang kurang tepat dan menyebabkan posar menjadi
terdistorsi,
Palam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, maka diberlakukanlah
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Adapun asas dan tujuaﬁn.daxi undang-undang
ini antara lain’%: K
1 Mencapai efisiensi ekanomi yang tinggi. Efisiensi akan bisa dibangun melalui
produktivitas, dalam. arli memproduksi suatu barang dengan harga vang
rendah, dengan adanya inovasi dan kreativitas vang artinya orang bisa
bersaing kalau setiap saast dia biss menciptakan produk-produk barn vang
berbeda dengan sebelumnya.

2 Menciptaran foirness atau kelayokan. Apabila 1% daid pelaku usaha
menguasai 60% kekayaan nasional maka disana tidak ada fairnesy. Yang fair
adalah apabila 1% dari pelaka usaha menguasai 1% aset ekonomi, 40%

? Sutrisno Iwantono, “Filosofi dan Latar Belakang Undang-Undang Anti Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Schat” dalam Prosiding Undang-Undang No.5/1999 Dan KPPU., diedit
oleh Emmy Yuhassarie (Jakarta: PPH, 2004), hal.6
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penduduk menguasai 40% dari kekayaan nasional. Oleh karena itu di selurub
dunia asas fairmess ini menjadi asas utama dan tujuan dari penerapan
Undang-Undang Anti Monopoli. __

3 Demokrasi ekonomi, Inti dari demokrasi ekonomi adalah untuk memberikan
hak yang sama bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar, mengakses sumber
daya ekonomi tanpa hambatan-hambatan yang secara arifisial diciptakan

oleh pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi besar memniliki ppien?si untuk-

menciptakan berbagai barrier 10 entry, halangan-halangan masuk bagi pelaku
usaha lain, Begitu ada barrier fo entry maks pelaku hin kehilangan akses
pada kegiatan ekonorni, '

Untuk dapat mengiptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kondusif dan
kompetitif, maka diperlukan efisiensi yang dapat merangsang pelaku usaha untuk
terus memperbaiki produk barang dandatan fasa yang dihasilkannya, dan juga
untuk melakukan inovasi, Hal ini juga memberikan akibat positif pada konsumen,
dimana apabila terdapat produk vang beragam dengan hargs yang berbeda-beda
maka akan memberikan piliban terhadap konsumen dalam  pemenphban
kebutahannya. S8chaliknya, apahila fidim usaha didominasi oleh praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sebat, make akan terjadi inefisiensi dalam
produkiifitas barang dan/ atau Jasa. Dampak negatif juga dapat ferjadi pada pelaku
usaha dengan kemampuan finansia} rendah yang karena kalah bersaing dan tidak
mwampu  bertahan sehingga dapat menjadi lv)anglmxt; Qleh schab Hu untok
menanggulanginya dibentuk peraturan mengenai hukum  persaingan usaha
Pemerintah dalam bal ini hanya sebatas regulator saja, sebab persaingan ussha
pasda dasarnya mengatur antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya.
Namun, demi terciptanva level plaving field antara pelaku usaha dan dalam
tujuannya melindungi yang lemah, maka cukup beralasan apabila negara ikut
campur dalam mengatur persaingan usaha ito dengan berdasarkan pada kekuasasn
negara sebagai pembuat kebijakan atau ketentuan-ketentuan di bidang ekonomi™,

74

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum persaingan Usahba df Indonesia™, {Yakara:
Kencana, 2848}, hal 148,
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22.1 Pripsip-Frinsip Hukam Persaingan Usaha
Definisi persaingan menurut Black’s Law Dictionary,

“Compete is fo contend emmlously; to strive for the position, reward,
profit, goal, etc. for which another is striving or {o contend in rivalry.
‘Competition is a contest between two rivais. The effort of two or more
parties, acting independently 10 secure the business of a third party by the
offer of the most favorable terms; also the relations between differemt
buyers or different sellers which result from this effort. It is the siruggle
between rivals for the same trade at the same time; the act of seeking or

_endeavoring to gain what another is endeavoring to gain at the same time.
The term implies the idea of endeavoring by two or more io obtain the
same object or result”.”

Persaingan dinilai sebagai suatu tindakan antar dua pihak atau lebih yang
berszing dengan melakukan berbagai usaha yang bertujuan untuk memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya, Hakim Robert Bork menilei bahwa persaingan #u
penting karena dapat mendorong masyarakat untuk wenghasilkan output yang
maksimal dengan proses pengolahan sumber daya dalam tujuannya mencari
keuntungan yang lebih besar melalui efisiensi’®. Didalam penerapannya, supaya
tidak terdapat perilaku dari pelaku usaha untuk menghindari atan menghilangkan
teradinya persaingan diantara mercka, maka diperiukan tujnan yang jelas ates
hukum persaingan usaha. Penegasan terhadap tujuan undeng-undang penting
karena akan berpengaruh terhadap ckonomi, atau sistem ekonomi vang akan
berlaku pada negara tersebut’”, Misalya Amerika Serikat yang menyebut hokum

petsaingan sebagal Antitrust Law dan Uni Eropa - dengan Competition Law

" Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Defenidon of the Terms and Phrases
of American and English Jurisprudence, Awcient and Modern, (StPaul Minnesota: West
Pi]blishin% Co., 1990}, pg.194.

Robert Bork and Ward 8. Bowman, The Crisis in Antitrust, Columbia Law Review,
Vol.65, 1965, pg. 363-365, dikatakan “Why should we want to preserve competition anyway? The
answer {5 simply that competition provides society with the maximum outpul that can be achieved
at any given time with the resources o3 Uy command Under a competitive regime, praductive
resources moves io that employment, where the value of ity marginal product, and hence the
return paid {0 ¥, Is greatest. Qutpd Iy maximized because there is no possible rearrangement of
resgurces that contd increase the valge 1 consumers of total vutput. competition is desirabls,
thergfore, because it wssists in achieving prosperous society and permits individual consumers fo
determine by their actions what goods and services they wamt most ™

™ Lihat Robert H. Bork, The Antitrust Paradox, A Policy at War with Iiself, (New York:
Basic Books Inc, 1978), pg. 15-19, sebagaimana dikutip dalam Mingrom Natasya Sirait, Indonesia
Dalam Menghadapt Persaingan Internasional {dalam Pidato Pengukuban Jabatan Guru Besar
Tetap dalam Bidang Hmue Hokem Internasionsl}, {Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hal.
15,
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merumuskan tujuan dari Zcebgakan hukum persaingan vang serupa yaitu efisiensi
dan kesejahteraan umum’®
Undang-Undang Nomaz S tahun 1999 menegaskan tujuan yang hendak

dicapai berupa kesejahteraan konsumen dan efisiensi” (maximation of consumer

welfare and efficiency), fairness, dan apabila ketiga tnsur tersebut dapat berjalan

seimbang maka akan tercipta persaingan usahs yang sehat. Undang-undang ini
joga mengikms&rtakan tujuan kKhusus lainnya yang berupa perlindungan terhadap
usaha kecil dan menengah atau tidak mendom;:zg zmadlnya konsentrasi kekuatan
ckonomi secara berlebiban di tangan beberapa pelaku pasar saje, menghilangkan
peraturan pemerintah vang tidak efisien serta memberikan kesempatan yang sama
untuk bersaing dan masuk pasac™,

Adanya persaingan akan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi®’, dan
memberikan berbagai keuntungan berupa hargs lebih murah, produk yang

** Efienst ini diperkenalkan oleh mazab Chicago yang membatasi tujuan dari kebifakan
persaingan hanya pada efisienst ekosomi karesa sdapys percchasgn-percabaan terhiadep berbagai
tujuan haoys skan membutubkas pesgadilan-pengadilan watek menyeimbangkan antar satu tujuan
dengan tufuan iainoya. Dissmping it efistensi ekonomi yang dilakukan dengan seimbang diyakini
akan menimbuikan twjuan Inineya berupa muksimalisesi kescjahierasn wmupm, termasek
didalamnya kesejabteraan konsumen. Lihat Stephen F. Ross, Priciples of Aniitrust Law, (New
York: The Foundation Press, 1993), p.2-$ dan Claus Dister Bhlermann & Laraine L. Laudati, ed.,
Eyropean Competitivn Low Annual [$87. Objective of Competition Policy, {Oxford: Hart
Publishing, 1998), pe.33, dikatakan bahwa "Mr. Schaub (as Direcior General fer Comparition of
the European Commision in Brussel) considers that compelition is ‘an instrument or infermediate
objective 1o achieve economic prosperily and empioyment.. Competition ... forees companies to run
a tight ship, to odiust 1o changes, and 16 innovate. 71 thereby benefils the consumér and promotes
the welfare of the society in general This is why we protect competition, in Ewrgpe and abroad
Thu, he believes czmpemmn is voiuable besause Wt leads to effetency, whick in turir comtributes 1o
ecoromic dzvelo;mzeﬁz.

Libat Ermun Radjagukguk, “Latar Belakang Filosofi Usdang-Undang Antl Moncpoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dalam Prosiding Um’w:g«»{}mfang No.5/199¢ Dow KPPU.,

diedit ai&h Ewmmy Yuhassarie (Jakarta: PPH, 2004}, hal.14.22.
** Ningrum Natasys Sirait, 7bid,

 Pada meo-classical economy theory terdapat liga jenis tipe efisiensi yang mendasar
yaity Allocative ¢ffiviency, Productive effeiciency, dan Dynamic efficiency. Dikatakan bahiwa
“Allocalive is achieved under perfect competition because the producer, assuming he is acting
rationally and hes a desire to maximise His profits, will expand his production for as long as it is
privawly profiteble 1o de s0. As long as ke can earn more By producing ome extra unif of
whateverhe produces than it cost 1o make i, he will presumably do so. Only whew the cost of @
Jurther unit (the marginal costj exceeds the price he would obtain for it (the marginal revene)
will ke cease to expand production. this means that allocative efficiency iy achieved, as consumers
can obrain the amounts of goods or services they require ai the price they are prepared fo pay”.
Allocative efficiency can increasing welfure. “Productive efficiency is achieved because a
producer is unable 1o sell above cost and he will rot of course sell below i, or is achieved where
products are produced at the minimum possible total cost with aveilable technology., Productive
efficiency involves both an optimal wrix of cost minimising inputs (techrical efficiency) and
maximum effor! to enswre cost-minimisation (behevioural efficiency or X-efficiency). An
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dihasilkan lebih berkualitas, banyaknya piliban, dan akan menimbulkan efisiensi
yang lebih besar daripada apabila berada pada kondisi dibawah monopoli.

Efisiensi yang dimaksud sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan
mengeluarkan biays yang sedikit diharapkan memperoleh keuzzmﬁgan yang
sebesar-besarnya. FEfisiensi erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya.
Artinya dengan adanya persaingan, maka pelaku usaha akan menggunakan
sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan sebaik-baiknva unink
mendapatkan output yang maksimal. Dimana persaingan antar pelaku usaha akan -
mendorong kegiatan ckonomi scefisien mungkin séhingga pelaku usaha akan
berosaha untuk menjual barang atan jasa dengan harga vang relatif murah.
Disamping itu untuk mendapatkan animo dari konsumen maka pelaku usaha akan
meningkatkan kualitas dan mendorong terjadinya inowast. Adapun untuk
mendapatkan harga yang mursh dengan kualitas yang baik, maks pelaku usaha
perlu melakukan ofisicnsi terbadap penggunaan mesin dan sumber alam vang
berupa bahar-bahan mentah serta bahan lainnya vang dipergunakan univk
memprodukst suatu oxfpur. Sehinpga apabila terdapat persaingan antar dua pelaku
usaha atau lebth vang saling bersaing untuk dapat mengidentifikasikan kebutuban
konsumen, dan dapat memproduksi harga yang readah serta melakukan inovasi
dengan mempergunakan sumber daya secara produktif dan konsumen mendapat
apa yang dibutuhkannya, artinya efisiensi telah bef!aku“z. Akihainya pengeluaran
konsurnen terhadap suatu produk menjadi efisien, dan pendag;atan konsumen
menjadi lebih tinggi notuk kemudian dapat dipergunakan untuk kepentingan lain,
misalnya investasi stau tsbungan. Dengan demikian dapat meninpgkatkan
_periumbuhan ekonomi dan kekayaan yang lebih besar bagi negara. _

Efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
berupa ‘efisiensi dalam kegismtan wsaha® dan ‘efisiensi ¢konomi nasional”.

improvement in productive efficiency will reduce production costs and shift the dupply function,
thereby increasing the “totel sweplus’™. “Dynamic efficiency ensures that firms continuaily
innovate ond develipe better technologies to reduce costs aver time. An improvement in dynamic
efficiency boosis the rate of innovation and accelerates the rate of realisution of productive
efficiency gains over time™. Lihat Martyn Taylor, International Competition Law: A New
Dimention for the WFO?, {New York: Cambridge University Press, 2006), pg.12-13 dan Richard
Whish, Competition Law, (Mew York: Oxford University Pers, 2009}, pg. 4-5.

% Lihat Erman Radisgukgek, “Latar Belakeng Filosofi Undang-Undang Anti Monopoli
dan Persaingan Ussha Tidak Sehat™ dslam Prasiding Undong-Tindang No 51999 Dan KPPU.,
diedit oleh Emmy Yolmssarie Jakarte: PPH, 2004), hal 14-22,
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Efisiensi dalam kegiatan usaha ditujukan bagi para produsen, didalam Istilah
ekonomi dikenal sebagal productive efficiency. Artinya efisienst bagi perusahaan
dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusabaan dikatakan efisien
apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut
dilakukan dengan biaya yang serendab-rendahnya karena dapat menggunakan
" sumber daya yang sekecil mungkin Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi
ekonomi nasional ditujukan bagl masyarakal konsumen yazzg dikenal éengan
istilah allocative efficiency’™. Disini masyarakat\ kamn dikatakan efisien
apabila para produsen dapat membuat barang-barang vang dibutuhkan oleh
konsumen dan menjualnya pada harga yeng disetujui oleh para konsumen itu®,

Allocative efficiency binsanya terjadi pada persaingan  sempurna,
Sebaliknya apabila terdapat perusshasn yang memiliki ckonomi yang kust dan
memberiakukan kenaikan harga untuk memperoleh keuntungsan monopoli, maka
akan terdapat ketidakefisienan produk yang dibebankan pada konsumen. Dengan
demikian penetapan harga monoepoli bertentangan dengan tujuan ekonomi dalam
mewujudkan allecative efficiency {(menghasilkan  selumlsh  berzng  vang
diinginkan dengan mempergunakan sumber daya yang terbatas). Parg ahii
Chicago school menpgunakan teori mikroekonomi untuk menjelaskan gllocative
‘efficiency yang mendorong perilaku bisnis untuk menurunkan biaya produksi.
~ Misalnya _derigan melakukan kontrak bisnis dengan pelaku usaha lain atau

~ aktivitas ekonomi vang terintegrési didalam satu perusahaan, bergantung pada

praktik yang paling efisien seperti kegiatan produksi, distribusi, maupun
pemasaran barang dan jasa™.

Pada akhimnys aHlocative efficiency akan memenuhi tujuan  yang
selamjutaya  dikatakan maximation of consumer welfareg atau kesejahteraan
konsumen. Consumer welfare yang dimaksud,

“Consumer welfare refers to the individual henegfits derived from the
consumption of goods and services. In theory, individual welfare is defined

©  Sutan Remy Sjahdeni,” Latar Belakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan
Moaopoli, * Hukswm Bisnis, Vol19 (Mei-Juni 2002): 3-9.

¥ Fmest Gelthorn and William EXovacic, Antitrust and Economic in a Nutshel!, Fourth
edition, (St Panl Minn: West Publishing Company, 1994}, pg.42; Baca juga Robert Cooter &
Thomas Ulen, Law and Econamics, Hapers Colling Pablishers, 1988, pz.17-18 dalam Sutan Remy
Sjahdem, op.cif., hal .2,

B Stephen ¥. Ross, op.cit, pgd,
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by an individual’s own assessment of hisiher satisfaction, given price and
income Exact measurement of consumer welfare therefore reguires
information abowt individual preferences. In practice, applied welfure
economics uses the notien of conswmer surplus to measure consumer
welfare. When measured over all consumers, consumers’ surplus is a
measure of aggregate consumer welfare. In anti-trust applications, some
argue ithat the geal Is to maximize consumers’ swurplus, while others argue
that producer benefits should also be counted **”

Tahapan maximilation of consumer welfure disini tidak  sefalu

memaksimalkan the majority of consumers. Ariinya zda perbedaan antara
keselahteraan konsumen dengan kesejahteraan the majority of corsumers. Dimana
pada kesejahteraan konsumen, dazﬁéaimya adalah hilangnya dea;ffzsxaz’ghf loss®
atau hilangnya transfers of wealth (peralihan kesejahfersan) dari konsumen
kepada pengussha Sedangkan pada kesejehteraan the majority of consumers,
febvh melihat pada kesejahteraan sosial yang memperhatikan pada harga dan
pasar®’.

Keseiahteraan dalam konsep anritrust meropakan kesejahteraan konsumen.
Hal ini berbeda dengan konsep pada Undang-Undaug Nemor 5 tahun 1999
dirmana sistem skonomi yang berlaku selama ini bersifat sosial dan kerakyatan. Ini
dikarenakan Undang-Undang Nomor § tabon 1999 berdasarkan ekonomi
kerakyatan yang -berturmpu pada usaha kecil menengah (UKM) dan koperssi,
sebagaimana dapat dilihat dalam pengecualian Undang-Undang Nomor 5 tahun
1999. Di Amerika terhadap usaha kecil fidak dikecualikan pada Antitrust Law®.
Pentingnya usaha kecil dan kapérasi didalem pembangunan nasional seislan
dengan pemikiran Thomas Jefferson yang meyakin pentingnya melestarikan

*  Organisation For Economic Co-Operation and Development, “Glossary of Indnstrial
Organisation Ecomomics sed Competition Law” |, <hitp/fwww. oecd orp/datapecd/B/6 /23 TA0ORY,
pdf>, dizkses pade 23 Jund 2489,

¥ Deadweight loss yaitu ketidakefisicnan, yang diperoleh dengan mengukur biaya yang
dibobankan pada konsumen sebagai skibat dari pembatasan owfput. Dimana kekvalan pasar dapat
menimbulkan kekuatan antuk membatast cutput schingga harga menjadi naik, bal ini secara tidak
langsung akan menghambal masvknys pesaing pada pasar bersangkutan. Diporoleh dari Ditha
Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar”, (Bahan mengajar mata Ruliah Hukum
Persaingan Usahg, 20083,

® Lihet Stephen ¥. Ross, op.eit, pgd dan Syamsui Maarif , “Diskasi Stedi Kasus
Persaingan Usaha” dalam Prosiding Undang-Undang No 5/1998 Ban KPPU., diedit oleh Emmy
Yuhassarie {Jakarta: PPH, 20043, hal, 156,

* Hikmahanto Juwana, “Hal-Hal yang Dikecustikan dari UU Ne.5/1999 dan Pengertian
vang Tercakup dalam Pasal 33 Ayat {2) ULID 1945 dalum Prosiding Urdang-Undang No 571988
Dan KPPU., diedit oleh Bmmy Yuhassaric (fakarta: PPH, 2004), hai 35,
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bangsa melalui petani-petani mandiri dan pengusaha, bukan dari karyawan. Hal
ini dikarenakan pengusaha-pengusaha mandiri akan dapat membuat masyarakat
iebih baik, dapat berkomitmen dalam menanggapi demokrasi, dan akan terus
meianjazkaﬁ keberadaannya mei;kipuﬁ terdapat rencana dari Alexander Hamilton
untuk raengindustrialisasikan perckonomian yang ditafsirkan  akan “dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan®™,

' Adanya unsur kepentmgan umum_ atau kerakyatan didalam Undang-
Undang Nomeor 5 tahun 1999 mengakzbazkan didalam menciptakan keadilan dan
persaingan usaha yang sehat, Undang-{Jndang Nomor 5 tahun 1999 tidak hg:zya
melakukan pendekatan ekonomi ﬁfaitu efisiensi, tetapt juga melakukan pendekataﬁ
hukum berupa keadilan, Disinilah pentingnya peran campur tangan publik dan
institusiona! (pemerintah} wnink memperbaiki dan meningkatkan kinerja
perkonomian. Mamun peran pemerintah sehatas pengawas dan regulator saja,
sebab ekonomi yang terialu diatur oleh pemerintah dikhawatirkan skan membatasi
persainganm. Misalnya reguiasi yang meagator tentang dehaviour dan markel
structure dengan tuyjuan agsr perusahaan vang memiliki kekustan pasar itidak
berperilaku atau menggunakan kemampuannya aptuk memperluas kekoatan
pasarnya dengan melakukan hambatan terhadap pesaing fain. Gabungan antara
regulasi behaviour dan structure akan mengatur: '

a. Penggimaan kekuatar pasar secara individu;

b. Terkait tingkah laku peserta pasar, kenudian. meng&iw PERZLUNAIT
dan alouisisi atas pengumpulan kekuatan pasar;

¢. Penggabungan dalam pESerta pm sehingga mereka mengatur akuisisi
struktural kekuatan pasar’”

2.2.2 Mekanisme Pasar dalam Hukum Persaingan Usaha

Latar belakang pasar tidak luput dari perkembangan perdagangan yang
diawali dengan adanysa barter, kemudian berkembang melalui pertukaran barang
menggonakan alat tukar vang disepakati yaito vang, kingga akhirnya dikenal
pertukaran lain yang penjual dan pembelinya tidak secars langsung dapat melihat

% Stephen ¥. Ross, ap.cit, pg7.
# ngrum Nutasya Siralt, op.oit, hal. 20,
# Martyn Taylor, op.cit. 16,
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barang vang dibelinya, misalnya saham. Segala jenis pertukaran diatas dapat
dikatakan sebagai tfransaksi perdagangan, sementara tempat untuk melakukan
transaksi disebut sebagai pasar. Disini dapat disimpulkan didalam mekanisme
pasar terdapat dua peran penting yartu pembeli dan penjual. Di dalam pasar yang
terdapat banyak penjual dan pembeli atau biass dikena! dengan sebutan pasar
persaingan sempurna, penentuan harga saling berkaitan antara transaksi yang satu
dengan transaksi lainnya. Penyesuaian ini merupakan upaya dari penyeimbangan
sehingga pasar dapat dijadikan tempat untuk memutuskan sebér_a’pa nilai barang
atau jasa diletakan®. ' g )

Pada pasar persaingan SeHIDUITA, masing—rriésing penjual akan bersaing
untuk memproduksi barang dengan kualitas terbaik dan menentukan harga
terendah sesuai prinsip efisiensi. Hal ini dilakukan penjual untuk menarik
perhatian konsumen agar berbelanja di fempatnya, di lain sisi harga berperan
penting hagl konsamen ketika hendak membeli barang. Dimana harga berkaitan
erat dengan kegunaan barang, oleh karemanya konsumen harus mempertim-
hangkan antara kegunaan barang denpan harga vang perfu dibayar®™. Pasar
dikatekan efisien apabila harga dari barang dan/atau jasa dapat mendatangkan
permintagn sebanyak apa vang ditawarkan.

Seiring dengan adanya perkembangan jeman, dikenal adanya sistem
ekonomi pasar alau sistem ekonomi terbuka dimana produksi dan distribusi
barang dan jasa berlangsung melali mekanisme pasar bebas. Di dalam sistem |
ekonomi ini, pelaku usaha dan konsumen dibeti kébebasan untuk menentukan apa
vang akan -dibeli, berapa yang akan diprodoksi, dan bagaimenz mereka
mengalokasikan sumber dayanya tanpa adanya campur tangan dari pemerinish®,
Disini mekanisme pasar ditandal dengan sistem harga dan pasar. Pasar sebagai
mekanisme dimana pemnbeli dan penjual suatu barang mengadakan interaksi untuk
menenfukan barga dan kuantitasnya. Sementara harga vang dimaksud ditujukan
sebagai penyeimbang dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar bebas disini
berjalan dengan sendirinya tenpa adanya svatu komando, dan bukan hanya

B Budi Winarno, FPertarungan Negara vs Pasar, (Jakarta: MedPress, 2009}, hal 44-45.
# Knud Hanszen, of o, Low Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and
Unfair Business Competition, {Iakarta: Katalis 2002}, hal 95.
* Winarno, ap.cir, hal 46,
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menigkatkan kesejahteraan secara materiil saja melainkan mekanisme pasar disini
dapat membantu terciptanya keamanan dan kerukunan antar bangsa-bangsa serta
memacy persaingan domestik™. Pendapat ini dipertegas dengan adanya pendapat
lain mengenal persaingan bebas menurut fancois Quesnay’’,

“persaingan bebas yang terjadi sebagai hasil interaksi antara kekuatan
penawaran dan permintaan dalam sustu pasar akan menghasilkan harga
yang terbaik dan masyarakat akan memperoleh manfaat apablla individu
dibiarkan memenuhi kehendak: pnbadmya”

Lebih lanjut, pendapat dari Adam Smith juga mempertegas bahwa
' anggapan sis;wm ekonomi terbuka adalah vang paling benar dan meﬁyara}}km
urusan ekonomi sepenubmya psda mekanisme pasar. Menurutnya tanpa periu
campur tangan pemerintah sekecil apapun karepa adanya tangan yang tidak
kelihatan vang dengan sendirinya akan mengkoreksi apabila terdapat distorsi.
Adaro Smith mengatakan,

.. By preferring the support of domestic to that af foreign industry, he
imends only s own security; and by directing that indusiry in such a
manner as its produce may be of the greatest vaiue, he intends only his
own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisble hond
to promote and which was no part of his intention....””

Pada umumnya mekanime pasar merupakan sistem yang cukup efisien

‘dalam mengal&kasikan faktor-fakior produksi dan memajukan perekonomian. Hal
ini dipertegas oleh para abli . yang mengkaitkan keberhasilen permm%sahm
ekonomi, peningkatan pendapatan serfa kemakmuran sualn pegara, mempunyai
korelasi dengan kebebasan ekonomi. Scbegaimana negara-negara yang menganut
kebebasan ekonomi ternyata mampu meningkatkan pendapatan individu serta
 stander hidup masyarakat menjadi lebili baik. Kebebasan ckonomi disini
mengharapkan agar pasar bersaing secara sehat kerena pasar dalam bentuk ituiah

% Pendapat ini diperkuat oleh Milton Friedman dan Rose Friedman yang melukiskan
cara ketje kekuatan pasar yang begitu kompleks. Likat Milton Friedman dan Rose Friedman, Free
io Choose, (London: Seeker &Warbueg, 1980), pp.13 dan 39 dalam Thrahim, gp.cit., hal 85.

" Harry Landreth dan David C.Colander, Histery of Economic Thought, Third Edition,
(Boston: Heughton Mifflin Company, 1994}, pg.55.

" Adam Smilh, 4n Enguiry inte the Nature and Causes of the Wealth of Nations, (New
York: Modem Library, 1973), pag.423 dalam Harry Landreth dan David C . Oolander, 154, pag 71-
72 dalam Johnwy thrabim, Hukem Persaingon Usaha: Filosofi, Teori, dan  Implikasi
Peneropannya di Indonesio, {(Malang: Ravomedia 2007), hal 83-84
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yang akan menghasilkan penggunaan efisiensi dari alokasi berbagai sumber yang
ada®.

" Meskipun mekanisme pasar fanpa campur fangan pemerintah diyakini
dapat mengalokastkan fakior produksi dengan efisiens, namun kenyatasnnya tidak
sermua mekanisme pasar berdampak positif. Pasar yang terlalu bebas dapat
mengakibatkan pemusatan kekuatan pada suatu kelompok tertentu (monopolij dan

- bal ini akan menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat karena

sebagaimana ditegaskan oleh pendapat Samuel dan Not@hauszaa, pada dasamya

pasar tidak perﬁah mermpersoalkan apakah distribusi yeng dihasilkan ftu adil atan
tidak secara sosial. Apabila mekanisme pasar terus berlangsung sementara campur -
fangan pemerintah serakin termarginalkan, tnaka hal tersebut dapat menimbulkan
kesenjangan sosial dimana yang kaya akan semakin kaya, sebaliknya yang miskin
akan semakin miskin.

Dengan latar belakang diatas, maka sebatknya mekanisme dalam pasar
bebas berjalan dengan diiringi campur tangan pemerintah, Meskipun pada
dasarnya persaingan mengatur antara pelaku usaha dengan pelako usaba, samun
peran negara disini sebagai regulator dan pengawas supaya terciptanya fevel
plaving fleld antar pelaku usaha serta melindungi pihak vang lemah. Campur
tangan pemerintah scbagai pembuat kebijakan atau ketentuan-ketentuan di bidang
gka»—ne;ni pada zkhirnva berfujuan ootk menjega agar perekonomian dapat
tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil'®",

' Pengerfian pasar mepurut Pasal 1 Angka 9 Un&aﬁg-Undang Nomor 5
tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara
Jangsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi barang dan/atan jasa.
Pasar- memiliki peran penting dalam  persaingan usaha. Dewmikian untuk
menganalisis persaingan dalarn pasar yang heas akan sangat sulit, dan oleh karena
itu segala bentuk perhitungan, penilaian dan keputusan mengenai imphkasi

* Likat Normin 8. Pakpaban, Tutanen Hukum Ekonomi Pasar: Stuatu Pendekaton
Pemboharvan Hukum untuk Pengembuanpen “Rule-Based Economy” dalam: Perehonomian
Indonesia Menyongsong Abad XX1, disunding oleh Sularso Sopater dkk, (Jakarte: Pusatska Sinar
Harapan, 1998), hal 160-161 dalam fbrakim, op.cif, bal $6.

% paal A Samuelson dan William D). Nordhaus, Microeconomics, Fourteenth Edition,
MceGraw-Hill inc. Edisi Indonesia, Mikroekonomi, alih bahasa: Hads Munandar dkk, (Jakarta:
Erfangga, 1980}, hal 53.

19! Lihat Hermansyah, op.cit., hal.148 dan ibrahim, op.cit., hal 90.
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persaingan atas segala perilaku bergantung pada wkuran dan bentuk dari pasar
bersanpkutan (relevant marker). Relevant muarket disini artinya pasar dimana
persaingan berlangsung vang arfinya bukan hanya merupekan arene dimana
kegiatan ckonomi sekaligus persaingan berlangsung, melainkan juga menjadi
salah satu kriteria untuk mengukur tingkat persaingan’*”.

Pembahasan pasar dalam hukum persaingan usaha akan selalu
berhubungan dengan pasar bersangkutan, struktur pasar, pangsa pasar, perilaku
pasélr, dan harga pasar ‘Pasar Bérsang,kutan menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-
Undang No.5 tahun 1999 yaite pasar yang berkailan dengan jangkavan atau
duerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dmﬁ:itéu jasa yéng sama
sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Dari pengertian tersebut
didapat doa komponen rmendasar dalam pasar bersangkutan yaitu pasar produk
atan pasar faktual dan pasar geografik. Istilah *..barang danfatau jasa yang sama”
atau “sejenis” menunjukkan pengertian vaog lebih sempit dan memunjuk pada
pasar bersangkutan secars faktual Pada desarnya pasar produk mendeskripsikan
mengenal barang atau jasa yang dipecjual belikan, Sedangkan pasar geografik
mendeskripsikan mengenal lokasi produsen atau penjual produk. Pasar produk
didefinisikan sebagai berikut'”;

A product or group of products end a geogrqp?zie area in which it is sold

such that & hypothicdl, profit-maximizing firm that was the only one selier

of those products in that area could raise prices by a small bui, significant

and non-iransitory amount above prevailing levels.
Singkatnya peogertian diatas menunjukan sejauh mana barang atan jasa pada
pasar bersangkutan dapat disubstitusikan dengan barang atau jasa lain. Pada
Undang Undang No.5 tahun 1999 (dak dijelsskan sscara tegas mengenai
identifikasi, pihak yang mencntukén, dan ukuran apakah suatn barang atau jasa
dikatakan dapat disubstitusikan dengan barang atan jasa lain. Oleh sebab itu untuk
melakokan analisa lebih dalam mengenal pasar produk diperkukan tiga elemen

yaknt kenaikan harga, reaksi dari pembeli, dan prinsip pasar terkecil.

" Sih Yolisna Wahyuningtyss, Urgensi Pengaturan Pasar Bersonghulan (Relevent
Market) Dalam FHukum Persaingan Usaha &f Indonesia.  Hokum Bisniz, Vol24 No.2, 2005,
hal. 22,

' The World Bank and OECD, 4 Framework For The Design and Tmplememation of
Competition Luw and Policy, United States of Americs, 1999, pp.il.
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Pertama, hipotesis kenaikan harga harus memiliki akibat terhadap produk
di wilayah pasar tertentu, dimana kenaikan harga tersebut dilakukan pada saat
harga produk substitusinya stabil. Kenaikan harga bukan diﬁebabkan sebagai
akibat dari inflasi. Jangka waktu kenaikan harga tidak bersifat sementara, hal ini
disebabkan oleh perilaku konsumen yang kurang dapat -beradaptasi terhadap
perubahan hargzi pada produk yang sama terutama apabila kenaikan harga tersebut
dinilai cukup tinggi/ merugikan. Oleh sebab itu, kenaikan harga dilakukan sedikit

demi sedikit namun dalam jumnlah yang SIgmﬁkan Dengan demikian,

diasumsikan pembeli akan dengan ‘mudah beradaptasi terhadap kenaikan harga

yang tidak memberatkan'®*

Hipotesis kenaikan harga dikenal dengan teort “small but significant”.
Kenaikan harga yang kecil dapat menyebabkan reaksi pembeli untuk melakukan
perubahan dengan beralih pada barang substitusi terdekat. Sementara kenaikan
harga yang tinggi hanya akan semakin menimbulkan jarak terhadap barang
substitusi. Sehingga pengertian “smalil but significant” menunjukkan pentingnya
kenaikan harga yang cukup signifikan karena tujuannya untuk menimbulkan
reaksi pembeli terhadap barang substitusi. Kenaikan tidak boleh terlalu besar, dan
juga tidak boleh terlalu kecil. Apabila kepaikan harga terlalu kecil, tidak terdapat
reaksi pembeli. Misal di negara Amerika Serikat dan Kanada sebagian perusahaan
memberlakukan kenaikan harga 5% dari harga produk

Kedua, reaksi pembeli. Tidak semua pembeli mau bera]jh-_k'e barang
substitusi, dan hanya beberapa dari pembeli yang berperilaku sesﬁa.i hipotesis
kenaikan harga small but significant. Hal ini disebabkan karena adanya unsur citra
yang tidak dimiliki oleh produk lainnya, schingga pembeli akan terus membeli
produk tersebut meskipun kenaikan harga cukup tinggi. Untuk menunjukan
seberapa banyak pembeli yang berperilaku sesuai dengan hipotesis kenaikan harga
dapat diketahui melalui uji elasitas yang terdiri atas'®:

1. Demand elasticity yakni mengukur tingkat respon konsumen terhadap
perubahan harga. Semakin elastis, semakin rendah kekuatan penentuan
harga oleh pemasok. Semakin banyaknya pilihan akan meningkatkan

"% Ibid
' Lihat Sih Yuliana Wahyuningtyas, op.cit, hal.26-27 dan The World Bank and OECD,
loc.cit.
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glasitas permimaan. Uil elasitas ini dapat diketahui dengan melihat
persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan perséntase
- perubahan harga praduk. _

2. Cross-elasticity of demand {(CED), punanys untuk mengukur
perubahan dalam permintaan untuk produk lain sebagai respon dari
kenaikan harga Semukin besar zingkat cross-slastisitas, semakin kuat
substitusi bagi pex;ggunanya o _

3. Supply elasticity, untuk meﬁgukur respon pemasok terhadap perubaiaan
harga. Semzkin elastis, semakin rendah kekuatan penentuan harga oleh
;yezéasak. Jika harga yang lebih finggi menimbulkan sejumlah besar
pasckan dari pemasok lain, kekuatan penemtuan harga menjadi
terbatas.

Ketiga, prinsip pasar terkecil. Hipotesis pasar terkecil atan the smallest
= market, artinya di dalam suatu pasar terdapat suatu produk yang dibasilkan oleh
+ satu dari perusahaan-perusahaan vang kegiatan usahanya dapat semakin melnas
hanva sclama terdapat barang substitusi terdekat yang dapat ditestukan. Tujuan

-:-hipotesis ini agar tidak menciptakan pasar dengan produk yang terlalu beragam
*dan sulit untuk digunaken schingga dapat menimbulkan struktur pasas- yang
mﬁymnarlcan pengaturan mengenai antipersaingan'™ ‘

Elemen lainnya dalam pasar bersapgkutan adalah pasar geoprafis. Menumt
definisi Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.5 tahun 1999, pasar bersangkutan
dari segi geografis adalah jangkeusn atau daerah pemasarap tertentu'”. The
geographic market is defined by buyers’ views of the substitutability of products
made or sold at various locations’™, Artinya pada pasar geografik, reaksi pembeli
juga dibutuhkan. Sebagai contoh, apabila pembeli membeli produk di lokasi suate
pasar tertentu dan karens suatu hal {misal kenaikan herga) menyebabkan pembel
harus beralih untuk membel produk yang sama di lokasi pasar yang berbeda.
Oleh sebab itu, kedua pasar tersebut dianggap sebagai wilayah geografik yang
sama. Namun, jika tidak meka kedva pasar ftu dianggap bukan berada pada

"% The World Bauk and OECD, epcit, pg.i L.
7 Knod Hansen, ep.cit., hal. 100,
" The World Bank and OECD, foc.cit
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geografik yang sama. Blasanya ukuran pasar geografik dibatasi oleh biaya
transportasi, waktu transportasi, tacif, dan pengaturan. Migalnya hasil produk
- dengan citra yang baik dan mesin benilai jual tinggi akan dapat dengan mudah
“diangkut pada suatn Iokasi pamun, belum tento dapat dijnal pada pembeli yang
bertempat tinggal di lokasi yang lebih jauh. Hal ini dikarenakan adanya kemaikan

harga yang disebsbkan oleh biaya transportasi, contohnya harga barang i

Sudirman akan berbeda dengan harga barang di Depok karena adanya ‘biaya
layanan pengangkutan, biaya untuk mendatangkan tenaga ahli, atau biaya uniuk

pemeliharaan barang-barang spare parts dari lokasi yang berbeda. Penganglutan

bam’:;g VAnE mudah rapub juga dapat menyebabkan pembatusan dalam pasar
geograiik.

Pasar ditinjau darl strukiurnya dibagi menjadi'™:

1. Pasar persazingan sempurna yaifu pasar yang terdapat banyak penjual
dan pembeli, dimana pepjual mensawarksn barang yang sejenis
(hiomogen). Karenz barang vang ditawarkan relatif sejenis, maka
penjual tidak dapat bertindak sebagal price maker, melainkan hanya
sebagal price taker. Ariinya penjual tidak dapat menentukan ateu
mengubah harga pasar. Penjual dan pembeli didalam pasar persaingan
sempusna masing-masing memiliki informasi yang sama mengenai
ckonomi dan teknologi atas produk yang ditawarkan, sehingga peran

~ pradusen untuk menaikan harga cukup sulit,

2. Monopoli dan monopsoni. Monopoii yaitu suatu pasar yang banya
terdapat satu pemjual sehingga penjual dapat menguasai  dan
menentukan sendirl harga beserta prediksi keuntungan yang hendak

 dicapai dalam memesarkan dan menjual produknya. Sedangkan
monopsoni adalah suatu pasar dimana didalamnya hanya terdapat satu
pernbeli.

3. Duopoli yaitu bentuk pasar dimana terdapat dua penjual vang
menguasai suaty pasar,

4, Oligepoli dan oligopsoni adalabh suatu pasar dimana didalamnya
terdapat banyak penjual dan pernbeli. Masing-masing penjual memiliki

®? Iwantono, op.cit, hal.6-7.
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kekuatan pasar sehingga dapet saling bersaing atar melakukan kolusi
diantara mereka. ’

W vaitu struktur pasar dimane terdapat sejumlah besar

5. Polipoli
pesaing, yang tidak satu pun sanggup menguasai pasar bersanghkutan.

Pada bentuk pasar ini dapat inenciptakan situasi persaingan sempurna.

22.3 Hamibatan dalam Meningkatkan Iklim Persaingan Usaba yang Sehat '

Seiring perkembangan ekonomi dalam persaingan usaha, timbul
hambatan-harbatan yang berasal dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan kebijakan
ekonbminya, dan dari pelaku usaha swasta yéng Bémpaya menghindari persaingan
melalui  berbagai  strategi. Hambatan yang berasal deri pemerintah dan
kebijakannya, misainya''':

a. Pemberian soubsidi atau bantuan dari pemerintah yang menyebabkan
distorsi persaingan. Kemungkinan terganggunya persaingan akibat
pemberian subsidi pemerintah kepada svatu perusshaan, misalnya
karena alasan kebijakan indostri, bersifat begitu serus schingga
sehagai bagian deri kebiiskan persaingan, Uni Eropa melaksanukan
monitoring subsidi, dan menngaskan Direktorat Jendral Persaingan

untuk pelaksanaan montoring tersebut.

_ ._b. Pelanggaran terhadap syarat menjaga pasar tetap terbuka demgan -

 melaksanakan kebijakan perdagangan.yang melindungi pasar domestik
dari impor, misalnya melalui kebijekan bea cukai atau kebijaken anti
dumping.

c. Pelanggaran terhadap suatu kebijakan monéter berorientasi stabilitas.
Kalau rasio uang/ barang mengalami gangguan berarti oleh sunatu
“kebijakan uvang mndab”, dengan kata lain melalui peningkatan
volume uang beredar, maka kebijakan ini akan menghasilkan distorsi-
distorst dan pada bebersps kasus menyebabkan keruntuhan total
mekanisme persaingan.

Y Wahyuningtyas, op.eit., hal 26.
MU Hansen, opeit, hal 1L
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d. Persaingan juga dapat mengalami distorsi akibat kebijakan fipaosial,
misaloya melalui kemudahan pajak bagi perusahaan besar atau melalui
kebijakan fiskal yang menghambat perusahaan-perusabaan baru,

Sedangkan hambatan-hambatan didalam persamgan yang diciptakan oleh .

pelaku usaha mempunyai hubungan erat terhadap perilaku yang dikarenakan
adanya keinginan pelaku usaha untglk menguasai pasar dengan cara mengelakan

persaingan atau anti p’ersainga@ Perilaku-perilakn demikian dapat berupa

perianjian ataupun kegiatan yang dilarang.

Apabila dilihat dari sifatnys, hambaten dapat dibedakan menjadi dua -

yaitu hambatan mutlak dan hambaian tambahan. Pembedaan hambaten ind
berkaitan erat dengan pendekatan per se fllegal dan rule of reason dalam
- menentukan apaksh suatu perilaka pelskua usaha it bersifat anti persaingan atau
tidak. Sehingga apabila hambatan tersebut dikatakan mutlak maka pendekatan
yang berhubungan adalah per se illegal. Sebaliknya apabila hamobatan terssbut
sifatnya hanya tambahan, mzka pendekatan yang digunakan adalah rule of reason.
- Untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mutlek atau hanya berupa
tambahan maka perle diketahui apakah para pihak merupakan bagian utama dart
suatu kegiatan produksi, kemudian melihat pertimbangan perjanjian dan kegiatan
yang dilakukan antar para pibak, Namun scperti yang sudah dijelaskan pada sub

bab sebelumnya, bahwa pendekatan per se illegal tzdak selalu bersifat mutlak atau -

bersifat  menghambat  persaingan. Pada kcnyaiaaﬁnya akan sangat sulit
membedakan pendekatan per se illegal dan rule of reason terhadap hambatan
mutiak, bhal ini disebabkan karena perlunya objekiivitas didalam menyelesaikan

152

kasus-kasus hukum persaingan usaha’"*. Misalnya, pada kasus penetapan harga

atau pembagian wilayah yang sudah pasti tujuan wamanya adalah untok

"2 pembedaan sntara hambatas moutlak dan hambatan tambaban duspat ditihat dard
bagaimana cara pencapaian dalam tahap cfisiensi sebagai tujnan ekonomi dalam perssinpan usaha,
Misalnya dengan melihat pada elemen pormintean, penyediaan, fujusn sosial serta objektif dari
hukum persaingan untuk melihat spakah hambatan terscbut zkan merugikan atau monguntungksn
Namun, peda kenyataannya terdepst bambatan yapg sifatnya mutlak justru menguntungkan
masyarakat. Sehingga dalam penyelesaisn permasaizhannys membutuhkan suatu petunjuk
komprehensif sesual deagan sudut pandang ckonomi dan hukum yang sesuei dengan peraturan
yang berlaku dan sesuai demgan kepentingan masyarakal umoum. Inilah sebabnya peran komisi
independen sanpat dibotuhkan. Likat Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia;
U7 Ro.5/1999 Tentang Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medun:
Pustaka Bangsa, 208), hal.74-76.
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menghambat persaingan, maka hambatan ini tergolong dalam hambatan mutiak
yang menggunakan pendekatan per se ilegal. Contoh sebaliknya, apabila terdapat
suatu perusahaan yang berada pada posisi dominan' " dan merniliki pangsa paser
55%, cleh Pasal 25 diatur melanggar secara per se Hlegal. Namun, oleh komisi
independen dilakukan pernelitian mengenai apakah terdapat kegiatan atau
perianjian yang dilarang, dan juga melhat apakeh terdapat pertimbangan
pemberlakuan penguasaan pasar (Pasal 19) yang sifaya anti persaingan. Artinya,
meskipun sifat Pasal 25 vang per se illegal, — tetap membutihkan
pembuktian (ride of reason) apakah mengakibatkan prektek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersangkﬁtan, |

Sementara ity hambatan yang sifatnya tambahan''
merupakan bagian integral terhadap perjaniian, tujuannys adalah memdasilitasi
atau herfungsi votuk menjalankan kontrak atau perjanjian. Misalnya, perjanjian
yang berisikan dirsana pembeli untuk tidak bersaing dengan pembeli lainnya,

Bentuk-bentuk hambatan yang diatur dalam Undang-Undang No.§ tahun
1999 terdiri atas hambatan horisontal dan hambatan vertikal

* secara fungsional

2.2.3.1 Hambatan Herisoatal
Pembahasan mengenai bambatan akan berkaitan dengan perjanjian atau

kegiatan atan posisi dominan. Dalam hal perjanjian horisontal terdapat definisi
yatu perjanjian antars pelaku usaha vang satu &engan pelaku usaba yang lain
vang bergerak ¢i bidang yang sama. Hambatan horisontal atau horizronial restraing
dapat berupa:

1. Penetapan harga atau price fixing yang diatur dalam pasal S ayat 1, atau '

2. Penetapan jumlah produksi, diatur dalam pasal 11, atau

" Posisi dominan diatur dalam pasal 1 angka 4 yakni keadaan dimana dimana pelaku
usaha tidzk mempunyai pesaing yang berarti i pasar bersanpgkutan dalam kaitan dengas pangsa
pasar vang dikuasal, atau pelaku usshs mempunyai posisi tertingi diantara pesamgnyz i pasar
bersangkutan dalam kailannys dengan kemampuan keuasngan, kemampuan akses pada pasckan
atsu penjualan, serta kemampuan ungek menyesuaikan pasekan atau permintasn barang atau jasa
tertentn. Mengenai penyalahgunaan posist dominan diatur delam pasal 25 yasg dapat berupa
hambatan hortsontal mavpun hambatan veriikal. Pada dasarnya peagaturan dalam pasal 25 ayat (2}
harus diselaraskan dengan pasal 4, pasal 13, pasal 17, dan pasal 18 yang besifat rule of reason,
{ujuannya agar tidak menghambat perfumbuhan pelaku usahe di Indonesia.

4 Matasya Sieait, opcit, bal 73,
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3. Pembagian wilayah pemasaran atan market allocation yang diatur dalam
pasal 9, atau

4. Pemboikotan vang diatur dalam pasal 10, atau

5. Persekongkolan yang diatur dzlam pasal 22-24, atau

6.. Kegiatan menolak atar menghalangi pelaku usaba tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, diator
dalam pasal 19 huruf'a dan pasal 25 ayat Ic, atau

7. Kegiatan untok membatasi peredaran dan atau penjualan bareng atau jasa "

pada pasar vang bersangkuten, digtur dalam pasal 19 hurufe, atan
8. Kegiatan menctapkan harga yang sangat tendah dengan maksud

mepyingkirkan aiau mematiken usaha pesaingnya atau predafory pricing.

Kegiatan ini digtur dalam pasal 24,
Kegiatan penggabungan atan merger horisontal tidak sepenubnya membawa
dampak positif, nanum icrkadang juga dapat menghambat persaingan usaha.
Misalnya merger itu mengakibatkan perluasan usaba vang didalam kepiatannya
terdapat tujuan e¢konomi untuk menghambat atau mematikan usaha pesaingnya,
seperti penetapan harga,

2.2.3.2 Hambatan Vertikal :

Pada prinsipnya perjanjien vertikal tidak dilarang, sepanjang_ perjanjian
itu tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Hambatan vertikal st veﬁff.;ﬁf restraints adalah pembatasan terhadap distribusi
vang dilaknkan hanya pada pihak tertentu saja, sifatnya dari hulu ke hilie. Vertical
restraint juga biasa ditunjukan dengan adanya hubongan antama pelaku dengan
pelaku usaha vang merupskan suatu jaringan produksi, dapat terfadi antara
distributor, produsen, afau pemasok.

Hambatan vertikal dapal berupa:

1. Kegiatan penetapan harga secara vertikal, misaluya resale price

mainteriance ateu penctapan harga jual kembali. Diatur dalam pasal
3, atau

2. Kegiatan fransfer pricing pada integrasi vertikal yang diatur dalam

pasal 14. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kepada pelaku
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usaha schingga pelaku usaha pesaingnya tidak akan mampu bersaing
pada level terienty, atay
3. Perjanjian tertutup atau fying-sale agreement yang diatur dalam pasal
15. Perjanjian ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang
memiliki market power pada salazh satu produknya sehingga
mempunyai  kekvatan  untk  memaksakan kehendak  kepada
pelanggannya untuk membeli produk Rin yang belum tentn
dibutubkan, atau |
4. Kegiatan menclak atan menghalangi pelaku usaha tertentu umuk
melakukan kegiatzin usaha yang éarﬁa pada pasar bersangkutan, diatur
dalam pasal 19 huruf a dan pasal 25 avat ¢, atau
5. Kegiatan yang membatasi pevedaran dan/ afau penjualan barang atan
jasa pada pasar yang bersangkutan, diatur dalam pasal 19 huruf ¢,
atan
6. Kegiatan pembedaan ataw diskriminasi atan menolak memasok
barang dan/atau jasa tertentn, yang diatur dalam pasal 19 hurefd,
Hambatan vertikal seringkali diciptakan oleh pelaku usaha yang memiliki
pangsa pasar yang tinggi atsu berada pada posisi dominan. Pelaku usaha yang
berada pada posisi dominan alsu mempunyai pangse pasar yang tinggl secara
tidak langsung. memiliki kem;&z;aa“ﬁnmsiai yang tinggi juga, sehinpga dapat
dengan mudah 'menghalangi atan membatasi pelaku usa:ha Inin_atau.konsumen
dalam kegiatan hubungan usaha, contohnya penetapan syarat-syarat perdagangan
(frading terms).
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BAB 3
PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN IKLIM

PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

3.1 Pemerintah Sebagai Regnlator Dalam Per_ssiugan Industri Ritel.

Tujuan wama dari Undang-Undang No.5 tahun 1999 -adalah menciptakan
efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan'usaha; yang berarti 'apaf)iia terdapat
persaingan oleh berbagai pelaku usaha akan menimbulkan harga yang lebih
murah, dan dapat menimbulkan mvasr Efisiensi’’ ini dapat berupa penckanan
inpad, wisalnya penckanan ateu pemanfastan sumber dava alam seminmmal
mungkin schingga meoghasitkan owipw? yang maksimal atau pengpunazan
teknologi seperlunya seperti penggunaan mesin pendingin hanya pada produk
yang membutubkan temperatur dingin, atau penggunean AC disesvaikan dengan
jumlzh  pengunjung yang berada, Dengan  adanya persaingan  usaha
memungkinkan masukoya pelako usaba baru kedalam sustu paser vang dapat
menciptakan berbagal macam lapisan pelaku usaha, yakni pelaku wsaha kecii,
pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Para pelaku usaha ini

kemungkinan dapat saling bersaing dan tidak berada pada posisi yang sama kuat, -
Artinya pelaku usaha berskala besar yang memiliki posisi yang kuat bisa saja.
memakan pelaku usaha menengah ateu pelaku usaha keeil dalam persaingan, atan -

bisa sgja pelaky usah melakukan perianjian untuk menguasai pasar schingga dapat
mematikan pelaku usaha lemal/ kecil. Oleh sebab itu, untuk melindungi pelaku
usaha yang lemab/ kecil, perlu adanya célmpur tangan oleh pe;:neriptah dalam
mengeluarkan suatu andang-undang terteniu. '

% Dilibat dari segi ekonomi, efisiensi yang menderong parsaingan usaha adalah efisicnsi
stefis dan efisiensi dinamis. Efisiensi statis yaitu peaggomasn opiimsl sumber yang ads dengan
biaya seminimal mungkin, sedangkan efigsienst diramis artinya pengenalan produk baru secara
optimal, proses produksi yang lebih efisien dan struktur organisasi unggul vang timbul dalam
perjalanan waktu. Efisiensi statis meliputi ofisionsi produk, yaitu efisisasi operasional vang teknis
dan nonteknis bersama biays transaksi dan penghematan efisiensi X dan efisiensi alokasi, yaitu
atokast produk melalui sistent harga dengan cars paling optimal vang diperiekan untuk memenudi
kepentimgan konsumen (hal mana terjadi apabila owime dari setisp produk sammpat pada tingkat
dimeana bimya esargival produksi satuan fambshan sama dengan harga produk bersangkutan).
Efisiensi dinamis kemungkinan besar merupakan efek persaingan yang paling mengunhmgkan,
Lihat Kned Hansen, op.oit, hal. 121,
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Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perdagangan diatur dengan
menggunakan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 dan Pasal 1338
KUHPerdata). Menurut Jeremy Bentham yang terkenal sebagai tokoh kebebasan

berkontrak (freedom of speech) mengatakan bahwa para pihak bebas untuk-

melakukan tawar-menawar, negosiasi untuk menyusun kontrak sehingga terdapat
kontrak yang baik yang akan melindungi kcpentinéa.n kedua belah pihak“s.

Namun apa batasan suatu kontrak dikatakan baik dan dapat melindungi kedua
belah pihak? Réalitahya bisa saja antar pelaku usaha memiliki posisi tawar yang'

berbeda (bargaining power), dimana pelaku usaha dengan bargaining power yang

kuat dapat menekan pelaku usaha dengan bargaining power yang lemah.

Misalnya pada penemuan fakta hukum dalam kasus Carrefour pada point 7.2.9
dan 9.3 yang menyatakan''?,

“Bahwa ketergantungan para pemasok mengakibatkan Terlapor memiliki
daya tawar (bargaining power) yang tinggi terhadap pemasok dalalm
menegosiasikan syarat-syarat perdagangan (frading terms) kepada pemasok
termasuk persyaratan minus margin yang bertujuan agar pemasok tidak

memberikan diskriminasi harga''® >

“Bahwa berdasarkan kekuatan pasar (market power) yang dimiliki, Terlapor
memiliki daya tawar (bargaining power) yang digunakan untuk menekan
pemasok dalam menegosiasikan syarat-syarat perdagangan (frading ferms)
yang semakin memberatkan pemasok berupa penambahan jumlah item

syarat-syarat perdagangan (frading terms), lpcningkatan besaran biaya dan -
19 : -

L4 ;

persentase fee frading terms setiap tahunnya'"~.

Secara singkat kasus diatas menunjukkan bahwa, Carmrefour sebagai ritel
modern yang mempunyai kemampuan finansial, marker power, dan manajemen
yang tinggi mampu melakukan perjanjian berupa syarat-syarat - perdagangan

terhadap pemasok Iokal yang tergolong dalam usaha kecil menengah. QOleh karena

6 Erman Radjagukguk, “Filosofi dan Latar Belakang UU No.5/1999 (secara ekonomis)
dan Status/ Kelembagaan, Wewenang & Tugas KPPU”, dalam Undang-Undang No.5/1999 Dan
KPPU, diedit oleh Emmy Yuhassarie, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal_ 15.

7 Putusan KPPU No. 02/KPPU — L/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang dugaan
pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf g, Pasal 19 huruf & dan Pasal 25 ayat (1) huruf @ Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakteck Monopoli dan Persaingan Uszha Tidak
Sehat,

"' Poin 7.2.9 Putusan KPPU No. 02/KPPU - L/2005. Pelapor yang dimaksud adalah
PT.Carrefour Indonesia. Sementara yang dimaksud dengan minus margin adalah salah satu syarat
perdagangan yang dikenakan pada pemasok berupa larangan bagi pemasok untuk menjual
barangnya ke pesaing lain dengan harga yang lebih murah dari Carrefour.

"9 Poin 9.3 Putusan KPPU No. 02/KPPU — L/2005.
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bargaining power sebagal ritel besar cukup tinggi, maka ia memberlakukan syarat
perdagangan yang memberatkan pemasok pelaku usaha kecil. Hal ind terjadi
karena kedudukan antar Carsefour, pemasok lokal yang tergolong pelaku usaha
kecil, dan pelaku usaha lainnya tidak sama. schingga bargaining power yang
mercka miliki pun tidaklah sama, inilah yang menyebabkan fidak ada tawar

menawar diantara mereka.

K&gnaian—kegzaian diaias menunjukan bahwa perlu adazzya ‘peraturan -

sehmgga masing-masing  pelaku usaha dapat melakukan kegiatan ussha secara
schat. Didalam sistem ckonomi pasar bebas, dibuka kesempatan berusaha bagi
setiap pelaky usaha Baik pelaku usaha dalam negeri maupun asing, dan proteksi-
proteksi dari pemerintah tidak dikenal lagi, bahkan peran pemerintah sebagal
pelaku usaba perlahan dihilangkan, misalnya dengan melakukan privatisasi badan
usaha milik negara'”’. Sistem pasar demikian menunjukan bahwa Indonesia
menganut teori The Visible Fland Adam Smith, dimana terboka kesempatan bagi
pelaku usaha untuk melakukan kegratannya tanpa campur tangan dari pemerintah
sebagai pelaku usaha. Disini peran pemerintah diposisikan sebagai regulator dan
fasilitator. Oleh sebab itu, pemerintah berkewaiiban untuk mengelvarkan suata
perabwran perundang-undangan atae kebijakan tertentu demi terselengparanya
. persaingan yang schat. -

Di bidang persaingan pasar tradisional dan modern seringkali terdapat kasus
yang menunjukan bahwa adanya pengarub toko modemn dan pusat pecbelanjaan
yang kegistannya berdekatan dengan pasar tmdisiona} sehingga memungkinkan
terjadinya passr tradisional tersebut pungh atau menjadi kurang berfungsi
Menurat Mujiburrohman selaku Sekretaris Fksekutif Asosiasi Pedagang Pasar
Indonesia, pasar—pasar. tradisional yang punsh atau menjadi kurang berfungsi
setelab hadirnya toko modern dan pusat perbelanjaan antara lain pasar Blora,
pasar Warung baru, pasar Pelita, pasar Surabaya, pasar Cikini, pasar Gondangdia,
pasar Jambol, pasar Mampang, pasar Enjo, pasar Jatinegara, dan pasar Karet
Pedurenan. Menurutnya, tidak sermmua pasar tradisional terseﬁut meniadi punah
akibat kehadiran pasar modern melainkan ada beberapa yang tidak punah namun

8 Hermansysh, ep.cé., hal.17.
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mengalami penurunan dalam beroperasi. Pasar Enjo misalnya, sebenarnya ada
600 kios namun hanya terisi 200 kios dan setiap tehunnya mengalami penurunan.

‘ Sementara  itu, éiaabila dilthat dari presentase keberadeannya, pasar
tradisional berjumlah lebih besar daripada toko modern dan pusat perbelanjaan.
Memurut Kafi Kornia dalam loka karya terbatas “Undang-Undang Nomor 3 tahun
1999 dan KPPU” pada bulan Mei tahun 2004, mengatakan bahwa dalam bisnis
rite;l di Indopesia, baru 5% bisnis modernnya, sedangkan bisnis tradisionalnya

959%,. N&mim, pada kenystaanya Sering ditemui pemyatasn bahwa yang 5%

menjadi ancaman vang 95%. ﬁpabiia‘dilmat dari pangsa pasar yvang dimiliki
sehiarusnya tidak mungkin yang kecil menjadi hambatan terhadap yang besar.
Kenyatannya, berdasarkan hasil studi AC Niclsen selama tabun 2005 hingga

tahun 2006, bisnis tradisional hanya meningkat 3,29% dari 1.787.887 menjady

1.846.752 outlet. Sementara ity bisnis modern meningkat 13.92% dan 7.828
menjadi 8.918 cutlet. Kemudian bisnis tradisional dari tahun 2006 hingga tahun
2007 meningkat 2.90% dari 1.846.752 menjadi 1.900.332 outlet, sedangkan bisnis
modern meningkat 18,4% dari 8.918 menjadi 10.563 outlet. Berikut dats struktur

industri rite] modern dan tradisional di Indonesia.

Jumiah Teko Modern dan Tradisional di R1
Pormat Toke T 2005 2006 2607
Hipermarket 83cud R o 121
Pusat Perkulakan 24 26 26
Supermarket 1.141 1.311 1.379
Minimarket 6.465 7.356 8889
Convenience Store 115 _ 120 148
Toko 'I’m{iisiogz} 1.787.897 1.840.752 1.900,332
Sumber AC Nielsen, 2008

Ditinjau dari ratio keinginan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional
setiap tahunnya hampir mengalami penurunan seiring dengan kenaikan pada ratio
keinginan masyargkat untok berbelanja di pasar modern,

12 wPandangan KPPU Terhadap Permendag No.S3/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman
Penataay dan  Pembinsan Pasar  Tradisional, Pusat Perbelanjasn dan Toko Moders,”
<www nampa-ind cemfindex photoption=eem _doemandtusk—doc downlead&pid=Ei& temid=
42>, digkses pada 12 Febuari 2609
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Ratio Ke¢inginan Masyarakat Ratio Keinginan Masyarakat
Berbelania di Pasar Tradisional Berbelanja di Pasar Modern
Tahun Presentasi (%) | |  Tahun Presentasi (%)
1999 G5 - 1599 35
2000 63 2000 37
2001 60 2001 40
2002 52 - 2002 43
2003 56 ' . 203 44
2004 53 2004 42

Sumber: Retail & Shopper Trends, AC Niclsen Asia Pacific 2005

Data-data diatas mepunjukan bahwa peningkatan bisnis modern yang cukup
tinggi dapat menjadi ancamap terhadap bisnis tradisiopal. Hal ini didokuog
denpan adanya keinginan masyarakai untuk berbelania di pasar tredisional vang
setiap tahunnya hampir mengalami penurunan, sementarz itn kemginan
masyarakat untuk berbelanja di pasar modem meningkat sefiap tahunnya.

Dalam menyikap: permasalahan diatas, pemerintah sebagal regulator dan
pengawas wajib melakukan perelusuran lebib kugut mengena: iatar belakang atas
permasalahan tersebut, misalnya dengan melihat tata ketak perpasaran, fasilitas
yang dimiliki, mutu produk, fisikk lingkungan, dan kemampuan- finansial.
Disamping ita pemerintah juga wajib mendukung dan memsilitasi didalam
usaha tercipteanya egual playing field pada. wdustei ritel Padé* zaaggal 27
Desember 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder.
Peraturan ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan wsaha perdagangan
eceran dalam skala kecil dan memngaﬁ, usaha ;zerdagangan. eceran modem dalam
skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan
berkembang  seragi, saling memerfukan, saling memperkuat serta  saling
menguntungkan'™.  Regulasi ini merupakan svatn produk hukum yang
dikeluarkan dengan harapan agar perkembangan eceran modern skala besar tidak

"% Udin Silalahi, Persaingan di fndusiri Ritel Ditinjou Dari Aspek Hokum Persaingan
Usaha, Hakum Bisais, Vol 27 No.2, 2608, kal9-7.
Lihat konsiderans Peraturan Presiden Republik Indenesia Nomor 117 falun 2007
tentang Penataan dan Pembingan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanfuan dan Toke Modern.
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menimbulkan permasalahan sosial, ckonomi, dan politik sebagar akibat
kekhawatiran para pedagang cceran skala kecil akan tergesernya sarana
perdagangen cceran yang sclama ini ada, karena besarnya jumlsh orang vang
terlibat dalam pedagang eceran skala kecil. Disamping ita regulasi ini diharapkan
dapat memberikan kepastian hukum terhadap peraturan zonasi, kemitraan,
peberdayasn usaha kecil, pemberdayaén pasar tradisional dan pedagang pasar
tradisional, dan masalah perizinan.

3.2  Demokrasi Ekonemi Dalam Terciptanya Iklim Persaingan Usaha
yang Sehat " )

Pengertian demokrasi ekonomi didalam perckonomian pasionsl, pada
dasaroya dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen Keempat yang berbunyi'**:

Pasal 33 Avat (1):

“Perckonomian disusun sebagai ussha bersama berdasar afas asas

kekeluargaan”™,

Pasal 33 Ayat ()
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara™. . :

Pasal 33 Ayat (3):
“Bumni dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh nepara dan digunakan untuk sebesar-besar kemekmuran rakyat™,

Pasal 33 Ayat (4):

“Perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”,

Pasal 33 Ayat (5}

¢ Indonesia (2), Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33.
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“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan
Undang-Undang”.

Pasal 33 diatas menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusun
berdasar atas demokrasi ekonomi, artinya perekonomian disusun dari rakyat untuk
rakyat. Oleh karena itu masyarakat berhak menggunakan bumi, air, dan kekayaan
glam lainnya untuk sebesar-besar kemmakmuran mmsyarakat dan bukan untuk
kemakmusran perorangan. Sehingga cabang-cabang ﬁ:mdaksi vang peming bagi
negara dan yang menguasai hajet hidup orang banyak harus dikussai oleh negara.
Tujuspnya supaya kelamsaan tidak jatuh pada satu pihaic' yang dapat
mengakibatkan pihak lain tertindas.

Menurut pandangan Prof. Mubyarto, terkait dengan Pasel 33, memberikan
cirt khas dari Sistern Ekonomi Pancastia vaity,

Pertama,dalam  sistern ekonomi Pancasils koperasi adalah sokoguru
perekonomian; kedua, perckenomian Pancasila digerakkan oleh
rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan vang paling penting adalah
moral. Walaupun masalah ialah masalagh materi, tetapi tidak berart, bahwa
materi #u fidak ada hubungannya dengan mwral dan sosial; fetigs,
perekonomtan Indonesia ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga dalam perckonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial;
‘keempat, perekonomian Pancasila berkattan dengan Persatuan Indonesia,

- yang berarti pasionalisme menjiwai tiap kebijakan ckonomi; dan kelimag,
sistem perekosomian Pancasila tegas dan jelas adanya kesgimbanpan
antara perencanasn sentral (nasional} dengan tokanan pada deseniralisasi
didalam pelaksanaan kegiatap-kegiaten ekonomi'®®,

Lebih lanjut, Sri-Bdi Swasono mengulas mengenal orientasi Rkonori
Pancasila dengan menyimpulkan bahwa ckosomi Pancasila adalah ekonomi
sosialis Indonesia vaitu ekonori yang berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha
Esa (adanya atau berlakunya etk den moral agama, bokan materialisme),
Kemanusiven Yang Adil dan Beredab (tidak mengenal pemerasan, penghisapan,
miodern); Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tidak
saling mematikan, nasionalime); Kerakyotan (demokrasi ekonomi, kedaulatan
ekopomi, mengutamakan eckonomi rakyat, mengutamakan hajat hidup orang

2 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1994), hal, 44-45.
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banyak); Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan
kemakmuran orang seorang)'>°.

Demokrasi ekonomi disini memberikan arti bahwa masyarakat harus
memiliki peranan akti’ dalam pembangunan nasional. Dengan berdasarkan pada
asas kekeluargaan dan berpedoman pada prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diharapkan
agar terdapat unsur saling mehguntungkan dan saling menunjang sehingga antar
berbagai pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pertumbuhan
ckonomi serta menciptakan iklim yang sehat bégi perkembangan dunia usaha.
Artinya demokrasi ekonomi mengharapkah setiap orang yang melakukan kegiatan
vsaha di Indonesia diberikan kesempatan usaha yang sama dan harus berada pada
situasi persaingan yang sehat, schingga tidak menimbulkan adanya pemusatan
kekuatan ekonomi pada suatu pelaku usaha tertentu’?’. Sebagai bentuk pembinaan
dan pengawasan, pemerintah wajib memfasilitasi guna tercapainya iklim usaha
yang kondusif misalnya melalui penetapan peraturan perundang-undangan.
Terhadap tujuannya menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah wajib
melakukan sosialisasi Undang-Undang Antimonopoli mengingat didalam kegiatan
persainga_n, pelaku usaha yang satu tidak mengetahui dengan pasti strategi-strategi
apa yang akan dilakukan oleh pesaingnya untuk tetap berada pada pasar yang
bersangkutél_:n; _ : e _

Persaihgan yang sehat dan kondusif adalah persaingan yang diarahkan
untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan
dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan
kepada pembeli, pengembangan” produk baru, dan perluasan pasar eksporm.
Artinya didalam persaingan usaha yang sehat dan kondusif akan terjadi alokasi
sumber daya secara efisien, karena itu pelaku usaha akan memproduksi barang-
barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (konsumen) dengan
barga yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi. Konsekuensinya pelaku usaha

126 Sri-Edi Swasono, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, cet], (Jakarta: Ul-Press,
1985), hal.125 dalam Sri-Edi Swasono, Orientasi Ekonomi Pancasila, dalam Abdul Madjid dan
Sri-Edi Swasono (EdL.), Wawasan Ekonomi Pancasila (Jakarta: Ul-Press, 1981), hal.19.

'27 Hermansyah, op.cit., hal. 66-67.

12 1bid,, hal. 67.
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yang tidak efisien akan tersingkir. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam
kenyataan tidak ada persaingan yang sempurna. Sebagai salah satu contoh, pelaku
usaha sering menyalahgunakan kemudaban-kemudahan ekonomi untuk
memperoleh kekuatan pasar deﬁgan menciptakan hambatan-hambatan dalam

perdagangan, menaikan harga, dan membatasi produksi baring dan/atan jasa.

Bertolak dari alasan itu dan tujuan untuk mempertahankan sistem ekonomi pasar
perfu adanya intervensi pemerintah sebagai regulator/ pengawas melalui
pembuatan kebijakan dan peraturan perundang=undangan vang mendukung iklim

persaingan usaha yang sehat tersebut'??,

Dant uratan diatas, maka dapat dikatakan bahwa éemkzasz ekemmz w

berkaitan eraf dengan peraftursn  perundeng-undangan  yang  mendukung
terciptanya iklim persaipgan usaha yang sehat, dalam hal i Undang-Undang
Antimonopoli. Artinya demokrasi ckonomi menjarnin setisp orang mempunyai
kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan wsaha di bidang perekonamian
berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, dan Undang-Undang Antimonopoli
diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi itu sendirl sehingga iklim
persaingan usaha dapat tercipta.

3.2.1 Usaha Kegil dalam Hukum Persaingan Usabha -
Usaha Kecil pada awalnya dratur pada {}ndaz;g-i}z;dzmg Z\Z(}mor 9 tahun

1995 tentzmg Usgha Kecil, vang dimaksod dengan ‘Usaha Kecil vaifu kegiaten

ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan
hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. Pengertian usaha kecil ini mencakup usaha keeil secdra informal dan
tradisional. Didalam }zul;}ungannya den,gaé pembangunan nasional, Usaha Kecil
diakui sebagai bagian integral dunia usahs yang merupakan kegiatan ekonomi
rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran strategis uniuk
mewnjudkan struktur perekonomian nasional yang makin seitnbang berdasarkan
demokrasi ekonomi'". Namun, didalam dupia persaingan usaha, pelaku Usaha
Kecil seringkali menemui hambatan untuk bersaing dengan pelaka Usaha lainnya
yang tergolong pelako Usaba Besar atau Menengah Hal ini dapat dikarenakan

P thid hal. 87,
B9 Lihat konsidersns Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentan Usaha Kecil.
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kemampuan kevangan yang terbatas. Oleh sebab itu, Usaha Kecil dengan modal
terbatas layak untuk mendapatkan perhatian mengingat mereka terbukt tidak
rentann terhadap imbas krisis muliidimensional yang melanda Indonesia 'Scjak
tahun 1997,

Schubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian  yang
semakin dinamis dan global, maka Undang-Undang Nomor ¢ tahun 1995 tentang
Usaha Keeil digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tujuannya agar Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha di Indonesia
Peraturan ?Wg—mdangan ini disesuaikan dengan amanat Ketetapan Majelis
Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang
Politik Ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekcaomi nasional
agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta
terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yapg saling menguntungkan antar pelaku
ckopomi yang meliputi pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar
swasta dan Badan Usaha Milik Nepgara yang seling memperkual untuk
mewujedkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi yang berdaya saing tinggi.

Perlindungan hukum terhadap usaha kecil pada dasarnya sudah berusaha

diciptakan melali asas dan tujuan Undang-Undang Antimonopoli yang tersirat

pada Pasal 3, dengan adanya jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Didalam
pelaksanzannya, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan
pemusatan kekuatan ckonomi pada pelaku ussha tertentu dimapa hal ini

bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Artinya, Undang-Undang

Antimonopoli secara implisit memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap
pelaku usaha yang lebih lemah dari perbuatan atau kegiatan vang dilakokan oleh
pelaku usaba yang lebih kuat yang dapat mengakibatkan pelaku usaha kecil atau
pelaku usaha yang lebih lemah menpalami kerugian atau tidak dapat menjalankan
kegiatan usaha sebagaimana mestinya. Didaseri oleh hal tersebut, maka Undang-
Undang Antimonopol memasukan unmsur usaha keeil sebagai bal yang
dikecualikan dalar undang-undang ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 50 Huruf
h tentang Usaha Kecil. Maksud dan tujuan dari peraturan perundang-andangan
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tersebut memang uatok membuat pengecualian bagi usaha kecil, vang pada
umurnya tidak mempunyai kendali keknasaan dalam rapgka kegiatan pasar, dan
tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur pasar. Oleh karepa itu terdapai
alasan yang kuat agar usaha kecil diizinkan bersaing dengan usaha besar dalam
rangka keyiatan ekonomi, walaupun Gntuk mencapai tujusnnya usaha kecil
cenderang menggunakan kekuatan serta kemampuan inereka secara bersama-

sama, yang mzna hal ini sebenarnya tidak diizinkan, meskipin kondisi demikian .

hanya akan menghambat persaingan ¢i antara usaha kecil-usaha kecil #u
senditi'?!. Sebagai akibat dikeluarkannya pengecualian terhadap usaha kecil,

maka usaha kecil bebas untuk melakukan kartel, menentuken harga jual kembali

kepada pelaku usahs lainnya, dan dapat melakukan layanan yang berbeda-bedar
teshadap pelangganya sesuai dengan caranya sendiri (diskriminasi). Pengecualian
terhadep usaha kecil dilakukan sebab usaha kecil tidak mempunyai kekuoatan
antuk melakekan kegiatan atau perjanjian yang dilarang sesuai Undang-Undang
Antimonopoli, sebaliknya uapabila usaha kecil melakakan perbuatan atan
perjanjian yvang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli maka dampaknya
tidak signifikan terhadap perekonomian yang sama bagi pelaku usaha'™,

Usaha keeil menuvrot Undang-Uadang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha
ckopomi produktif yang- berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahasn atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atan usaha beser yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sementara ity
yang dimaksud dengan usaha kecil dalam Undang-Undang Antimonopoli adalah
usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mengenai kriteria usaba kecil yang
seperti apa yang dikecualikan oleh Undang-Undang Antimonopoli belum terdapat
secara rinei, namun pengeculian ity dikarapkan sebagai perlindungan usaha.

! Hansen, op.cit, bal, 467-468,
" KPPU, “Persaingan Usaha dap Manfaat Bagi Masyarakat,” <kt #fower kppu.go.id>,
dizkses pada 8 Oktober 2003,
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3.2.2 Perlindungarn dan  Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam
. Terciptanya Iklim Persaingan Usaha yang Sehat

Pemberdayaan usaha kecil sebatknya ditkuti dengan perlindungan hukum
bagi pengembangan usaha kecil dengan menciptakan iklim vsaba yang kondusif,
Menurut Teguh Sulistia dalam antikeloya yang berjudul “Perlindungan Hukum
dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas™, perlindungan
usaha kecil memiliki arti penting dalam tiga hal bagi ckonomi nasional. Pertama,
usaha kecil termasuk salah safu pilar pembangunan ekonomi yang dibina den
dilindungi oleh pemerintah. Kedua, ussha kecil mempunyai potensi untuk
berkembang derigan baik sehingga diharapkan sanggup terjun ke arena ekonomi
global. Ketiga, adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, maka ekonomi rakyat
ini bisa mempunyai prospek cerah pengembangaonya dalam persaingan pasar
bebas. Apabila pilar imi robob, muaks ckonomi nasional sulit keluar dari krisis
eknomi. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi, usaha-usaha kecil mampn bertaban
tanpa banyak mengalami “golung tikar” karena sedikitnya butang di perbankan’”.

Usaha kecil barus dilindungi karena sifatnya yang mandiri dan terbukii
tetap cksis dalam kegiatan ekonomi, khususnya pada saat krisis ekonomi
berlangsung tahun 1997, usaha kecil mampn bertahan, sementara usaha besar
banyak yang gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh kredit macet atau banyaknya
hutang usaha besar di perbarkan. Di lain sisi, usaha kecil tidak banyak yang
‘melakukan kredit pada perbankan. Pengusaha kecil lebih terfarik melakukan
pinjaman melalui rentenir dengan bunga pinjaman yang lebih besar daripada
bunga yang ditetapkan oleh perbankan. Ini disebabkan karena kesulitan pengusaha
keell dalam menyediakan agunan bank, Biasanya ketika bank zkan memberikan
bantuan pinjaman terhadap usaba kecil, bank akan meminta jaminan yang nilainya
lebih besar daripada pinjaman yang diberikan, misalnya berupa agunan surat izin
usaha atau alat-alat produksi. Hal ini memberatkan usaha kecil yang pada
dasarnya memiliki modal terbilang kecil. Pada dasarnya ini merupakan salah sata
hambatan bagi usaha kecil untuk dapat bersaing dengan usaha besar,

Usaha kecil wajib mendapatkan perlindungan hukum dan pemberdayaan
hukum, mengingat pada saat krisis moneter terjadi, usgha kecilah vang cukup

¥ Teguh Sulistia, “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam
Ekonomi Pasar Bebas,” Hukwer Bisrids 1 Vol 27 (Januari 2008): 22-23.
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memiliki koniribusi dalam pembangunan nasional. Kenyataannya usaba kecil
mampu menyerap tenaga kerja sckitar 35 juta atau mencakup 68% dari selursh
tenaga kerja nasional. Pengembangan usaha kecil lebih banyak memberikan
dampaknya pada ﬁeny&rapzn tenuge keria (padat karya) dan peningkatan
penghasilan rakyat daripada peningkatan nilai tambah (value added) yang cukup
besar bagi negara melatui pembayaran pajak dan perolehan devisa negara seperti
yang dilekukan usaha befsaxla“‘ Dengan a{iaz;ya penyerapan tenaga kerja ini secara
otomatis akan in&ﬁgmangi tingkat pengarigguran.

Kenyatazn di bidang persaingan usaha, usaha kecil terus menerus memilik
bargaining position yang rendah zpabila dibandingkan éengén posisi tawar usaha
besar, Demikien laba yang diperoleh pun tidak sebesar laba vang dimiliki usaba
besar, mengiogat hasil produksi untuk bisa diterima oleh penguasa pasar
(pedagang ritel kecil rmaupun ritel besar) perlu memiliki keunggulan baik dari
hasil produk-produk berkvalias tinggi meupun suatu Inovasi yang didapat deagan
menerapkan efisienst dan efeictifitas, Sementara didalam penerapannya, efisiensi
paling banyak didapat melalul teknologi industri, Sedangkan usaha kecil yang
tergolong pelaku usaha dengan ekonomi lemab, sehagian besar memiliki tingkat
pendidikan yang rendah sehingga penguassan informasi dan teknologi sangat
terbatas. Akibatnya usabia kecil di farah air kurang dapat bersaing dengan usaha
besar atan pzoduk negara asing vang teiak menggunakan _tei{:zwiagi, tinggi

Kendala lain yang dialami oleh pengusaha kecil yakni adanya hambatzn
pedagang {(frade of barrier) bagi anggota WT'O. Dimana Indonesia telsh menjadi
anggota WTQ sejak tanggal 2 November 1994, konsekuensinya Indonesia harus
mengikuti aturan perdagangan berupa pasar bebes antara lain #danya larangan
hambatan perdagangan antar bangsa' . Akibatnya banyak pengusahia asing yang
menanamkan modalnya di tanah air. Banyakova produk asing vang masuk ke
tanah air dan tidak dapat diawasi langsung atau dilindungi oleh pemerintah karena
adanya larangan hambatan perdagangan bagi anggota WTO, akan dapat
menimbuikan ancaman bagi usaha kecil dalam negeri i tanah air. Hal ini
dikarenakan adanya keterbatasan jaringan oleh pengusaha kecil. Usaha kecil yang

B4 Tasuh Sulistia, 7bid, hal 26.
B¢ WTO dan Sistem Perdapmngan Dunia, <hitp://www depperingo.id/ind/publikasi/
dikipi/wio btm>, diskses 20 Mei 2058,
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bermodalkan terbilang kecil tidak mempunyai jaringan yang luas, baik didalam
maupun di oar negeri. Hambatan ind juga didukung dengan budaya konsumen
Indonesia vang berfujuan untuk melindungi pzedzﬁcsi—pradﬁksi dalam pegeri.
Hambatan-hambatan tersebut diatas dapat diatasi dengan mengeluarkan kebiiakan
gkonomi oleh pemenintah yang berfujuan untuk melindungi produksi-produkdi

dalam negeri. Akan tetapi, nsaha kecil dalam negeri tidak skan meju apabila

~ kebijakan ekonomi pemerintah tidak serius melaksanakan political will yang kuat
dalam tu}uémya mzlindungi'kepemingan us_ahz_i_l-_cécil-dalam kegiatan ekonomi;

Salah satu kebijakan ekonomi pernerintah dalam melindungi pelaku usaha
kecil adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menenpah. Dimana kriteria pelaku usaha kecil adalsh
pelaku usaha vang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidek termasuk tanah dan bangupan tempat wsgha. Perlindungan
terhadap pelaku usaba Kecil ito sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 tatum 2008 dibawah judul Peaumbuban Iklim Useha,
bahwa:

“Pemnerintah dan Pemerintah Daerah memumbuhkan iklim usaha dengan
menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

a. Pendanaan; ' F _ g
Sarana dan prasarana;
Informasi usaha;
Kemitraan;
Perizinan usaha;
Kesernpatan usaha;
Promosi dagang, dap
Dukungan kelembagaan,

Dari  ketentuan diatas dapat diartikan bahwa pemerintah melalui
kebijakannya aken melindungi pelaku usaha kecil melalui aspek-aspek tersebut

FR S e B P oo

diatas. Demikian halnya dengan pedagang pasar tradisional yang tergolong datam
pelaku usaha kecil, layak untuk wendapatkan perlindungan hukum dan
pemberdayaan hukum oleh Pemerintah dan Pemerintah Dacrah. Beberapa hal
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yang meniadi perhatian ekstra dalam perkembangan pasar tradisional di Indonesia
yaity pada aspek sarana dan prasarana, perizinan usaha, dan kesempatan usaha.
Aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan  kegiatan ekonomi para pedagang pasar, misaloys dengan
memberikan perlakuan keringanan tarif prasarana tertentu berdasarkan ketetapan
pemerintah dan Pemerintah Daerab baik secars langsung maupun tidak langsung,
mepgadakan prasarana wnum yang dapai' mendorong dan mengembangkan
perturnbuhan Usaha Mikro dan kecil'*® séperti kemﬁ;iahan penyodiagn fasilitas

tempat™’. Tata cara pemberian izin tidak boleh dipersufit misalnya dengan

menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan melalui sistem pelayanan terpadn
satu pinta dan adanya kemudahan persyaratan seria informasi yang seluas-
luasriya. Untuk memudabkan setiap pelaku usaha Mikro dan Usaha Keedl dalam
pengurusan  permohonan izin, maka pengurusan permohonan izin usaha
membebaskan biaya perizinan pada Usaba Mikro dan memberikan keringanan
hiaya pada Usaha Kecil'®®. Terhadap aspek kesempatan usaha sesual dengan
Demokrast ekonomi yang bersifat kerakyatan, maka setiap individa diberi
kebebasan dan kesempatan yang sama unfuk berpartisipasi melakukan kegiatan
usaha dalam pemmgkatan pembangunan nasional dengan mempergunakan

kekayazn alam wuntuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat\m* Pomberian

Y% tndonests, Undang-Undang Mikro, Kectl, don Menengah, UU Mo.29, LN No.93 tahen
2008, TLN Nod866 , Ps9. :

®? Pasal 38 Ayat {1} Undang-Undang Nomor 39 tahue 1999 tenteng Hak Asasi Manusia
yang menjamin hak untuk hidup adalah hal asasi mannsia dan Pasal 28 huraf D Ayat £2) menjamin
hak untuk bekerja sebapai spava uatuk mempertabanian hidup. Sesuai deagan Pasal 71 Undeng-
Undang Nomor 39 tahun {999 dan Pasal 28 hocef D Ayat(4), yang waiib melindungl bak in
terpenuhi bagi setiap warga negara adalsh negars, terviama pemetintah,

Terhadap pedagang lama yang ielab menempatt suaty lokasi pasar dan karema suatu ba
diluar kuasa manusia (hencena alam) ferjadi kerusskan yang mengakibatkan bangiman tempat
pedagang melakukan kegiatan ekonominya di lokast tersebut rusak parah atau musneh, oleh sebab
itu pemerintah sebaikuye mengupayakan kebijakan berupa pemberian izin untuk menempati lahan
den melakukan aklivitas ekonomi kembali pada bangeman yang bare vang didirikan sebagal
pengganti atas baagunan yang telsh musnah ite stay sefidaknys memberikan kemudahan pada
pedagang lama untuk menempati bagunan bara dengan memberlakukan twif sewa yang lebih
ringan. Lihat Perotiwon Presiden Penotaan don Pembinaan Pasar Fradisional, Pusot
Perbelanjaan dan Toko Moders, Perpres No.112, tahun 2007, Ps. 15 Ayat (2) horuf o,

B2 Indonesia, Undang-Undang Mikro, Kecll, dan Menengah, UU No.20, LN No.93
{ahun 2008, TLN Ne.4866 , Ps.iZ bandingkan dengan Indonesia, Persfuran Presiden Penataan
dan Pembingan Pasar Tradisiondl, Pusat Perbelanjaan dan Toke Modern, Perpres No.112, tahun
2697, Ps, 9 dan Indonesta, Peraturan Menteri Perdagangan Pedoman Penctesn dan Pembinaan
FPasar Tradisional, Pusat Perbelanjosn dan Toko Modern, Permendag No. 53/M-
DAGHPER/12/2008, Pe.12.

* indonesia (a), Undang-tndang Dasar 1943, P5.33.
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kesempatan usaha vang sama itu secara fidak langsung akan menimbulkan
persaingan antara para pelaku vsaha. Pada demokrasi ekonomi, iklim persaingan
yang sehat perlu diciptakan. Oleh sebab itu pemerintah melalui kebijekannya
bertugas untuk mengawasi agar tidak tercipta pembentukan pasar yang dapat
melahirkan persaingan yang tidak wajar dalaan bentok monopoli, oligopoh, dan
monopsoni yang merngikan usaha kecil, aten mencegah terjadinya peﬁgaasé,an
pasar dan pemusatan terhadap suatu pelaku usaha tertentu yang dapat merogikan
usaha kecil,

33 Peraturnn M;engemi Zonasi dan Perizinan Pendirian Pasar

Tradisional, Pasat Perbelanjaan, dan Teko Modern.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 pada dassernys belum
mampu memberikan iklim wvsaha yang kondusif terhadap eksistensi pasar
tradisional. Bahkan dapat dikatakan bahwa sitwasi ritel pasca dikeluarkannya
Peraturan Presiden Nomor 112 tehun 2007 dengan kondisi  sebelum
diberlakukannya peraturan tersebut tidak. jauh berbeda, Oleh sebab it pada
tanggal 12 Desember 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomer:
53/ M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Pepataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelaniaan dan Toke Modern, Permendag ini dikeluarkan
schagai perwujudan dari regulasi turunan Peraturan Presiden yang diharapkan
dapat mengatur secara detail mengenai operasionalisasi penpaturan dalam industri
ritel ?aﬁg mengedepankan harmonisasi antar berbapai elemen dalam fndustri ritel.
Sebelumnya di DK Jakarta sudah terdapat Peraturan Daerak Nomor 2 tabon 2002
. tentang Perpasaran Swasta dengan petunjuk pelaksana Surat Keputusan Gubernor
Propinsi Daerah Khusus Thukota Jakarta Nomor 44 tzhun 2003, Peraturan ini
mengatur gatara lain mengenai luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha dan
kewajiban memberikan mang terhadap pelaku Usaha Kecll Menengah (UKM}.
Namun didalam implementasi penegakan hukumnya masib sangat kurang, Salah
satu aturan vang seringkali tidak ditaati antars lain mengenai keharusan pengelola
pasar swasta ontuk memberikan lahan sekitar 20% dari luas Izhan efektif bagi
pedagang kecil atau pedagang kaki [ima, dan penyerahan lahan tersebut tidak
dapat dikompengasikan dalam bentuk apapun. Pengusaha perpasaran swasta
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menganggap hal tersebut merogikan kemudian mengajukan keberatan atas SK
Gubernur Nomor 44 tahun 2003, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
dibatalkan. Sebelum SK Gubernur Nomor 44 {ahun 2003 berlaks, kewajiban
pengeféia pusat perbelanjaan untuk UKM bisa dikompensasikan dengan uang,
Namun, hal ini rawan korupsi. Oleh sebab itu, dalamn SK baru awalnya diharapkan
agar kewajiban tersebut tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk uvang,
melainkas hanya dalam bentuk lahan'®’. Menurut Nurmansjah Lubis selaku
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, pembatalan 8K Gubernur itu membuat
Perda No.2 tahun 2002 kehilangan kewibawaan dan cenderung tidak dipatuki
pa:ﬁgizsaha yang mendirikan hypﬁrmarkeﬁ Sebagai akibatnya beberapa peraturan
dari Perda No.2 tahun 2002 juga terabaikan, misalnya pengaturan mengenai jarak
Jokasi usaha perpasavan swasta, baik skala besar dengan pasar Hogkungan yang
tergolong usaha skala menpengah-kecil''. Sechingea meskipun sodah diatur
inengenai jarak, zonasi, dan batasan-batasannya, namon kenyataanya masih
terdapst pasar modern vang berhimpitan dengan pasar tradisional.

Perpres No.112 tahun 2007 terdiri ates delapan Bab, yang mengatur
mengenai penataan pasar tradisiomal, pusat perbelanmaan, dan tokq modem;
hubungan antara pemasok dengan toko modern beserta syarat-syarat perdagangan;
masalah perizininan; pembinazn; pengawasan dan sanksi Penatsan - pasar
' trédisional, pusat perbelanjaan dan toko mééez’:x diatur dalam Bab I Perpres
'N&i 12 tahun 2007 yang n:@ﬁelaskan hahwa penataan pendirian pasér tradisional -
wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadasn
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toke modemn serta usaha kecil, termasuk
koperasi, yang ada di wilayah yang’ bersangkutari (Pasal 2). Pendirian pasar
 tradisional wajib menyediakan fasilitas yang menjamin pasar vang bersih, sehat,
aman, tertib, dan tata ruang publik yang myaman Uniok pendirian pusat
perbelanjaan dan toko modern (fermasuk supermarket, depariement store,
hypermarket, dan perkulakan, kecusl minimarket) wajib melakukan apalisa
kondisi sosial ckonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, Usaha Mikro

W0 “eK Casbermur Nomor 4473003 Dibatalkan, Pasar Swasta Tak Harus Serahkan Lakan 20
Persen untuk UKM,” <httpd/www? kompas comlkompas-cetak/0405/ 0% /melro/ 1000248 him>,
{iiakseez?ada 4 Met tahua 2008,

} “Banyak Hypermarket Abaikan Perda,” <htip://www sarwono netberiia phoTid=1 70>,
diakses pada 17 Januvari.
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Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah vang bersangkutan (Pasal 4). Pendirian

pusat perbelanjaan dan toko modern juga wajib memperbatikan jarak antara

hypermarket derigan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya ‘dan wajity

menyediakan fasilitas vang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modemn yang

‘bersih, sehat, aman, fertib dan ruang publik yang nyaman. Analisa kondisi sosial

ekonomi masyarakat dan keberadsan pasar tradisional dan UMKM dijelaskan

dalam Pasal 3 ayat (2) Permendag No.53 tahun 2008, meliputi:

Strukfur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

Tingkat péndapatan ekonori rumah tangga; |

Kepadatan pendudu;

Pertumbuhan pendudulc;

Kemitraan dengan UMEKM loxal,

Penyerpan tenapga kerja lokal;

Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional scbagai sarana bagi

UMKM lokal;

8. Kcheradaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;

9. Dampak positif dan negalif yang diskibatkan oleh jarak antara
hypermarket dengan pasar (radisiopal yang ielah ada sebelumnya; dan

A O o

10. Tanggung jawab sosial perusahaan. L \

Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko mmodern
wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (R‘?RW) Kﬁi}zz?gtezzf Kota,
dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) KabupatenKota termasuk
peraturan zonasinya. Toko modern yang dimaksud adalab toke dengan sistem
- pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang
berbentuk perkulekan. Pada penataan toko modern terdapat batasan luas lantai
yang diklasifikasikan schagai minfmarket, apabila luas lantal kurang dari 400m™;
supermarket apabila luas lantainya antara 400m® sampai depgan 5.000m’;
hypermarket apabila luas lantainya diatas 5.000m®; departement store apabila huas
lantainya diatas 400m’; dan perkulakan apabila luas lantainya diatas 5.000m’.
Namun terdapat pembedaan batasan luas lantai terbadap usaha toko modern
dengan modal dalam negeri 100% yaitu dikatakan minimarke? apabila luas lantai
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penjualannya karang dari 400m’; ‘supermarket dengan luas lantai penjualan
kurang dari 1.200m%; departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari
2.000n7. _

Perpres No.112 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas m'cnge'nai jarak
antara pasar tradisional, pusat perbelanfaan, dan toke modern. Mengenai lokasi
beroperasinya kegiatan usaha hanya terbatas pada akses sistem jaringan sebagal
berikui'2: R o

1. Eerifuiakan hanya boleh berlokasi pada atai pada akses sistemn jaringan
jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;

2. Hypermarket dahpusdt perbelanjasn hanya boléh betlokasi pada atau
pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh
berada pada kawasan pelayanan lokal atan lingkungan didalam
kota/perkotaan;

3. Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pada sistem
jaringan jalan lingkungan dan ftidak boleh berada pada kawasan
pelayanan Jingkungan di dalam kota/perkotasan;

4, Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan falan, termasuk
sistem jaringan jalan lingkupgan pada kawasan pelayanan lingkungan
{perurmahan) didalam kota/perkotsan; - e

5. Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan,
termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan
pelayanan bagian kota‘kabupaten ataz  Jjokal atan  lngkupgan
{perumahan) didalam kota/kabupaten.

' Lihat Pasal § Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tzhun 2007 tentang
Pengtaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Yang dimaksud
dengan jalan arter] yaitu merupakan jalag umum yang berfungsi melayani angkutan wlama dengan
¢irl perjalanan jarak jauh, kecepstan mata-rala tinggl, dan jumlab jalas masuk dibeiasi secars
berdaya guna. Jalan kolektor adslah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani anpkutan
peagarapul atau pembagi dengan cirl pedjalavan jarak scdang, kecepatan rafa-rata sedang, dan
jumiah saian masuk dibatasi. Jalan loka! adalah merupakan jalan wmem yang berfungsi melayani
angkutan setesnpat dengan oiri perjalanan jarak dekat, kecspatan rata-rata rendah, dan untsh jalan
masuk fidak dibatasi. Julan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
anghkutan lingkongan dengan cirt perislanan jarak dekat, dan kecepatan mata-rata rendgh. Sistem
faringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk pengembangan semuz witayab di ingket nasional, dengan menghubungkan
semua simpul jasa Gistribusi yang berwujud pusat-pusal keglatan. Dan yung dimaksud dengan
sistem Jaringan Jalan sekunder adalah merypakan sister jaringan ulan denpan peranan pelayanan
distribusi barang dasi jasa untuk masyarakal didalam kawasan perkotaan.
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Hubungan antara pemasok dengan toko modern berupa kerjasama usaha
dengan sistem kemitraan dan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan
saling menguntungkan. Kemitraan usaha disini dapat berupa dalam bentuk aturan
kerjasama pemasaran, . penyediaan lokasi usaha, kerjasama usaha, dan prinsip
kebebasan berkontrak. Apabila didalam kerjasama usaha yang dilakukan antara

pemasok dengan toko modern diatur mengenai syarat-syarat perdagangan, maka

syarat-syarat perdagangan tersebut harus jelas, wajar dan berkeadilan, dan saling

menguntungkan serta disepakati oleh kedua belah pihak tanﬁa adanya tekanan.
Kerjasama usaha yang dimaksud wajib berbentuk perjanjian tertulis dalam bahasa
Indonesia. Adapun pembatasan dalam syarat-syarat perdagangan (trading terms)
bertujuan agar perkembangan frading ferms yang semakin berkembang setiap
tahunnya tidak semakin memberatkan pemasok, khusunya pemasok kecil. Apabila
aturan mengenai batasan trading terms tidak dibuat maka secara jangka panjang
akan dapat mengancam kelangsungan produsen lokal, dimana produsen lokal
yang sebagian besar merupakan pemasok kecil hanya memiliki posisi tawar yang
lemah dibandingkan dengan pemasok usaha besar. Sehingga jika keadaan ini
terjadi, maka akan berdampak terhadap perekonomian nasional kita karena
efisiensi yang dilakukan oleh produsen Indonesia hanya akan lebih banyak
dinikmati oleh peritel modern daripada konsumen'** -

Terhadap aturan perizinan, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan
usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko miodem, wajib
memiliki: i F '

a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar

~ Tradisional;

b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan

Pusat Perdagangan.
¢. Izin Usaha Toko Modern (TUTM) untuk Minimarket, Supermarket,
Departement Store, Hypermarket, dan Perkulakan.
Izin usaha ini dimohonkan dengan melampirkan beberapa dokumen terkait
dilengkapi dengan hasil analisa sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari

'* Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Pedoman Penataan dar Pembinaan
Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Permendag No. 53/M-
DAG/PER/12/2008, Ps.6-7.
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instansi yang berwenang. Khusus terhadap IUPP dan IUTM, waiib melakukan
rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Permohonan izia usaha
diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dan diterbitkan oleh Bupati/ Walikota
atau Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta. Terhadap penerbitan
[UP2T, Bupati/Walikéta atau Gubesur Pemerintah Propinsi Daersh Thukota
Jakarta dapat melimpahkan kewenangan penerbitannys kepada Kepala Dinas/
Unit yabg bertanggung jawab di bidang perdagangan atau di bidaﬁg pembinaan
Pasar ‘Pradisional atan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. 'I‘erha&a;;
penerbitan [TUPP dan TUTM, Buiéaiif%’aizkota atau Gubemur Pemerintah Propinsi
Daerah Ibukota Jakarta dapat melnnpahkm kewenangan penerbitannivs kepada
Kepala Dinas/ Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
setempat. Izin usaha sebagaimana dimaksud diatas berlakn hanya untek satu
lokasi usaha, dan berlaku selama masih beroperasi atau melakukan kegiatan assha
pada lokasi yang sama. lzin usaha tersebut wajib dilakukan daftar ulang setiap
lima tabun'*

Perpres No.112 tabun 2007 juga mengatur mengenal pemberdayaan dan
pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berapa
penciptaan gisiem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap semberdaya
manusia, Iccnsuitasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana
manpurn prasarana. Adapun pexnermtah dacrah tkut andil dalam pembinaan
terhadap pasar tradisional (Pasai 13 ayat (2)) dengan cara mengupayakan sumber-
sumber alternatif pendamsan untuk pemberdayasn Pasar Tradisional sesuai
ketenduan  -peraturan penmdagg&mdangan yang berlakn; meningkatkan
kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional; memprioritaskan
kesempatan memperoleh terupat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah
ada scbelum dilakukan renovasi stau relokasi pasar tradisional; mengevaluasi
pengelolaan pasar tradisional. Pada Pasal 15 ayat (3) dalaim rengka pembinaan
pusat perbelanjaan dan toko modern, pererintah daerah melakukan pembinaan
dengarn cara memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina
pasar tradisional dan mengawasi pelaksanaas kemitraan.

Y4 tndonesia, thid, Ps.11-15,
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Didalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 112 tabun 2007, tujuan

yang hendak dicapai yaitn'**;

1. Pemberdayaan usaka pérﬁagangan eceran skala kecil dan menengah,
usaha perdagangan eceran madern dalam skala besar agar dapat tumbuh
dan- berkembang serasi, saling memerlukan, saling mempermzaﬁ,' dan
saling menguntungkan; _

2. Menciptakan tertib persaingan daa keseimbangan kepentingan produsen,
'pemsék,_ toko modemn, dan konsumen, _ |

Diari tujuan peraturan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya
peraturan ini mengatur mengenat dua pelaku usaba dengan latar belakang
ekonomi berbeda vakni pelaku usaha keeil menengah, dan pelaku usaba besar.
Didalam kegiatan ekonomi, pelakn usaha besar dengan kemampuan keuangan dan
manajemen yang baik fentu dapat melakukan efisiensi secara maksmmnal, pamun
bageimana halnya dengan pelaku usaha kecil menengzh? Sebagaimana telah
dibahay mengenal Difference Principle oleh John Rawls pada bab sebelumnya,
peraturan fni bertujuan untuk mengatur agar pelaku usaha besar mampu
memberikan sinergi positif {erhadap pelaku usaba kecil menengab, misalnya
melalui usaha yang menghasilkan frickle down ¢ffect. Peratwan ini
mcngakmaﬁsas'i}éan hal temet;ut: maiaiui adanya “usaha E:emitmén dan
pemberdayaan terhadap pelaku usaha kecil menengah oleh pelaku usaha besar,
Disind teriihat aéa upaya yang mengatur agar pelaku asaha kecil menengah dan
pelaku usaha besar saling menguntungkan dan memerlukan''.

Terhadap tujnansya dalam menciptakan persaingan dan keseimbangan
kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen, maka peraturan ini
wajib membatasi agar tidak terjadi kemakmuran yang terpusat pada ovang seorang
atau kelompok tertentu. Terlebih didalam pasar bebas, akan sulit untuk membatasi
pelaku usaha asing untuk tidak melakukan kegiatannya di Indonesia. Oleh sebab
#u dengan bersumber pada demokrasi ckonomi, pemerintah mengupayakan

% Lihat komsiderans Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007
tentang Pensiaan dan Pembinaan Passr Tradisional, Pusat Perbelanjasn dan Toko Modern,

"4 {ihat Rawls (b), op.oit, pg.60 dan konsiderans Peraturan Presiden Republik Indonesia
Momor 112 tahun 2007 tentang Penatsan dan Pembinaan Pasar Tradisionsal, Pusat Perbelanjaan
dan Foko Muodern.
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kebijakan dalam hal pengawasan agar persaingan dapat berjalan dengan seimbang

schingga tidak lagi terdapat pemusatan kelnatan pada suatu golongan tertentu'’.

Disinilah pentingrya harmonisasi peratucan ini dengan peraturan persaingan usaha

di Indonesia.

Dari pembahasan diatas dapal disimpulkan bahwa pada prinsipnys

peraturan il sejalan dengan kondisi fair yang berlaku. Namun, apakah pengaturan v

ini dapat mn}azm'ﬁ terciptanya tujuan-tujuan tersebut diatas, hal ini perlu

dilakukan telaah lebih lanjut me::zgénai substansi dan budaya aparat yang

berwenang menjalankan wewenangnya,

" Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopeli dan Persaingan Usaha Yang
Tigdak Sehat, UL No.5, LN No.33 tehun 1999, TLN No 3817, Ps.3.
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BAB 4
IMPLEMENTASI PERATURAN ZONASI PERPASARAN DI DKI

JAKARTA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

41  Peraturan Zonasi Perpasaran Terhadap Prinsip-Prinsip Persaingan
Usaha. \ | _ ‘ \ '

Dasor pemikiran diterbitkannya Perpres No.112 tabun 2007 dikarenakan
adanya fakta di lapangan akan pertumbuhan Pasar Moderny Toko Modern yang
sernakin menjamt';r, dan tidak diimbangi dengan antisipasi pengéiaiaan pasar
tradisional yang profesional schingga pedagang pasar tradisional dan pewarung
pemukiman semakin terdesak makg periu dibuat sturan main yang berkeadilan
bagi semua pibak yang terkait. Akan tetapt didalam penerapannya, penyusunan
Perpres yang memberikan mandat sangat besar kepada pemerintah daerah melalui
otonomi daerah ini dintlai masth terdapat banyak kelemahan, Diantaranys Perpres
ini tidak mengatur jarak atau zonning secara jelas atau spesifik antara pasar
tradisional dengan pasar modern. Hal ini tersirat dalam Pasal 4 Ayat {1) huraf b,
bahwa “Pendirian Pusal Perbelantaan dan Toko Modern waiib memperhatikan
jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya”.
- - Melalul kata “wajih memperhatikan”, Perpres ind tidak mengatur secara tegas dan
“jelas berapa meier-atau berapa kilometer batas/ jarak- minimal kedekatan antara
pasar tradisional dengan pasar modern fermasuk imimimarket, supermarket,
hypermarket. Harapan muncul ketika petupjuk pelaksana melalni Peraturan
‘Menteri Pérdagangan Nomor 53 tahun 2008 diterbitkan. Kebijakan vang
merupakan pedoman pelaksapa Perpres ftu dibamapkan mampu melengkapi
kekurangan Perpres, khususnya akan penetapan zonasi secara spesifik. Namun,
kenyataannys Permendag int masih juga kurang transparan. Permendag banya
menjelaskan babwa lokasi pendirian pasar tradisional maupun pasar modern harus
memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib
melakukan analisa kondisi sosial masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
Batasan yang meliputi analisa kondisi sosial diatur dalam Pasal 3 ayat (2) hurof i,
bahwa “Analisa kondisi sosia. ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar
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Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dampak
positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar
Tradisional yang té[ah ada sebelumnya”. Dimana penentuan jarak antara
‘Hypermarket dengan Pasar Tradisional dilakukan melalui pertimbangan-
pertimbangan (Pasal 3 ayat (3)):

a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan

Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;

b. Iklﬁn usaha yéng sehat antara Hypermarkei: dan Pasar Tradisional; .

c. Aksesbilitas wilayah (arus lélu lintas);

d. Dukﬁnga.nf ketersediaan infrastruktur; dan

e. Perkembangan pemukiman baru.

Penjclasan Permendag diatas, tidak juga memberikan batasan secara tegas
mengenai pengaturan zonasi antara toko modern dengan pasar tradisional. Lokasi
pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing daerah. Ini artinya penerapan
regulasi lanjutan diserahkan kepada-Pemerintah Daerah. Perwujudan pengaturan
ini membutuhkan komitmen yang tinggi dacri Pemerintah Daerah agar
implementasi RTRWK bukan mengikuti “bandul” kepentingan atas nama
“pembangunan” daerah, namun sebaliknya justru pelaksanaan pembangunan
daerah yang berpedoman pada RTRWK, siapa pun kepala daerahnya'*?

' Kelemahan la.nmya yaitu lokasi pendlrlan pasar tradisional, Toko Modem
dan Pusat Perbelanjaan menggunaka.n istilah yang kurang dimengerti. Pasal 5
Ayat (2) Perpres No.112 tahun 2007 misalnya, bahwa:

Hipermarke! dan Pusat Perbelanjaan:
a. Hanya boleh berlokasr pada atau pada akses sistem jaringan ]alan
arteri atau kolektor; dan
b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di
dalam kota/ perkotaan.
Pengertian jalan arteri, kolektor, primer, atau sekunder, menurut APPSI
kalimat tersebut tidak jelas dan tidak tegas, rancu, dan tumpang tindih karena

1% Diah Lukisari, Persaingan Pasar Modern-Tradisional, < hitp/fwww. wawasandigital.
com/index.php?option=com content&task=view&id=18657&Itemid=62>, diakses pada 3 April
2009.
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dapat diartikan semm schinpgga bisa dijadikan dalih, tergantung slapa yang
berkuasa dan/ atauy berwenang menerbitkan perizivan ketika menjebat, karena
pemahaman atas tulisan tersebut bisa berbeda keberpihakannya'®.

Hal lain yang dinilai masih cakup memberatkan pedagang  Pasar

Tradisional ddalah mengenai Pasal 2 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa

“Perdirian Pasar Tradisional wajib momenuhi ketentuan untuk meroperhitungkan

kondisi sosial ekonomi musyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat

Pérbﬁlanjm dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di
wilayah bersangkutan™. Pengertian pendirian Pasar Tradisional yang wajib
memperhatikan keberadaan Pusat Perﬁeianjaan dan Toke Modern ini ziiniléi
mengandung maknz yang bertentangan dengan maksod dan tujuan dibentuknya
Perpres No. 112 tabun 2007, khususnya didalam pemberdayaan pasar tradisional.
Kaiimat tersebut dapat menmimbulkan persepsi lain yang arabinya uwniuk tidak
melindungi pedagang pasar tradisiona! dan pewarupg keci! pernukiman vang telah
ada jauh sebelum berdirinya passr modern. Definisi yang dapat menimbulkan
pengertisn Jain jupga tersirat dalam Pasal 1 angka 7 mengena istilah pemasok yang
ditujukan pada pelaku usaba yang secara teratur memasok barang kepada Toko
Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaba, Definisi
pemasok digini hanya ditujukan pada pelaku usaba yang memasokan barang

kepada Toko Modern saja dan bakan Pasar Tradsional. Padahal kenyataannya
banyak ditemui Pasar Tradisional yang menjual produk kebutuhan sehari-hari -

yang diperoleh dari seorang pemasok.  Artinya posisi pemasok memiliki nilai
penting dalam kegiatan ckonomi Pasar Tradisional. Oleh sebab #u scwajamya
penyusunan definisi pemasok juga melipuli bubungennva terhadap . Pasar
Tradisional sebagai peritel kecil, sehingga Pasar Tradisional mampu bersaing
secara sehat dan berkeadilan.

Salah satu toko modern yang cukup menjedi ancaman bagi pewarung kecil
dan Pasar Tradisional sejak dahulu adalah kebadiran minimarket atau convenience

" Lihat Anslisa Kajian dan Telash Tim Advokasi DPP APPSI Terhadap Peraturan
Presiders Repubiik Idonesia Nomor 112 Tabur 2007 tentang Penataan das Pembiuasn Paser
Tradisional, Pusat Perbelaniaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
33M-DAG/PER/1Z/2008 tentang Pedoman Fepatuwan Jan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbeianinan dan Toko Modem.
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store. Dimana pada tahun -2000 pernah terdapat pengajuan atas keberatan
pewarung kecil terhadap kehadiran minimarket Indomaret yang melakukan

kegiatan usaha berdekatan dengan bewarung kecil. Namun, pada Perpres ini -
rupanya pengalaman tersebut tidak dimasukan menjadi suatu hal );ang dinilai
cukup penting bahkan dapat dikatakan kebijakan ini melindungi usaha
Minimarket. Melalui Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa “Minimarket boleh
berlokasi pada setiap - sisterﬁ jar'mgan _jalan, termasuk sis_fem- jaringan jalan
lingkungaﬁ pada kawasan pelayanan ]ingklmgan'(perumahan)-di-dalam kota/
perkotaan”. Dengan demikian tidak ada batasan atau jarak yang mengatur secara
jelas antara minimarket dengan usaha pewarung kecil dan Pasar Tradisional.

Begitupula halnya dengan persyaralan analisa kondisi sosial masyarakat di
wilayah bersangkutan, minimarket dibebaskan untuk tidak mengikuti persyaratan
ini. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Permendag No.53 tahun 2008 bahwa
“Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem selain
Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonmomi masyarakat,
keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan”.
Penunjukan kalimat “...selain Minimarket...” pada umumnya merupakan tindakan
diskriminatif yang sifatnya melindungi jenis Toko Modemn berupa Minimarket.
- Demikian halnya yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a da;ll b dan ayat (8)
yang memberikan pengecualian berupa kemudahan akses di bidang perizinan
terhadap Minimarket. Seharusnya pada saat kedua ketentuan ini dibentuk selalu
berpedoman pada latar belakang, tujuan dan maksud daripadanya agar tidak
térjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak. -

Mengenai sanksi, kedua peraturan ini dinilai belum cukup meng_atur
tentang sanksi, baik terhadap pelanggaran per pasal maupun pelanggaran
kolektivitas atau gabungan dari berbagai pasal.

Apabila melihat latar belakang dibentuknya Perpres No.112 tahun 2007
dan Permendag No.53 tahun 2008, maka dasar pembentukannya adalah ekonomi
kerakyatan yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR/XVI/
1998 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berlandaskan atas ketentvan
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perundang-undangan itu, maka seharusnya pemerintah menunjukan perlindungan
terhadap pasar tradisional dan usaha kecil dan melakukan upaya untuk roengatas:
persaingan yang tidak sehat dan penyalahgonaan posisi dominan akibat adanya
market power. Hal ini ditujukan agar tujuan kesejahieraan sosial dapat tercipta.
Untuk menentokan apakah muatan Perpres No 112 tahun 2007 dan Permendag
No.53 tahun 2008 sudsh mengarsh kepada upaya mengatasi persamgan usaha
. yang tidak sehat, maka perly kem%aii \mengingét prinsip—prinsip' Hukum
Persaingan Usaha. Prinsip-prinsip’  persaingan usaha dapat dilihat peada
konsiderans Undang-Undang Nomer 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memuat’ :

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi hares diarabkan pada
terwiiudnya kesejahteraan rekyat berdssarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

2. Bahwa demokrasi dalamm bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan vang sama bagi setiap warga pegara unfuk berpartisipasi di
dalam proses produoksi dan pemasaran barsng dan/atau jasa, dalam iklim
usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Iidlomesia harus berada dalam

‘\ situasi persaingan yang schat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan
“ ‘adanya pemusataiz kekuatan ckonomi pada pelaku usaha tertenty,
dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang ielah difaksanakan oleh

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perianiian internasional.
| Didalam memperhatikan situasi dan kondisi diatas, kita wajib mencermati
dan menata kembali kegiatan usaba di Indonesia agar dunia usaba dapat tumbuh
berkembang secara sehat dan benar, sehingga fercipta ikHm persaingsn usaha
yang schat, serta terhindarnya pernusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau
kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan

' Rachmadi thsman, Hukum Persoingar Usaha di Indonesia, (Jakarta; Gramedi Pugtaka
Utema, 20664), hat. 7.
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usaha vang tidak sehat vang merugikan masyaraekat, yang bertentangan dengan
cita-cita keadilan sosial®™!,

Apabila kita menarik garis antara prinsip-prinsip persaingan usaha dengan

Perpres Nomor 112 tahun 2007, maeka terdapat ketidek selarasan, Hal imi

disebabkan karena tidak adanya sturan di dalam Perpres yang mencegah agar
tidak terjadi persaingan bebas antara pasar tradisional dengan pasar-pasar ritel
raksasa  Secbaliknya ketentuan Perpres cenderung mendukuag pelaku peritel
' :raksasa yang sebagiaﬂ\?;esar merupakah perite! asing yang menanamkan modalnya
di Indonesia Apabila hal ini diblarkan terus tedadi dan tidak terdapat
perlindungan lebih terhadap petitel kecit atau pasar tradisional, maka perlahan tapi
pasti pasar tradisional akan segera tersingkir. Padahal seperit yang kita ketahui,
pasar tradisional berperan besar dalam roda perekonomian pasional. Dimana
didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang melibatkan pedagang usaha kecil
hingga unit usaba berskala menegah yang merupakan sinergl mata rantal
berbasiskan ekonomi kerakyatan Dengan mayoritas produk dalam negeri, pasar
tradisional merupakan penggerak “GDP riil”' %, berbeda dengan ritel yang lebih
mengedepankan faktor harga dalam pemilthan produk tanpa mempedulikan asal
produknya yang akhirnya berujung pada keuntungan pengusaha besar dan negara
maju'®. Agpabila hal ini terus berlanjut, maka kemungkinan produk dalam negeri
akan kalah dengan produk asing dan Ind(}n-esia hanya akan menjadi negara
pengkonsumsi produk asing sementara ketimpangan ékonomi terus terjadi.

Solusi untuk menciptakm keadilan dan persaingap usaha vang schat salah
satunya adalah dengan menentukan zonasi secara tegas karena selama ini yang
menjadi permasalahan adalah persaingan pasar kecil dengan pasar besar yang
saling berhadépan (face to face) padahal hal ini jelas akan menghancurkan pasar
yaug lebib kecil. Oleh sebab itu penentuan zonasi seharusnya dilakukan sebagai
keteptuan minimum fenfang jarak dan tata letak antara pasar tradisional dengan
pasar modern pada hubungan ekonomi yang fidak saling menganggu. Tujuannya

! Libat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan
Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2 GUP (Gross Domestic Product) atay Produk Domestik Bruto yaitu total nilai barang
dan jasa yang dJilimsilkan seate negara, hhat <htipifiwww bbe.co uk/indonesian/learningenglish/
witn/2008/01/080111 russieholiday.shtml>, diakses 13 Juni 2009,

13 Lihat Forum Kajian Strategis Universit-s Gajah Mads, Poser Trodisional, Masikkah

Mendapar Perhatian, <httpffforumkastratugm_biogspot.com™>, diakses 17 April 2009.
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supaya pasar tradisional tidak dikepung oleh peritel modern. Seharusnya peritel
modern ditempatkan di kawasan baru atau berada di lnar pemukiman schingga
memiliki jarak yang signifikan terhadap pasar tradisionmal. Seperti halnya di
negara-negara majy, pendirian 'gerai ritel di pusat kota tidak diizinkan. Jarakoya
“dari pusat kota setideknya harus sefauh 10 km. Hal ini dikarenakan pelanggan
gerai ritel modern iiia.aggap memiliki kemudahan akses transportasi. Demikian
hainya yang A;iii}eﬂaku_kan juga di Amerika Serikat dan Prancis yang zonasi
persaingan bisnis rite&zya- sahga;z teratur, dimana peritel besar seperti Carrefour
tidak ditempatkan di tengah-tengah kota seperii di Indonesia, melainkan di sub-
urban'™. Demikian dengaﬁ adanya peraturan perizinan yang jeias dan pejabéi
yang berwenang turut mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif.
Di DK Jakarta, sebenamya telah ada regulasi yang mengatur secara tegas
jarak minimal pendirian pasar melalul Peraturan Daerab Nomor 2 tahun 2602
tentang Perpasaran Swasta 1M Propinsi Daerah fhukota Jakarta. Namun,
kenyatgannya pemerintah pusat sulit mengeontrol kebijakan pemerimtah daerah
menyangkut pasar modern, Sementara itu, kebijakan pertumbuhan pasar modern
berada di tangan kepala daerah tanpa ada regulasi pengontrol yang mengawal
kebijakan kepala daersh'®. Akibainya regulasi tersebut tidak berfungsi secara
maksimal,v}:ai ini dikarenakan peraturan tersebut tidak berlaku surut.
Memperbatikan situasi dan Kondisi diatas, maka dapat diketahui bahwa
pada dasarnya pemeriniah memberikan kesemp‘étan vang oukup lass untuk
melakukan kegiatan ckomomi, nmamun tefap ada peran pemerintab scbhagai
pengawas dan regulator kKhususnya dalam penetapan zonasi Tujuannya agaer
tercipta iklin usaha yang kondusif dan tidak ada pemusatan kekuatan pada pihak
tertenty  yang dapat ' menycbabkan plhak ifain dirugiken. D1 bidang ritel
perhindunpan usaha kecil sangat dibutuhkan agar usaha kecil mampu bersaing
dengan usaha menengah maupun usaha besar. Hal ini diatur pada Pasal 50 Huref
h Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Larangan Prakick Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana merupaken implementasi dari Pasal 5 Tap

15 Sudarmadi, “Menyelamatian Para Liliput,” Majaloh Swa (No.06/XXV/19 Maret ~i
April 2009): 48-56.
3 Lihat Forum Kajizn Strategis Universitas Gajuh Mada, op.oit,
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MPR XVIMPR/1998 tentang Politic Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi. |
Berpedoman pada Tap MPR XVI/MPR/1998, kedua ketentuan Perpres
No.112 tahun 2007 dan Permendsg No.53 tahun 2008 secara makro belum
marmpu menyeimbanykan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Tap MPR XVI/MPR/1998.
Dengan ketentvan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 -
sebagai berikut:

Pasal 3

“Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidsk boleh dan harus
ditiadakan terjadinya penurmpukan aset dan pemusatan kekuatan ckonomi
pada sesecrang, sekelompok orsng atau perusahean yang lidak sesual
dengan prinsip keadilan dan percerataan’™.

Pasal 4:

“Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam
pengembangan usaha serta segala kepentingan ¢konominya, agar dapat
mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada
sumber dana.”

Pasal 5:

“Usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekononi
nasional harus memperoleh kesempatan uiama, dukungan, perindungan
dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas
“kepada kelompok tsaha ekonmomi rekyat, tanpa mengabaikan peranan
usaha besse dan Badan Usaba Milik Negara -

Baik ?czpres maupun Permepdag belum sscara jelas mengupayakan
perlindungan terhadap pasar iradisional scbagai pilar utama ekonomi nasional.
Kedua regulasi itu sifatnya masih abu-abu, bahkan cenderung masih 'ma}indurigi
peritel modern. Kenyataan di lapangan, pasar tradisional masik  belom
mendapatkan kesempatan yang sama untok berpartisipasi di dalam iklim nsabha
yang schat. Zonasi pasar tradisiora! masih berhadapan dengan peritel modern
raksasa secara face io foce skibatnya kekuatan ekonomi vang dimiliki peritel
modern menyebabkan pasar tradisional semakin terpmggirkan. Solusi vang sudah
dilakukan pemerintah bukan melalui penegasan dalam batasan jarak pendirian
pasar dan pengawasan dalam pemberian izin, melainkan melalui peremajaan pasar

yang merupakan implementasi dari pembinaan dan pemberdayaan terhadap pasar
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tradisional. Tujuan utamenya agar pedagang pasar tradisional dapat bersaing
dengan peritel modern. Hal ini menimbulkan masalah baru berups masalah
ketidaksebandingan. Artinya pedagang pasar tradisional yang tergolong dalam
ckonomi lemah tidak dapat disejajarkan dengan peritel modern. Ditinjau dari
kemampuan finansial, apabila mereka bersaing berhbadapan maka secara otomatis
pedagang pasar tradisional akan . tersingkir. Demikian pula halnya ketika
peremajoan pasar dilakukan dengan alasan agar lokas) pésa: tidak lagi identik:
dengan becek, kotor, bau dan fial-bal lain yang menjadi salah saty alasan
konsumen beralih ke peritel modern. Dengan adanya peremajaan gedung, secara
otormatis membutublan biaya yang cukup tinggi Meskipun pedagang pasar
tradisional tetap memiliki hak prioritas untuk menempati lokasi pasar yang telah
direnovasi, namun biaya untuk menyewa lokasi tersebut tentulah tidak murab. Hal
ini seringkali memberatkan pedagang pasar tradisional. Oleh sebab itu penatsan
zoning secara tegas, jelas, dan spesifik, dan didukung oleh penegakan hwkum (aw
enforcement) yang kuat diharapkan mampu menjawab permaszalahan persaingan

di bidang ritel.

Menarik kesimpulan dari kondisi dan situasi diatas, kehadiran Perpres dan
Permendag masth belum dapat memfasilitasi pasar tradisonal, usabz kecil dan
menengah untuk mendapatkan keadilan dan pemeratasn dalam usahanya. Kedua
ketentuan itu dianggap - belum menenjukar adanya pemberian  kesempatan
terhadap para ﬁedagang pasar tradisional, pelaku usaha keeil, dan menengah untuk
berada dalam situasi persaigan yang sohat dan wajar, Hal ini disebabkan masih
terdapat beberapa humbatan didalam kedua kelentuan tersebul yang sifatmya
- cukup signifikan, antara lain: ' : ‘
I. Tidak adanya pengaturan mengenal jarak seeara tegas ateu pemisahon

lokasi, meskipun sudah diatur mengenai sysrat-syarat pendirian soatu
pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

2. Penyusunan pendirian lokasi pada Perpres dan Permendag cenderung
menpgunakan istilab vang kurang tepat herups status jalan, sehingga
dapat menimbulkan persepsi yang berbedn Seharusnya penyusunan
pendirian  lokasi memperhatikan mengenal  status  ekopominya,
misalnya apakah jetak yang ada dapat menycbabkan persaingan usaba
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yang tidak sehat ateu apakah pasar tradisional yang sudah dahulu ada
berhadapan secara langsung dengan peritel raksasa dapat terus
bertahan,

~3. Perpres i tidek berlaku surut. Artinya pasar yang sclama ini
melanggar zonasi tidek éapat dikenakan sanksi sesuat Perpres tersebut,
Sementara #tu sudah terdapat ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2

tahun 2002 tertang Perpasaran Swasta Di Propinsi Daerah Khusus. -

Ibukota Jakarta, namun implementasinya tidak berjalan dengan lancar
karena Pemprov tidak tegas dalam menjalankan Perda terscbut.
Padahal pada Perda ini telah diatur mengenai zonasi dan mekanisme
harga sebagai bentuk perlindungan terhadap pedagang pasar

tradisional'*®,

¢ Peraturan Daersh Nomor 2 Tahun 2002 fentang Perpasaran Swasta Di Propinsi
Dagrah Khusus Ibukota Jakaria pada dasamya telah memiliki aturan yang jelas untuk melindungi
pedagang tradisional, misalnya mengenat lelak dan jarak perpasaran, mekanisme hargs, dan
metode penjualan produk oleh pasar moden agar fidak memaiiken vsaba pasar tradisional
Mengenai uas wilayah pendirian usaha perpasaran swasta, misalaya usaba Mini Swalayan (Mind
Market) luas lantai usahanya maksimal 200 m* usaba Pasar Swalayan {Supermarket) luas Janisi
usahanya maksimal 4.000 m®; ussha Pasar Serba Ada (Hypermarket) luas lantai usahanya lebih
dari 4.000 m* dan maksimal £.000 m’; usaha Toka Departement Store luas lantai usabanya febik
dari 200 m® dan maksimal 8.000 m®. Didalam penyelenggarasn usaha perpasaran diatur mengena
luas jarak yang diatur dalam Pazal 10, balwa:
- a. Usaha pérpasaran swasta yang Juas lantsinys 100 m® sampal dengan 200 m° bamus
berjarak radies 0.5 km dari pasar lingkungan dan ferletak disisi jalan Lingkungan/
Kolektos! Arteri; ' 5
b. Usala perpasaran swasta yang luas lantainya diatas 200 m® sampat dengan 1,000 m?
harug berjarak radius 1,0 km dari pasar Lingkungan dan terfetak disisi jalan Kolektor/
Arteri; :
¢. Usaha perpasaran swasts yang luss lantainys diatas 1.000 m° sempail dengan 2.000
m?2 harus berjsrak radius 15 lon dai paser Lingkungan dan ferletak disisd jalan
~ Ralektor/ Arteri; \ : \
d. Ugsha perpaseran swasta yang luas lantainya diates 2.000 m° sampai dengan 4.000
m* harus berjarak radivs 2 km dari pasar Lingkungan dan terfetak disisi jalan
Kolskior/ Arteri;
¢. Usaha perpasaran swasta yang luas lantainys diatss 4.000 m® harus berjorak radius
2,% ke Jari pasar Lingkungan dan terletak disisi jalan Kolektor/ Arsteri.
Mengeeal mekanisme harga, misainys di dalem Pasal 9 diatur mengensi harga jual barang sejenis
yang lidak boleh dijual jauh lobih rendab dengan yang ada di warnng dan toko sckitamya. Untuk
ussha perkulekan sccara jelas diterangkan bohwa usaha grosir tidak boleh menjusl langsung
kepada konsumen schingga bentuk penjualannyz harus dafam jumlah tertentu stau partai besar,
diatur dalan Passl ¢ yang berbunyi “kegiatan penjuslan dilakuken dalam ukuran partai beser atau
datam jumish tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kedian, grosiran, dan takaran/ timbangan yang
tidak dilakukan secars langsong kepads konsumen akhir tetapl dalam bentuk keanggolasn
{member). Selain #a terdapat bentuk perfindungan lainnya terhadap pasar tradisional yang diatur
dalam Pasal 16, dimana pasar modemn berskale besar dan menengsh yang melakukan usaha
grosimya dilarang untuk kegiatan usehanya schagai pedagang pengecer dan dilarang menjual
komodit secara langsung kepads konsumen akhir.
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4.2  Kasus Carrcfour \

Carrefour dan Promodes yang merupakan pelopor hypermarket asal
Perancis, masuk ke Indonesia pada tabua 1998. Carrefour group memulai kerja
‘sama patungan dengan PT. Tigaraksa Satriz Tbk untuk mendirikan dua
perusahaan yaitu PT.Carti Satria Megaswalayan dan PT. Carti Properti Indonesia
untuk mengelola gerainya di Cempaka Putih dan Komplek Duta Merlin. Pada
tahun ya_ng bersamaan, Promodes bekeria sama dengan grup Sinar Mas untuk
mendirikan PT. Contimas Utama Indonesia untuk ‘mengelola gerai Continent di
Pasar Festival. Tahun 1599 terjadi merger global antara Cmfaﬁ::(}toup dengan
Promodes dan bersbah menjadi Carmefour Netherland BV, sehingga
mengakibatkan pergantian nama di seluruh gerai menjadi “Carrefour”. Pada bulan
Januari 2000, Sinar Mas melepaskan sehruh sahamnoya di PT. Contimas Utama
Indonesia kepada Carrefour Netherland BV. Kemudian pada Oktober 2003
margjemen  Carrefour  mengumumkzn  penggabungan  PT. Carti  Satria
Megaswalayan dan PT. Cartisa Properti Indonesia ke dalam PT. Contimas Utama
Indonesia’™’.

Pasca merger olech Carrefour dan Promodes mengakibatkan kemajuan
usaiza dan penmgicaiaﬁ dalam peritel modern. Hai mzlah yang menyebabkan
Cﬂrrefmzr dianggap sebagai ﬁrs!»maz?erf pioneer "pasar serba ada atan
h}rpcrma:kat Melalui mots “One Smp Sﬁmppmg” yam dengan datang ke satu
tempat maka konsumen dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukannya’™
dan dengan tawsran harge yang lebih murah dimana Carrefour bersedia
‘memberikan harga yang termurah, dan apabila térdapat harga di luar yang lebih
murah maka selisih harga tersebut menjadi tanggungan Carrefour untuk
menggantikannya kepada pelanggan dengan disertai bukti pembayaran. Cara ini
banyak menarik konsumen sebingga menimbulkan interpretasi bahwa selurch
harga barabg-barang di Carrefour dijual lebih mursh dibanding dengan pasar

"7 PT. Bisinfocus Data Pratama, “Peta Binis Ritel Modern 4i Indonesia®, Bussines
information Focus (20043, hal 53-55.

% Hypermasket dengan konsep yang merupakan gebunagan antara pasar swalayan
dengan toke serba ada menawarkan jtem barang dalam jumiah yang sangat besar, vaitu lebih dari
40 ribu. Sehingps hanya dengan mengunjungi sstu dempat, konsomen biss mendapatkan semua
kebutuhannys, mulai darl sayur-mayur hingga barang-barang elektronik.
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lainnya. Kenyataannya tidak demikian, peritel asing itu tetap memasang harga
yang tinggi pada barang-barang tertentu (subsidi silang), sehingga kerugian dapat
tertutup. Konsep ini mendapat sambutan dart konsumen p@ar tradisional maupun
konsumen supermarket dan pasar. modermn lainnya, khususpya masyarakat
perkotaan. Hal ini vang menyebabkan perkembangan Camefour begitu pesat.
Hingga tahun 2008 tercatat tak kurang 38 gerai telah dibuka, dan dua geral dibuka
pada awal Januari 2009, Didalam p@igasa_n ekspansinya, Carrefour melakokan
akuisisi sebagai bentuk pengembangan aktivitas perusahazn. Pada tanggal 20
Januari 2008, PT. Carrefour Indonesra melakukan penénda{angamn persetujuan

pembelian saham atau “Share Purchase Agreement” (SPA) dengan pemegéng '

saham PT. Alfa Retalindo yaitu PT. Sigmantara Alfalindo dan Prime Horizon Pte.
Ltd.'””. Didalam SPA tersehut PT. Carrefour Indomesia (PT. CI} membeli
351.019.450 saham milik pemegang saham PT. Alia Retailindo vang mewakili
75% dari jumlah selurub saham PT. Alfa Retailindo, dimana harga beli per saham
yang dibayarkan oleh PT. C1 kepada pemepang saham PT. Alfa Retailindo
sebesar Rp.1.921 per saham dengan nilai total pembelian sebesar Rp.674.3

miliar' 0,

Pembelian Saham PT. Allz Retailinds Berdasarkan SPA'®

Tanggal - e Jumiah Saham yang | Harga Peﬁgambilan - .

Transaksi Penjual Dibeli Per Saham Tujuan Transaksi
21 Januari 2008 | PT. Sigmantara Alfindo | 163.808.000 (35%) | Rp. 1.921 Unfu_k investasi
21 Januari 2009 | Prime Horizon Pte, Lid. | 187.215.450 (40%) | Rp. 1.924 Uniuk invesiasi

Adapun kegiatan akuisisi perhy diteliti lebih mendalam apakah dilakukan untuk

memperkuat posisinya sebagal pernimpin pasar rerad] modern. Hal ini berkaitan
erat dengan pangsa pasar {markel share} dan kekuatan pasar (market power) PT.

% Surat PT Carrsfour Indonesia kepada PT Burse Efek Indonesia tanggal 21 Januari
2008 No.03/Igl-JNB/I/2008 teniang Ketebukaan Informasi Pemegang Saham  Terteatn,
<hftp /1262 155 2. 90/cornorate actionsinew info_isxfienis_Informasi/08 Pencumuman-Bursa/200
&/0]1_Januari/2008-01-31/20080131 ALFA LKS 339 PSI Pembelian®20ssham.pdf~,  diakses
256 Aprii 2609,

" yakub Adi Kritanto, “Analisis Akuisis Alfa Supermarket Oleh Carrefour Dalam
Perspekti]UUbAntiMmcpoli,” Hukuem Bisaig 1 Vol.27 (Januari 2008), hal.34,

Ihid.
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Cl saat ini. Mengingat pada tahun 2005, PT. I diduga melakukan penguasan
pasar dengan cara menghambat/ menghalangi pelaku usaha tertentu untuk

melakukan kegiatan usaha vang sama pada pasar yé:;g bersangkutan (sebagaitnana __

tercantum dalam Putusan No.02/KPPU-L/2005)'®. Berdasarkan hasil temuan
KPPU ini, maka market power dan market share yang dimiliki PT. CI pasca
akuisisi Alfa Supermarket secara otomatis akan dapat menjadi perusahaun ritel
terdepan di Indonesia. Menurut penghitunéziﬁll\{iezisen, pasca akuisisi Alfa, jumlah
outlet Carrefour Group éxeningkat mﬁj&{ii 72 outler’™. _ |

Salah sate keberhasilan PT, I dalam kegiatan ekspansinya disebabkan
okh pos;isi gerainya yang banyak terletak di lokasi straicg’s atan dengan aicées
mudah dijangkau oleh konsumen. Hal ini tentunya mendapatkan tanggapan positif
dari konsumen, didukung jenis #fem produk yang dijeal di gerai Carrefour
termasuk yang paling lengkap.

Pada tanggal 7 Januari 2009, Carrefour membuka gerainva di Blok M
Square yang merupakan peremajaan atas Pasar Melawai dan Pasar Aldiron vang
menjadi tidak kondusif akibat kebakaran'®. Penempatan gerai Carrefour ini

2 Hasil temusn KPPU pada Putisan No.OZ/KPPU-L/200S bahwa sccars alamiah PT.
CI mempunyai kekualan pasar di pasar hypermarkst dalam hal sebaga! berikut;

a.  Merepakan peritel pasar moder yang ferbesar di pasar hypermarket dengan memitiki

enam belas geral dan beberaps gerai Carrefour adalah yeng terluas dibandingkan
perai peritel hypermarket faing ;
b.  Termasuk pelopor/incumbent &i pasar rite) moders dengan konsep hypermarkel;

¢ Posisi gerai Carrefour yang banyak tedetak & lokasi strategis memberikan Terlapor

akses yang signifikan kepada konsumen;
d.  Geral Carrefowr memitiki tinghat kenyamanan dan keleagkapan fasilitas yang tinggi;
e Jesis flem produk yang dijbal di gersi Carefour adaleh termasuk yang terlengkap.
Toid., hal 35-36.

" Yivanews, “Nielsen: Pangsa Pasar Carvefour Hamya 7% < htipeihisnis. vivanews. -

cominews/read/4777 7-niclsen  pangss passr carrefour Banys 17>, diakses 12 April 2009,

""" Pada tanggal 29 Agustus 2005 terjadi kebakaran pada Pasar Melawsi PD Pasar Jeya
Blok M, dimana kebakaran ini menghanguskan 1.000 kios pedagang tradisional. Sebagai bentuk
refokasi atas kebakacan gedung tersebul, tanggal 17 Mei 2006 PD Pasar Jaya membuat perjanjion
dengan PT Melswai Jaya Realty (MIR) untuk membangun kembali pasar yang terbakar it
menjad: Bick M Square. Pars pedagany tredisionsl yang semula berdagang di Pasar Melawai PD
Pasar Jaya Biok M boleb menempati pasar yang baru ferschut (Blok M Sguare) dengan biaya
aatara Rp.6 j'm’ sampai dengan Rp.60 j/m? untuk 20 tehun atau 240 bulan, Padahal berdasarkan
peautwran salah searamg pedagang, harga kiosnys dulu sebelum terbakar hanya sekitar Rp.2
Jotman/m’, Tentunya biaya inl dirasa berat oleh para pedagung tradisionsl, ferlebih skibm
kebakaran menyehabkan kerugian yang cukup signifikan. Pedagang jupa diminta satek mehumasi
(dapat dengan cicilan) Down Papment scbesar 30% dani total harga kios selama 18§ bulan scjak
lahan musih berupa taneh kosong sis2 pembongkaran bangunan lema. Pedagsng trsdisional
berharap untuk dapat menempatkan usshanya di fantad dasar atau lantai safu pasar terschut seperti
penempatan usahanya pada Pasar Blok M pre kebakaran, Perlu diketahui bahwa PI Pasar Jaya
melakukan pengundian ierhadup siape saja pedagang yang masih ingin menempatkan usahanys di
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merupakan hasil kerja sama dengan PT. Melawal Jaya Realty (MIR) selaku
pengembang (develaper), Carrefour menempati area seluas 7,165 m’” yang terbagi
menjadi dua lokasi vaitu pada lantai dua dan tiga'®. Kegiatan usaha Carrefour
beroperasi mulai dari pk.09.30 hinggs Pk.22.00. Sementara itu, pedagang
tradisional eks pasar blok M juga menempati Blok M Square dan berada pada
lantal basement. Zoning atau penempatan lokasi in menjadi kebjakan MIR vang
telah disetujui oleh PD Pasar Jaya melalui pengundian lokasi kios sesuai
pesjanjian yvang dilakukan oleh PD Pasar Jaya dengan MJIL Pada aasan:{ya,
pedagang pasar tradisional eks pasar blok m diberikan prioritas untuk menempati
" usahanya di Bk)k‘ M Square sesual dengan Perpres No.112 tabun 20067 dan
Permendag No.53 tahun 2008 yaitu pusai perbelaniaan wajib meanyediakan tempat
usaha untuk usaba kecil denpan harga jual atau herge sewa yang sesnai dengan
kemampuan Usaha Keell, Demikian, pedugang tradisional eks pasar blok m
seharustiya mendapatkan harga jual alau harga sewa vyang sesuai deppan
kemampuan pedagang tradisional. Mengenai penentuan harga, PD Pasar Jaya
mengaku telah melakukan kesepakatan terhadap pedagang dengan harga jual
berkisar Rp.6 jt/m’ hingga Rp.60 jt/or’.

Blok M Square antuk menentukan penempaian kios, Berita ini disampaikan kepada pedagang
tradisional melalui sclebaran, berifa dan pengumuman yeng didalamnya tersirat harga jual kios dan
repcana penempatan pasar tradistonst di lantai basement. Sayangnya pengendian lersebut ditkut
butir pernyatass berupa paksaan bshwa para pedepang diminta segera mengambil undian
- periempatun kios dalans jangka wakiu 12 hari, “Jika vidak, maka hak para pedagang akan htlang”.

Artinys dengan mengambii undian Mos, pars pedagang dizmgeap sepaka! dengan harga dan

penempatan kios. Meskipun 4i dalam tafs cara pembayaranmys, pedegeng lama diberi keringanan
untuk dapat mencicil selama 24 bolan, namun terhadap harga yang disswarkan pedagang masih
merasa berat,
Untuk diketabui, penunjukan PT Melawai Jaya Realty (MIR) sebagai pengembang
Biok M Sqaure cieh PD Pasar Jaya tidak mengscu pada Keppres No.80 &hun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Tasa, Adspun perjanjian antarg MIR dengan PD Pasar Jaya difakukan atss
dasar SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 tahun 2002 tentang Kerja Sama deagan Pihak ketiga.
Alassn menppunakan SK tersebut karena PD Pasar Jaya lebih diuatungkan. Diakui oleh P Pasar
Jaya bahwa pihaknya tidak mengeluarkan vang sepeser pun dalsm pembangunan Blok M Square.
Didalsm pecjaniion antara MIR deagan PD Pasar Jaya menyebutkan MJR wajib memberikan
kompensasi kepada PD Pasar Jaya sebesar Rp.50 miliar, ditambah aset berupa gedung senilai
Rp.300 milisr. Disamping it MIR hanya diberi wakta 18 bulan unink menvelesatkan
pembangunan gedung. Jika tidak pundi PD Pasar Jays akan semakin penuh dengan denda stan
penalti yang harus dibayarkan atas keterlambatan MIR dalam menyelesathan kewajibannys,
Sebagai kompensasinys, kewenangan untek menjual hak pakai toke kepada pedagang sepenulmya
berada 41 tangan MIR.
Data  diperoleh  dani <hiipAAwww apakabarwy/contentview/1 SR6/88382880/>
<htipSAwwyy,  hukpmoolise com/dotailaspZid=161 76& cl=Berita>,  <attp/fwww. hukumonline,
com/deiail.asptid = 16295&cl-Herita> dan <hMp:/fwww blokm-squarensiBd net/hargs-kios-di-

gasanhigg m»sgzza -murab htmi> diskses 23 Janouri 2649,
www carrefour.co.id diakses 23 Yanvart 2009
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4.2.1 Dampak Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Dilikat dari Aspek
Persaingan Usaha
| Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik,
khususnya didalam terciptanya pendirian kegiatan usaba. Dabulu sebelum adanya
otonont daerah, pengurusan izin usaha bagi investor difakukan oleh pemerintah
pusat- (BKPM) dan pemerintah propinsi (BKPMD). Di era otonomi daerah,
 pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupater, maupun kota diberikan
kewenangan dalam bidang penanaman quai.‘ Namun, pada Undang-Undang
‘Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemeriniab Daereh, tidak dijelaskan lebin lanjut
secara teknis sehingga pada pelaksanaannya penanaman modal daerah seringkali
memimbulkan kendala yang dikeluhkan para investor, berupa tidak efisiennya
penguriusan perizinan vsaha, Disamping iy, implementasi pasca otonomi daerah
seringkali terdapat tumpang tindih dan terikk menarik antara kegiatan BKPMD
propinsi dan BKPM serta instansi daerah yang menangani investas¥/ penanaman
modal, Beberapa dserah menggsbuogkan kewenangan investasi penapaman
modal dalam dinas porindustrian dan perdagangan atau bagian perskonomian.
Ada pula yang merebentuk seatu dinas penanaman modal sendiri. Nanoun, banyak
pufa kota yang belum mampun merumuskan kebijukan atau regulasi sendir
“s-«_ehingga masili terkait dengan kebijakan petmerintah pusat'®®. Melatar belakangi
adanya kelemahan hai terscbut, maka dibentuk suatu sistem perizinan yang
terintegrast melalui pelayanan satu atep. Tujuannys agar pengurusan perizinan
usaha lebih efisien, cepat dan tepai. Terhadap pensnaman mwodal dibentuk
Keppreé Nomor 29 tahun 2004 tenteng ?eizye’:lenggaraan Penanaman Modal
(P&&I)N!PMA) ‘melalui sistemn pelayanan satu atap, yang bertujuan vmuk menarik
masukoya investor unfuk menanamkan investasinya i Indonesia. Mengingat
penanaman modal memberikan dampak positif di bidang ketenagakerjaan.
Terhadap izin usaha, pemerintah sebagat provider atan penyedia, memiliki
kewenangan dalam menentokan apakah izin usaha tersebot diperbolebkan masuk
atau tidak, atau apakah izin tersebut memiliki dampak yang dapat bersinggungan
terhadap hal laitmya Bila pemerintah tidak mengizinkar maka argumen yang

%6 Lihat Falimi Wibawa, Panduan Prakdis Perizinan Usaha Terpadu, (Jakarta:Grasindo,
2007}, bal. 5.
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melandasi, diantaranya adalah pemihakan pada pelaku lokal, perlindungan
domestik, konservasi lingkungan, ataupun alasan -pertahanan/ keamanan'®.
Sebaliknya apabila pemerintah mengizinkaﬁ; maka perlu ditelaah lebih lanjut
bahwa apakah investasi ini dapat menghadirkan dampak positif di lingkungan
perekonomian Indoncsia,

Pemerintah  dacrah  sebagai perpanjangan tapgan pemerintah  pusat
mempunyai kewenangan yang cukup signifikan dalam mn@nﬁt&a&a perizinan,

karena perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah.

Sehagaimana diketahui menjadi otoritas pemerintah dacrah untuk memungat
pajak dan retribusi serta penerbitan izin melalui peraturan daerah, bal inj distur
dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku

Berpeduman pada Perpres 190,112 tahun 2007, meka pendivian Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toke Modern wajib memiliki izin usaha
yang diterbitkan oleh Bupaty Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Propinsi
DKI Jakarta. Demikian otforitas perizinan usaha diberikan kepada pemerintah
dacrah melalui Perataren Daerah. DI Propinsi DKI Jakarta berlaku Peraturan
Daerab Nomor 2 tabun 2002 tentang Perpasaran Swasta.

Terbadap kasus pendirian usaha Carrefour yang berdekatan atan bertempat
pada gedung yang sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya kegiatan usaha
ritel Carrefour tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 111 tahun 2007 tentang
Daflar Bidang Usaha vang Tertutup dan Bidang Usaha vang ’I’ér’#mka Dengan
Persyaratan Di Bidarg Pénahaman' Modal, Astinya usabia fitel Camrefour tidak
termasuk  dslam  daftar negatif dan bidang-bidang wuwsaha yang dilarang

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tabun 2007 .

tentang Penanaman Modal. Namun apabila mengamati isi Pasal 13 Usdang-
Undang Nomor 25 tahun 2007'% pampak belum dijalankan sepenubinya. Hal ini

YT phid hald.

¥t Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 fentang Penanaman Modal berbunyi,

halywa:

{1} Pemerintah wajib menetapkan bidang usahz vang dicadangkan untuk usahs mikro,
kecil, dan koperasi, serta hidang wsaha yeng ferbuka untuk usaha besar dengan syavat
karus bekecia sema denpan usaba mikro, kecil, menengsh, dan koperasi.

{2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi melalui program kemiteraan, peningkatan daya saing, pemberian
dorongan inovasi, dan perluasan pasar, serta penycbaran informasi yang sehigs-
luasnys.
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tersirat pada banyaknya indusiyi ritel bhesar yang hadir karena kemudahan
pemberian d¢i berbagai izin usaha, seperti halnya Carrefour dan Alfa Supermarket.
Kehadiran kedua ritel besar itu pada dasarnya memberikan sinerg_i positif di
bidang penciptaan lapangan tenaga kerja dan iklim persaingan usaha'®’.
Negatifnve, seringkali di dalam pemberian izin, pemerintah daerah kurang
memperhatikan law enforcement pada pengaturan lokasi ritel modern dan pasar
iwadisional yarig telah dibuatnya dengan memberikan izin pendirian ritel modern
berdekatan dengan pasar tradisional. Misalnya, ?e:‘da No.2 tahun 2002 bahwa -
antara pasar tradisional dengan hypermarket harus berjaral 2,51{;;3,, Berdasarkan
data APPSI, mencatat setidaknya 63 pasar {radisional lokasinya bersinggungan

dengan ritel modern yalkoni:
PASAR/TOKD PASAR
NO. MODERN TRADISIONAL s B 50
01 | Carrefour Py, Jumat il Samping term. Lebak
Lebak Bulys bulus
42 | (Hant Point Square Ps. Jumat < 1Km Samping term. Lebak
Lebak Bulus bulus
3 | Carrefour Ps. Kramat Jati <0,5 Km | JL Raya Bogor
Kramat Jati Ps. Jambul <1 Km iJ.8MAI4
04 | Pusat Grosiy Ciliistan | Ps, Kramat Jati <} Km | Ji Raya Bogor
. PG Ps. Jambul <1Km |1 SMA 14
- 05} Giant Kslibata Fs. Krapmt Jati <1L5km | JI. Raya Bogor
- - Ps. Jambul < 1km | JI, SMA 14 :
06 | Glant Plaza Semanggi | Ps. Benhil .| =0,5km | J. Bendungan hilir mya
67 |Season City Pe. Grogal, <1,5Km | 7 DR. Mawardi
{Carcefour} Ps, Jermbatan Best, <} Km |Ji Jembatan Besi
Ps. Jemabatan Dua, < 1,5Km | i, fnbatan Dua
Ps. Duta Mas <2 Km | Kompl Duta Mag
08 | Alfamart Angke Ps. Jembatan Besi <05 Km JL. Angke Faya Raya
09 | ITC Ambasador Ps. Karet Pedurenan “0,5km | Ji. Karet Sawah
Ps. Karbely <15 km | JL Karbela Barat -
¢ 1 Carrefour Ps. Karet Pedurenan <05 km 1 H. Karet Sawah
Ambasador Ps. Karbela < 1.5km | 3. Karbela Barat

¥ Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahiun 2007 tentang Penasaman Modal
berbunyi, bahwa tujuan penyelenggaraan pensnaman modal, anfara lais unuk
Memnghkatkan pertumbuhan ekonomi pasisaal;
Menciptakan lapangus kegja;
Meningkatkan pembangenaa ckonomi berkelanjolan;
Meningkatkan kemampnan daya saing dunia nsaha nasionsl;
Meningkatkan kapasitas dan kemsmpuan teknologi nastonal;
Mendoroog pengembangan ekonomi kerakyatan;
Mengolsh ekonomi polensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan sienggunakan
dana yang berasal, balk dari dalam negeri maupun darl luar negeri; dan
Meningkalkan kesgjshteraan masyarskat.

oo A0 TR
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11 | Carrefour Ps. Serdang <i,5km | Jl. Serdang III
Cempaka Mas Ps. Sumur Batu < 1km JI. Sumur Batu
Ps. Cempaka Putih <] km JI. Letjen Suprapto
Ps. Sawah Barat < 1,5km | Jl. Cempaka Putih IIT
12 | Carrefour Ps. Jambul <2 km JI. SMA 14
MT. Haryono Ps. Cawang Kapling <] km JI. Cawang Baru
13 | ITC Mangga Dua Ps. Jembatan Merah <2 Km 1. Gunung Sahari.
(Carrefour) Ps. Pecah Kulit <2 km J1. Mangga Besar
14 | Mangga Dua Square Ps. Jembatan Merah <2 Km | Jl. Gunung Sahari.
{Carrefour) Ps. Pecah Kulit <2 km J1. Mangga Besar
15 | ITC Permata Hijau Ps. Palmerah <2 km J1. Palmerah
{Carrefour) ‘| Ps.’Bata putih <1,5km | J1. Kramat | Keb lama .
Ps. Kebayoran Lama <2 km JI. Rava Keb. Lama
16 | Alfa Ps. Palmerah <1,5Km | JI. Palmerah
Kebayoran Lama Ps. Bata putih <1Km | JI. Kramat I Keb lama
Ps. Kebayoran Lama <0,5Km | Jl. Raya Keb. Lama
Ps. Cipulir <1 Km J1. Raya Ciledug
17 | ITC Cipulir Ps. Cipulir <0,5km [ Jl. Raya Ciledug
18 | Hypermart Lindetives | Ps. Gang Kancil <1 km J1. Keamanan
Ps. Pagi Kota <1,5km | Jl. Pasar Pagi
Ps. Pejagalan <2 km J1. Pejagalan Raya
19 | Gajah Mada Plaza Ps. Baru <1Km J1. Pasar Baru
{Hypermart) Ps. Petojo <1,5km | Jl. Petojo
20 | Alfa Cikini Ps. Cikini Ampium <0,5km | JI. Cikini raya
Ps. J1. Surabaya <1 km J1. Surabaya
21 | Alfamart Walang Baru | Ps. Walang Baru <0,5km | Jl. Alur Jaut
22 | ITC Fatmawati Ps. Cipete <0,5km { Jl. Fatmawati
Ps. Blok A < 1 km J1. Fatmawati
23 | Carrefour Ps. Baru <1,5km | JI. Pasar Baru
Duta Merlin Ps. Petajo <2 km J1. Petojo
Ps. Mangga Besar <1,5km | JI. Kebon Jeruk .
24 | Carrefour Ps. Cengkareng <2,5km | JI. Raya Kamal
Puri Indah Ps. Kedoya <2 km JI. Kedoya Raya
25 | Carrefour Ps. Ikan <2 km J1. Pasar Ikan
Mega Mal Pluit Ps. Muara Angke <2 km J1. Dermaga I
26 | Hypermart Kelapa Ps. Kelapa Gading <2 km J1. Perintis Kemerdekaan
Gading
_27 | Hyperstore Ps. Kebon Jati <15km J1.-Fahrudin
Waduk Melati Ps. Kebon Melati E i e J1. Kebon Melati
Ps. Gandaria JI. Kebon Kacang I
<1km (- acang
Ps. Tanah Abang <1.5km J1. Fahrudin
Bukit ’
28 | Giant Ps. Mampang Prapatan 0.5 km JI. Mampang Prapatan Ry
Mampang Prapatan <G,
29 | Carrefour Ps. Mampang Prapatan <0.5Km J1. Mampang Prapatan Ry
Expres Tendean ?
30 | Carrefour Blok M Ps. Blok M 0 km J1. Melawai raya
Ps. Blok A <2 km J1. Fatmawati Raya
Ps. Santa <2,5km | J. Cisanggiri
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Pendirian Carrefour di Blok M Square pada mulanya bertujuan untuk
menarik minat para konswmen, sehingga pelaku usaha kecil, reenengah, dan pasar

tradisional yang berada di sekitarnya ikut mendapatkan keuntungan. Hal ini

dikenal dengan istilah rickle down effecs’™, Namun, kenyataannya di lapangan,
karena ifem yang dijual di Camrefour tergolong cukup lengkap, sehingga usaha
kecil/ pasar tradisional yang menjual barang sejenis dengan Carrefour skan
mengalamt persaingan yang tidak seimbang. Konsumen akan lebih memilib
" berbelanja di Carrefour yang menyediakan berbagai macam jonis kebutuhan
sehari-hari dengan berbagai promosi diskon dan fasilitas yang memadai daripada
harus berpindah dari satu kios ke kios yang lajn, terlebih apabila jarsk antar kios
cukup jauh. Berkaitan dengan hal ini, penempatan gerai Carrefour seringkali
berada pada Jokasi yang sirategis dan berdekatan dengan pasar tradisional
Sehagaimana diketahui Carrefour yang menempati lamai dua dan tiga akan lebih
menarik konsumen daripada lokasi pasar tradisional yang terbagi-bagi
berdasarkan jenis #em yang dijoal, misalnya pedagang tradisional yang menjual
sayuran, daging, dan bush berlokasi pada lantal é:asemenz, sedangkan penjual
makanan kemasan, penjual plastik kemasan untuk makanan, mekanan ringan, dan
sebagian pedagang saywr, telur, dan beras ditemopatkan di lantai daser. Tentunya,
hal demikian dapat menyebabkan penurunan omset atau secara tidak langsung
dapat mematikan nsaha pasat“&aéisiqnai,

Merngacu pada kasus Carrefour diatas, maka dapat ditelusuri bahwa
persoalan ini berawal dari 17n yang dikelwarkan oleh Pemerintah Propinsi DK
Jakarta. Astinya apabila izin tidak dikeluarkan maka tente Carrefour tidak dapat
membuka gerainya di Blok M Square. Apabila melihat pada Pasal 10 buruf e
‘Peraturan Dacerah Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi

YU Trickle down effect artinya efek penelasan kebawak. Dimana ketika gerai Carrefour
beroperasi di Indonesia, maoka diharapkan masalah-masalab  seperti pengangguran  dapat
mepgaiami  penerunan. Hal ini  disebabkas didalam menjalankan usahanya, Carrefour
membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak baik dalam pengoperssian manajemen kesangan,
kebersihan, maupun keamanan gedung. Trickle down effect juga diperoleh melalui ketentoan atay
peraturan yang diboat oleh pemeriniah dacrah, misainys dalam penyelenggarasn usaha perpasaran
waiib menyediakan tempat wntuk useha kecil aiau usaha informal/ pedagang kakilima sebesar 20%
dari has efektif bangunanaya. Dengan demikian, keberadasan Carefour memberikan dampak
positif terhadap usaha fain di sckelilingnya. Likat Sutrisno Iwantono, “Filosofi dan Latar Belakang
U No.5/1999 {secara ekonomis) dan Statug/Kelembagaan, Wewenang & Tugas KPPU,” dafam
Pwsfdin% gfmfng-{indang No. 5/ 199¢ Dan KPPU., diedit oleh Emmy Yuhassarie (Jakarta: PPH,
2084}, hal 4,

Universitas indonesia

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009

M



96

DKI Jakarta, disebutkan bahwa usaha perpasaran swasta yang luas lanfainya
diatas 4.000 m” harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di
sisi jalan kolektor/ arteri. Mengﬁt:u pada ketentuan ini, Carrefour akhirnya diberi
izin untuk memnibuka gerainya seluas 7,165 m® di Blok M Square. Pemberian izin
dilakukan dengan alasan yang diatur dalam.Perda adalah mengenai zonasi dari
pasar lingkungan'’!, sementara Blok M Square bukan merupakan renovasi dari
pasar lingkungan melainkan renovasi dari pasar kota. Sehingga keberadaan
* Carrefour - déﬁgaﬁ' tujﬁan untuk menciptakan keramaién konsumen tidak
menyalahi Perda khususnya Pasal 10 hurufe.

Adapun pemberia.n izin terhadap Carrefour sebagai ritel “raksasa yang
mempunyai posisi tawar kuat sebaiknya memperhatikan pada kondisi sosial
lingkungan masyarakat dan pelaku usaha kecil, khususnya pasar tradisional yang
juga melakukan kegiatan usahanya pada Blok M Square. Mengingat Hypermarket
Carrefour dengan modal raksasa dapat menyediakan barang dengan jumlah dan

L Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya pasar digolongkan dalam 5 jenis,

yaitu:

1. Pasar Regional yaitu pasar yang terletak di Iokasi yang stralegis dan luas, bangunan
permanen dan mempunyal kemampuan pelayanan melipufi selurubh wilayah kota,
serta barang-barang yang diperjualbelikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakatnya.

2. Pasar Kola meliputi Pasar Induk dan Pasar Grosir, yaitu pasar yang tempatnya
strategis dan luas, bangunan permanen, mempunyai kemampuan pelayanan meliputi
seluruh wilayah kota dan barang-barang yang diperjualbelikan lengkap. Pasar ini
melayani antara 200.000-220.000 penduduk. Pasar Grosir adalah pasar dimana
lerdapal permintaan dan penawaran dalam jumlah besar, sedangkan Pasar Induk

sifatnya lebik besar dari Pasai Grosir, dimana menipakan pusat pengumpulan dan .

penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat
pembelian.

3. Pasar Wilayah atau distrik yaitu pasar yang tempatmya cukup strategis dan luas,
mempunyai kemampuan pelayanan meliputi beberapa lingkungan dalam suatu
wilayah tertentu dan barang-barang yang diperjualbelikan cukup lengkap dan
bangunan permanen. Termasuk dalam pasar ini adalzh pasar eceran, pasar khusus,
pasar induk. Pasar ini metayani sekitar 50.000-60.000 penduduk.

4. Pasar Lingkungan yaitu pasar yang tempainya strategis, bangunan-bangunan
permanen alau semi permanen, mempunyai kemampuan pelayanan meliputi
lingkungan pemukiman saja dan barang-barang yang diperjualbelikan kurang
lengkap. Termasuk dalam pasar ini adalah pasar eceran. Pasar ini melayani sekitar
10.000-15.000 penduduk.

5. Pasar Khusus yaitu pasar yang tempatnya strategis, bangunan-bangunan permanen
atau semi permanen, mempunyai kemampuan pelayanan meliput wilayah kota dan
barang-barang yang diperjualbelikan terdiri dari satu macam barang yang khusus,
seperti pasar bunga, pasar burung, pasar hewan.

Linda Silitonga, “Stimulus Pasar Rp.335miliar Pergudangan Tingkatkan Daya Saing
Produk,” <htip:/findocashregister.com/2009/04/17/stimu|us-pasar-rp335-miliar-pergudangan-

tingkatkan-daya-saing-produk-mesin-kasir/>, diakses 17 April 2009,
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jenis yang sangat bervariasi serta harga yang murah karena dibeli dengan skala
besar. Dengan kemampuan keuangan yang besar, Carrefour mempunyal posist
tawar yang kuat terhadap pemascknya sehingga didalam penetapan syarat
perdagangan Carrefour cenderung memiliki peran yafxg cukup tinggi. Namun,
karena budaya masyarakat yang terbuka terhadap kehadiran Carrefour menjadikan

Carrefour amat diminati oleh para konsumennya. Sehingga pemasok akan’
berupaya untuk dapat memasokkan produknya ke gerai Carrgfour dengan harapan

turn gver cepat. Demildan dapat moenjadi sumber ke%mtzmgéai bagi Carrefour
untuk menentukan posisi tawarnya karena dapat memiliki bargaining power yang
lebik murah untuk ditawarkan kepada kensumen, séhingga harga pménki}ya lehih
murah daripada harga kompetitornya. Hel lain yang menjadi keunggulan
hypermarket adalah didalam pembayaran terhadap pemasok, produsen maupun
distributornya dapat dilakukan dikemudian hari. Sebaliknya, pasar tradisional
yang sebagian besar mempakan penpusaha kecil dengan rmodal terbatas tidak
mempunyai posist tawar yang cukup kuat unituk menentukan tata cara pembayaran
terhadap pemasokaya di kemudian hari. Pada pasar fradisional tidak ada
kesempatan untuk melekukan frade promo karena lokasi yang kwang strategis
dan luas gerai terbatas. Oleh sebab itu penting untuk melakokan analisa kondisi
sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar ffmdisienai dan usaha kectl
menengah yang berade di sekitarnya serta p_mting untuk melakukan analisa

terhadap dampak positif dan negatif pada Pasar Tradisional veng telah ada "

sebelumnya.

Penempatan Carrefour di lantai 2 dan 3 merupakan lokasi yang strategis,
sebaliknya Pasar Tradisional ditempatkan pada lantai basement yang kurang
strategis. Pemberlakuan zoning oleh pengeieki gedung (MIR) jring disetujni oleh
PD Pasar Jaya int disesuaikan dengan biaya yang sanggup dibayarkan oleh para
pengisi gedung. Tentunya biaya untuk dapat menempatkan gedung hasil renovasi
pasar blok m tersebut tidakiah murah. H. Rahmat'”, pedagang sayur-sayuran,
mengatakan keberatannya atas biaya yang harus dikelvarkan untuk dapat

% “pedagang Pasar Blok M Tempatl Gedunp Barw,” <http//www. astroawant.co.id/
2009701769 video/prima-warta/story-pw/pedagang-pasar-blok-m-tempati-gedung-bara astroel>,
diskses 9 Januari 2009,
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berjualan di Blok M Square. Biaya yang dikeluarkan setiap bulannya sebesar Rp
1.250.000,00 dan dibayarkan selama dua tahun. Meskipun merasakan keberatan,
H. Rahmat tetap melakukan kegiatan usahanya di Blok M Square dengan alasan

sudah menjadi haknya untuk berusaha di sana. Keberatan lainnya juga dirasakan

oleh Sunarti {pedagang sayuran dan makanan kemasan), selain barga beli kios
yang cukup tinggi, terdapat biaya lain yang harus dikeluarken misalnya biaya

listrik, Hal ini jauh lebih memberatkan dibanding ketika dahulu berjualan di pasar.
Bibk M sebelum kebakaman. ‘_Sumrti berpendapat pedagang tradisional -yang )

berjualan di sind tidak akan bertahan apabila tidak memiliki pelanggan. Ta sendiri
memiliki pelanggan dalam partai besar, Tidak semua pedagang. tradisional eks
pasar blok m berkenan menggunakan haknya uniuk menempati lokasi yang telah
disediakan oleh phak pengembang gedung. Seperti halnya M. Saleh, pedagang
pasar mandiri yaifu passr vang dibuat oleh pedagang pasar tradisional secara
mandini dan berada tepat di depan blok m square. Mepurut M. Saleh, penempatan
atau zoning pasar tradisional di lantai bawah Blok M Square tidak strategis
ditambah dengan biaya yang lebih mahal daripada biaya di pasar mandiri.

Dari penjelasan di alas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Blok M
Square pasea kebakaran memang dipersispkan untuk menampung pedagang lama
yang terkena musibah beberapa tahun yang lalu. Namun, harga jual maupun harga

sewanya. terlampan tinggi hingga memberatkan sebagian besar pedagang lama

Pagar Blok M. Pada akhirnya pedagang lama pasar blok m yang merasa keberatan
mengenai .penetapan harga di Blok M Square memilih untuk berga’mmé
membentuk. pasar mandiri (dibawah Federasi Organisasi- Pedagang Pasar
Indenesia atau FOPPI) dengan uang sewa bulanan yang ditanggung bersama.
Harga sewa per bulan antara Rp.600.000 hingga Rp.700.000, dimana harga ind
bagi pedagang, relatif lebih terjungkan daripada jika mereka harus menebus kios
los basah di Blok M Square'”. Disamping itu pasar mandiri ini letaknya dinilai
lebilt strategis karena berada di rako yang sering dilewati orang. Berbeda halnya
dengan penempatan los basah Blok M Square yang berada di basement dan
lokasinya yang tampak kecil. Drard pintu akses terluar di sisi selatan, pengonjung
haros turun 38 anak tangga vang relatif sempit. Akses tersebut juga digunakan

1 wpedagang Blok M Buks Pasar Mandivi,” <htip:/fwww kompas.com>, 7 Januari 2009,
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untuk keluar-masuk barang logistik pedagang los hasah, Akses lain bisa ditempuh
melalui bagian dalam Blok M Square, Di los basah Blok M Square itu saat ini
hanya sekitar enam pedagang tama Blok M yang berjualan dari tota! kapasitasnya,
vaitu 48 pedagang' ™.

Ditingau dari Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha sebagaimana telah

dijelaskan diatas, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
mengandung substansi penting tentang demokrasi ekonomi, yang berupa perlunya

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usazha dengan
kepentingan umum, serta substansi uatuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan
peniﬁgkam irx;ée;iahwmaﬂ rakyat. Didalem penerapannya mengacu pada Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5 Tap MPR XVI/MPR/1998, dimsna pengusalu ckonomi
lemah hares memperoleh kesempatan utama, dukangan, perlindungan dan
pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada
kelompok usaha ckonomi rakyat, fanpa mengabatkan peranan vseha besar dan
Badan Usaha Milik Negara. Berpedoman pada substansi Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Nemor 3 tahun 1999 maks dapat disimputkan;

I. Pada dasarnya persaingan Carrefour dengan pedagang pasar tradisional
merupakan perseingan yang tidak seimbang {umequal level playing
field). Pasar modern (Camefour) menggunakan prinsip ekonomi pasar
yaitu sistem kapitalis yang memfokuskan efisiensi dan inovasi-inovasi
dalam menjalankan vsahanya, sedangkan pasar tradisional menggunakan

 prinsip sosial dengan moda! kecil'™. Oleh sebab itu keduanys tidak
dapat dipersaingkan. Carrefour vang tergolomg peritel raksasa
' mempunyai kemampuan kevangan yang tinggi, fasilitas yang meimadai,
dan distribusi produk yang relatif cepst schingga pemasok sakan
berlomba-lomba untuk dapat memasokan produknya ke gerai tersebut
dan melakukan trade promo sebagai wujud efisiensi dan inovasi.
Sementara itu, pasar tradisional identik dengan kebersiban yang kurang,

134 .
Ibid,
" Tndah Sri Wulandasi, Peritel Modern Versus Pasar Tradisional: Apa Jolan
Keluarnya, <httpfiswekon wordpress.com/200940 1/2 Vperitel-modern -versus-pasar-tradisional-
apa-falan-keluarmval>, digkses [8 Febuari 2009,
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fasilitas vang kurang, kemampuan keuangan yang tergolong rendah, dan
mengedepankan aspek sosial didalam setiap transaksinya.

2. Bahwa kegiatan Carrefour dan pasar tradisional yang ditempatkan pada
lokasi vang sama, dapat menimbulkan gangguan keseimbangan terhadap
kepentingan umum karena pedagang pasar tradisional yang mayoritas
merupakan pengusaha kecil terancam sehingga potensi meningkatoya
pengangguran dapat bertambah, mengingat pasar tradisiomal memiliki-
'dampak langsung dalam penciptaan teraga kerja.

3. Rahwa persaingan yang tidak seimbang ini berpotensi renimbulkan
kemgian‘ terhadap kmjahterﬁan pedapang pasar iradisional karena
kemunduran usaha, dan kemungkinan kalah bersaing dengan Carrefour
yang memitiki kensampuan manajemen keuangan yang baik, pemasok
piliban, dan akses sumber barang vang lebih baik.

4. Bahwa belum adanya keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan PR
periindungan terhadap golongen ekonomi lemah. Dimana ketika iempat
kegtatan ekonomi musnzh akibat kebskaran, maka secars langsung
kepemilikan hak usaha pedagang ikut musnah. Namun, biaya renovasi
atas bapgunan itu memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam penetapan
harga yang pada akhimya seringkali memberatkan polongan ekonomi
lernah. Masih banyak celah hukum yang terdapat pada Perpres No.112
tahun 2007 juklak Permendag No.53 tahun 2009, dan Perda No.2 tahun
2002, schinpga peraturan perundang-undangan ini dinflai belum dapat
mengakomodir dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta adil
dan makmur bag para pedagang. '
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BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penctapan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 dan petunjuk
pelaksana berupa Peraturdn Menteri ?érdaganga_n Nomor 53 tahun 2008
tentang Pedoman Penataan dap Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern mas;h kurang gesuai dengan pri:‘;ﬁip—' '
prinzip persaingan usaha yang dianut dalam sistem ckonomi kerakyatan
Indonesia. Hal iri dikarenskan didalam penyusunan kedoa kebijakan
diatas dintlai masibh belum dapat menyeimbangkan Pasal 3, 4, dan 5 Tap
MPR XVEMPR/1998 tentang Politik Ekonomn Dzlam Rangka Demokrast
Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan Demokrast Ekonomi yang berupa
perhatian pada keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan
kepentingan umun, serta substamst notuk menimgkatlean efisiens: ekonomi,
dan peningkatan kesejabteraan rakyat. Di bidang penataan letak/ zoming,
Perpres No.112/2007 belum secara tegas menunjukan buatas jarak sehingga
dapat menimbulkan celah hokum Ditembah lagi ‘adanya hambatan-
hambatan dan kurangnya political will dari pemerintah didalam
mewujudkan ikl usaha yang sehat dan kondusif. Oleh karena itu perlu
adanya prinsip keseimbangan didalam mencipiakan persaingan sebat
amtara Kepentingan pelaku wsahe denpan kepentingan usium, misalnya
dengan adanya pemberdayan dan pembinaan usaha kecil. menengah agar _
memiliki usaha yang berdaya saing tinggi dan mampy berda;;npingan
dengan usaha besar. Disampmg i perlu adanya efektivitas kebijakan yang
tegas terkait dengan zowming position atau tata ruang, perijinan, dan
masalah lingkungan sosial, Dengan adanya kescimbapgan antara unser
tersebut diatas dibarapkan equal level playing field vang seimbang akan
tercipta schmgga pelaku usaba kecil tidak lagi metasa dirugikan oleh
pelaic usaha besar,
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2.

Pemberian izin pendirian pasar modern dapat menghalangi, menyebabkan
penurunan kegiatan ekonomi usaha kecil atau mematikan kegiatan usaha
kecil, termasuk didalamnya pedagang pasar tradisional. Hal ini disebabkan
adanya persaingan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kerugian
terhadap kesejahteraan usaba kecil. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun

2007 sendiri masih mengahdung unsur yang menghambat terciptanya

equal level playing field yang seimbang, seperti penehtuan jarak zonasi -

yang tidak tegas dan bahkan cenderung ambigu. Perj:irés dinilié_j_cenderung_

masih melindungi ritel modern dengan adadya beberapa pasal yang
menguntungkan rite]l modern. Disamping adanya hambatan oleh kebijakan
Perpres itu sendiri, budaya pejabat (pemerintah daerah) juga memiliki
pengaruh yang cukup kuat dalam mendorong terciptanya equal level
playing field yang seimbang.

5.2 Saran

1.

Perlunya pemahaman dan implementasi yang maksimial dengan kesadaran
yang tinggi oleh pemerintah daerah mengenai mandat yang telah
diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007. Disamping
itu Pemerintah Daerah perlu memahami Undang-Undang_ Nomor 5 tahun

1999 dan bekerja sama dengan KPPU dalam mensosialisasikan peraturan-

peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU kepada pejabat-pejabat
pemerintah di daerah-daerah. Pemda perlu benar memahami aturan
perpasaran sehingga dapat dengan tegas melakukan pengawasan di

lapangan. Tujuannya supaya ada harmonisasi baik didalam peréturannya'

maupun didalam implementasinya sehingga tidak keluar dari kebijakan
nasional yang ada. Disini peran pejabat yang berwenang memberikan izin
pendirian pasar modern harus diimbangi dengan itikad baik sehingga izin
yang keluar tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip
persaingan yang ada. Dan izin-izin yang telah keluar dan terbukti
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada harus ditinjau ulang dengan

merevisi beberapa keputusan yang telah diambil.
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2. Terhadap bhal tersebut diatas, Peraturan Presiden Nomor 112 tahua 2007
dinilai masih belum dapat menciptakan egual level playing field yang
seimbang dan iklim persaingan usaha yang kondusif dan tujeanmya dalam -
melindungi usaha kecil. Oleh sebab itu penting dilakukan adanya
harmonisasi hukum lebib lanjut sehingga dapat berjalan seimbang sesuai
dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang berlaku di Indonesia.

3. Pentingnyas mencgaskan aturan yang berlaku bahwa keb_erédaan pasar
modern berskala besar harus mengacu pa;da ataran yang sudah ada dengan
berpedoman pada prinsip perlindungan terhadap usaha kecil atau pasar
tradisional. Schingga didalam implementasinya pasar modern berskala
besar tidak boleh berada di tengah kota atan berhadapan langsung dengan
pasar iradisional karena hal ini akan berdampek negatif pada pasar
berskala ekonomi kecil Saran lain berupa pemberlakuan segmentasi atau
spesifikasi pads pasar, misslnya pasar Tanah Abang menjual barang-
barang grosir. Hal demikian ditujukan untuk mempertahankan eksistensi
pasar tradisional.
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FERATURAN PRESIOEN
HEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2667
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADHSIONAL,
PUSAT PERRELANJAAN DAM TORO MODERN

DENGANM RAHMAT TUHAN YANG MAHA EEA
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bshwa dengan semakin berkembangnyz wusaha
perdapangan  coceran dajam skala  kecit dap
menengah, wuszha perdaganpas egeran moders
dalam skala besar, meka pasar iradisional perlu
diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang
serasi, saling momerfokan, sahng memperkuat
serta saling menguntungkan;

b, babwa univk membing pengembangan indostri dag
perdagangan barang dalam negeri serda kelancaran
distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi
penyelenggaraan  pasar  tradisional, pusat
perhelanizan dan {cko modern, serta aorma-norma
keadilan, saling meaguntungkan dan tanpa tekanan
detwm hubungan snfam pemasok barang dengan
ko mdem
dengan usaha ke¢il, schingga tercipta  ferfib
persaingan - dan  keseimbangan  kepentingan
produsen, pemasck, toko modern dan konsumen;

c. hshwa berdasarkan pertimbangan scbaguimans
dimaksud dalam hurf & dan humof b, pedu
menetpkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
tentang Pepataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjean dan Toke Modem.

Mengingat:

l.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke
Wethawk, Staatshiod 1847 Namor 23%

3. Bedriifsreglementerings Ordoramtie (BRQ) Tahon
1934 (Srantsbiad 1935 Nomor 86

4, Undang-Undang Nomar 4 Tahan 1992 tfentang

serta pengembangan  kemitrsan. |-

REGULATION OF THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 112 OF 2607
CONCERNING

ORGANIZATION AND DIRECTIONS OF TRADITIONAL
MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERM
STORES
WiTH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY
THE PRESIENT ()F THE BERPUBLIC OF INDOINESIA,

Considering:

9. that with small- and medium-seale retail trade and
moder  large-gcale  retadl trade progressively
thriviag, treditional markets call for empowernment
in order to grow and develop with them in
harmaony, in mutial geeds, mutual strengthening &y
weil as mwlual benefits;

b that to direct the development of domestic industry
of and trade in goods as well a5 the smocth flow of
distribution of goods, ¥ is nscessary to provide
puidelines fo establishiment of traditional markets,
shopping centers and modern stores, a5 well as o
set walues of justice, mutual benefits and no duress
in privity between suppliers of goods and modem
stores, and to allow the development of partnership
with zmall eoterprises to create fair competition
agd  balancs of inferest amongst producers,
sappliers, modermn stores and consumers;

¢ that in sonsideration of these as infended by point
(a) and point {b), It is necessary t issue Regulaticn
of the Prestdent of the Republic of Indopesia
concermning  Orgenization and Directions  of
Tradifional Markefs, Shopping Centers  and
Modemn Markets.

Bearing in Mind:

i, Article 4 section (1) of the 1948 Constitution of the
Slate of the Republic of Indonesia;

2. Cwil Code {Burgelitke Wethoek, Stousblad of
1247 Number 233;

3. Business Regulatory Ordimance (BRD}Y of 1934
(Staatshiad 1938 Number 86}

4. Law Number 4 of 1992 concerning Housing and

Fraszskeroc by Wdshnu Basu (ARNR
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12,

13.

14,

Perumaban dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahua 1992 Homor 23,
Tamisahban Lembaran Negara Republik indonesia
Momor 3469);

Undang-LUndang Nomer 25 Tahun 1992 tenlang
Perkoperasian  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1995 Momor 316, Tambaban
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
35023, .

Undang-Undang Nomor 9 Tahun- 1993 feniang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tabun 1995 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3611);

Undang-Undarne Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingiungan Hidup (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomwor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomir 369%);

Undang.dindang MNomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangss Praidek Monopol! dan Persaingan Usaha
Tidak Schat {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomotr 8 Tahun 1999 ientang
Perlimfungan Konsumen (Lembaran  Negara
Republik  Indonesias  Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomur 3821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Oedung (Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahwn 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247); :

Undang-{ndang Nomor 32 Tahun 20604 teniang
Pemerintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesta Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor
4830); :

Undang-Undang Nomor 38 Tahus 2004 tentang
Jalan (Lembaran WNegam Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambzhban Lessbaran
Negarz Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang.-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penatuan Ruang (Lembaran Negara Repeblik
indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negare Republik  Indonesia Nomor
4725);

Peraturan Pemeriniah Nomor 44 Tehun 1997

16,

1i.

12,

i3,

14.

Settlements {State Gazette of the Republic of
Indenesia Number 23 of 1992, Suppiement to State
Gazette of the Republic of Indonesta Number
3469y,

Law Number 25 of 1992 conceming Covperatives
{State Gazette of the Republic of Indonesia

Number 116 of 1995, Supplement (o State Gazette

of the Republic of Indonesia Number 3502);

Law Number ¢ of 1995 corcerning  Sma
Enterprises {Sate Gazette of the Republic of
{ndonesia Number 74 of 1995, Supploment is State
Gazelte of the Republic of Indonesia IMumber
36113

Faw Mumber 23 of 1997 conceming Management
af the Enviromnment (State Gazette of the Republic
of Indonesia Mumber 68 of 1997, Supplement io
State Gazette of the Republic of indonesia Number
3699);

Law MNumber 5 of 1999 conceming Bans on
Moaapolistic  Practices and  Unfair  Business
Competition (§8tate Guzette of the Republic of
Indonesia Number 33 of 1998, Supplement ¢ State

Gazette of the Republic of Indonesia Number

3817y

iaw Number & of 1999 conceming Consumer
Protection {State Gazefte of the Republic of
indenesia Numiber 42 of 1999, Supplement ¢ State
Garette of the Republic of Indomgsiz Number
3821

Law MNumber 28 of 2002 concerning Buildings
{State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 134 of 2002, Supplement (o Siate Gazette
of the Republic of Indonesia Number 4247);

Law Number 32 of 2604 converning Regilonal
Goveraments (Staie Gazetie of the Repohlic of
Indonesic Number 125 of 2004, Supplemernt to
State Guzette of the Republic of Indongsia Number
4437y

Law Number 38 of 2004 concerning Roads (State
Gazette of the Republic of Indonesia Number 132
of 2004, Sepplement to State Gazette of the
Republic of Indonesia Number 44443,

Law MNumber 26 of 2007 conceming Spatiat
Planning (State Gazette of the Republic of
indonesin Number 68 of 2007, Supplement to State
Gazette af the Republic of Indenesia Number
47255

Repulation of the Government Number 44 of 1997
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terfang Kemitraan {Lembaran Negara Kepublik
indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
3718);

15. Persturan Pemerintzh Nomor 32 Tahua 1998
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Kecil {Lembaran Negwrs Republik Indonesia
Tahun 19%8 Nomor 46, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3743)

16. Peraturan Presiden Republik indonesiz Nomor 38
Tahun 2007  tentang  Pembapian  Urusen
Femerintahan antara - Pemeriniah, Pemerintah
Daerah  Propinsi, dun  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/BKota (Lembaman  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nemor 82, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
137

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PRESIGER TENTANG PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR  TRADISIONAL, PUSAT
PERBELAMJAAN DAN TOKO MODERN.

BAR I
KETENTUAN {3MUM
Pasal 1

D3alam Peraturan Presiden ind yang dimsksud dengan:

1. “Pasar” adalah arcq tempat jual bell barang dengan
Jumlah peajual lebih dari sate baik yvang disebuf
schagal pusat perbelanjaan, pasar tradisional,
pertokoan, mali, plasa, pusat perdagangan maupun
sehutan lslnnya,

2. “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun
dan dikelola oleh Pemerintah, Pemeriniah Dacrak,
Swasta, Badan Usaha Milik Negarza dan Badan
Usaha Milik Dacrah termasuk kegasama dengan
swasia dengan lempat usaha berupa toke, kios, los
dan tenda yeng dimilikiAdtielola olch pedagang
kecil, menengah, swaduya meesyarskat afau
koperasi dengan usehs skala kecil, modal kecil dan
dengan proses jusl bell barang dagangan melalul
tawar menawat;

3. “Pusat Perbeianjaan” adalalr suaty area fertentu
yang terdiri dar? saba atav bebherapa banguran yang
didirikan secara vertikal maupun horizontal, vang
dijual atau disewakan kepada pelaku uszha atau

concerping  Varinecship (State Gazetie of the
Republic of Indonesia Mumber %1 of 1997,
Supplement to State Gazetie of the Republic of
Tadonesia Number 3718)%;

15. Regulation of the Government Number 32 of 1998
canceming Directions and Development of Small
Fnterprises  (State Gazette of the Republic of
Indonesia Number 46 of 1998, Supplement to State

Gazette of the Republic of indonesia Number
3743y

16, Regulation of the President of the Republic of

[ndonesia Number 38 of 2007 canceming Division
of Labor Among the Goversument, the Provincial
Governments, and the Distict/Chy Governimends
{State Gazetie of the Republic of Isdonesia
Number 82 of 2007, Supplement to State Gazelfe
of the Republic of Indonesia Number 4737);

HAS DECIDED:
Ta issue:

BEGULATION OF THE PRESIDENT CONCERNING
ORGANIZATION AND DIRECTIONS OF TRADITIONAL
MARKETS, SHOPPING OENTERS AN MODERN
STORES.

CHAPTER |
GENERAL PROWVISIONS
JArticle 1

I this Regolation of the President:.

1.  “Market” means a place where goods are dealt in
by more than one seller that isveferred fo ax sither
a shopping center, traditional market, store, mall,
plaza, trade cenfer or other reference;

Z. “Traditional Markel” means 2 earker that is built
and managed by the Governnient, the Regional
" Ciovernments, Private  Eotities,  State-Ovwned
Eatities and Region-Owned Entitics, including
through corperation with private entities with such
places of Business as stores, kiosks, stalls and tents
owned/managed by small or medium iraders,
community self-seliance or cooperative with smali-
scale enterprises, small capital and dealing in
comamodities through bargaining;

3. “Shopping Center” means a specified place that is
composed of ome or several buildings builk
vertically or horizontally, for sale or for rent o
business actors, or seff-managed to engage in the
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10

il

i2.

dikelola sendiri  untuk  melakukan  kegiatan
perdagangan barang;

“Toka” adalah bangonan gedung dengan fungsi

usaha yang digunekan satuk menjual barang dan |-

terdini dasi hanya sato penjual;

“Toke Modera” adalah ioke dengan sistem
pelayanan mandiri, menjual berbagal jends barang
secars  eceran yang berbentuk  Minimarket,
Supermarket, Department Store, Hypermuwket
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakam,

“Pengelola Jaringan Minimarket” . adaiah pelaku

ysaha yang melskokan keginfan usaha i hidang

Minimarket melalui gatu kesatuan manajemen dan
sistern  pendistribusian barang ke outlel yang
merupakan jaringannya;

“Pemasok™ adalah pefaku usaha yang secars teratur

memasok barang kepadas Toko Medemn dengan
tujuan wntsk dijual kembali melalol keijasama
usaha;

“Usata Keail” adalah kegiatan ekonomi cakyat
yang berskala kecil sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil;

“Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaba
Kecil dengun Usaha Menengah dan Uszha Besar
diseriai dengan pembinaan dan pengembangan
oleh Usaha Menengah dan Usaba Besar dengan
ynemperhatikan prinsip saling memerfukan, saling
memperkuaz  dan  saling  menguntangkan,
sebagaimana  dimakswd  dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 ientang
Kemiiraan;

“Syarat Perdagangan” (rading  terms) miaiai}
syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara
Pemasck dan Toke Modem/Penpelols Jaringan
Minimarket yang berhabungan dengan pemasokan
produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko
Modern yang bersanglutar;

“jzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, 1zin
Usatia Pusal Perbelaniaan dan Izin Ussha Toko
Modern” gdalah izin untuk dapat melaksarmakan
usaha pengelolaan Pasar  Tradisional, Pesat
Perbelanjaan dan Toko Modem vang diterbitkan
aieh Pemerintab Daersh setempat;

“Peratwrany  Zonusi” adalah  ketentuan-ketentuan
Pemerintah  Dagrah selempat yang  mengatur
pemanfaatan roeang dan unsur-onsir pengendalias
yang disusun untuk setiap 2ona poruntukan sesuai
detigan rencana ringt Ixig ruang;

Tinjauan Yuridis...
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12.

. Government Number 44 of 1997

activities of wrade in goods;

“Store™ means 3 building that functions 1o sell
goods and is composed of ene seller only; ]

“Modem Store” means an independent salf-service
store that retalls a large variety of goods through
Minimarkets, Supcrmarkets, Department Stores,
Hypermarkets or grocers thal constituie Grovery

v Stores;

“pMinimarket  Chain Managez"mnf’ meE a
business actor that erigages in a business acmnty of
Minimarket through - an  integral part of
management and distribution system of goads o
outieis of s chain,

“Supplier” means 8 business actor that repularly
supplies gouds io Modem Stores for the purpose of
resale thrpuzh business cooperation;

“Sroall Enterpeise™ means people’™s smali-scaled
economic activities as intended by Law Numnber 9
of 1995 concerning Small Enterprises;

*Parinership™ means business cooperation betwesn
Small Enierprises  and Mediss and  Large
Briterprises, through which the Mediom Enterprises
or Large Enterprises foster and develop Sl
Enterprises with due regard %o the principies of
mutual nesds, wmutoal strenpthening, and putual
henefils as  intended by Regulation of the
conceming
Partnership :

“Treding Terms” means fenps of cooperation
agreements between Suppliers and Medem
Stores/Minimarket  Chain  Mamgement  with
respect to supplies of products traded in the
Maoders Stores concemed,

“Traditional  Market Manpagément  Business
Licgnse, Shopping Center Business License and
Modemn Store Business License” means ¢ Hoense
to enpage in the manspement business of
Traditional Market, Shopping Certfer and Modem
Store, thet i issucd by the local Regionad
Crverninent;

“Zoning Regulations” means provisions of the
local Regional Governments that govern block
plans and elements of control made for any zoaing
cansistent with detailed spatisl plansing;
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13, “Menieri” adalah Monteri yang bertangpung jawab
di bidang perdagangan.

BABH

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Pertama
Penataan Pasar Tradisiona)
Pasal 2

{13 Lokasi pendirian Paser Tradisional wajib mengacu
padz  Hencans  Tata Ruang  Wilayah
Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Reang
Kabupaien/Kota, termasuk Peeaturan Zonasinga.

(2} Pendirian. Paser Tradisional wajib mmemenuhi
ketentuan sebagai berfkut:

4. Memperhitunpian kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelaniaan dan Toko Modem seriz
Usaha Keil, tormasuk koperasi, yang ada di
wilayah yang bersangkutan;

B, Menvediakan aveal parkir paling sedikit seluas
kebutuhan parkir | (satu) buah kendaraan roda
empat untuk setiap 100 m* (seratus meter per
segi) fuas lantal peajualan Pasar Tradisional,
dan

¢ Menyediskan fasilitas yang menjamin Pasar

Tradisional yamg bersih, sehat (hygienis),
aman, tertib dasn reang publik yang nyaman.

{3} Penyediass arey] parkiv sebagaimana dimaksud
" pada ayat {2) huruf b dapat dHakukan berdasarkan
kerjasama  antara  penpelola Pasar  Tyadisional
dengan pihak {ain.

, Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modam
Pasal 3
{1} Lokasi pendirian Pusal Perbelanjaan dan Toke
Modern wajib meogacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata

Ruang Kabupsten/Kota, fermassk  Peraturan
Zomasinya,

{2) Batasan luss lantai penjualan Toko Modemn adalah
sehagai berikut:

a.  Minimarket, kurang dari 400 m® {empat ratus

13, “Ministes™ means the Minister that is wesponsible
in the ficld of wade.

CHAPTER 11

ORGANIZATION OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN $TORES

Part Qrw _
Chrganization of Traditional Markets
Article 2

(1) Locations 1o establish Traditional Markets must

refer to the District’City Spatial Plansiog, and the-

District/City Detailed Sgatial Planning, including
the Zening Regulations thereon,

{2) Edablishment of Traditional Markets must comply

with the following provisions:

a.  To exteapolaie the social-econemic condition
of the commumty amd the presence of
Traditional Markets, Shopping Centers and
Modern Stores as well as Smzll Enterprises,
including cooperatives existing in the arca
concarred,

b,  To provide parking space for at least 1 {one)
four-wheel motor vehicle per 100 m? {onc
hundred meters square} of retail space of
Fraditional Markeis; and

o. To gprovide facilitics that asswe that
Traditional Markets are  clean, sanitary
(hypienic), safe, orderly, aad-served with
convenient public space:

(3) Provision of parking space as intended by section

(2) point (b} may be made throupgh coopuration
batween the management of Traditional Markets
and other party.

Part Two
Qrganization of Shopping Centers ard Modern Skares
Article 3
(1) locations to establish Shopping Ceonters and
Maoidern Stores must refer fo the District/City
Spatial Planning, and the Distriet/City Detatled
Spatial Planning, including the Zoning Regulations
thereon.

{2} The size of retail space of Modem Stores shall be
as foliows:

a. Minimarkets, Jess than 400 o {four hundred
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meter per segl);

b Supermarket, 400 m® {empat ratus meter per
segi) sampai dengan S5.000 m® (lima ribu
meter per segil;

¢. Hypeﬁn‘arka‘{; diatas 5,000 m* (Hiwa ribu meter
per segi);

d. Department Store, diatas 400 m? {empat ratus
meter persegl); '

e. Perkuiakan, diatas 5.000 m’ {fima rlbu meter
per segi).

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko
Modem adalah scbagai berikut:

a.  Minlmarket, Supermarket dan Hypermarket
menjual secars  eceran barasg  KoRSUmMST
terutama prodak makanan dan produk rumah
tangga lainnya;

b, Department Store menjusl secara  eceran
barang konsumnsi utamanyvs produk sandang
dan periengkapannya dengan penatagn barang
berdasarkan jesnis kelamin dan/atay tingkat
usia konsumen; dan

¢, Perkulokan menjual secara grosic barang
kansurmsh

Pasal 4

Persdirian Pusat Perbelaniaan dan Toko Modem

wajib: B \

a.  Memperhitungkan kondist sosial ekonumi
masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di
witayah yang bersanglnntan;

b.  Memperhatikan jarak antara Hypemmarket
dengan Pasar Tradisional vang telah ada
sebelumnya,

c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas

“kebutuhan parki 1 (sate) unit kendaraan roda

empat untuk setiap 60 m” (enam pulah meter

per segl) luas lantal ponjualan  Pusat
Perbelanjaan dan/atau Toke Modern; dan

d.  Menyediakan fasilitas yang menismin Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modemn yang bersth,
schat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik
YA nNyaman,

Peniyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud
pade ayal (1) huref ¢ dapat dilakukan berdasarkasn
kerjasama anfara pengelola Pusat Perbelanjaan

meters square);

b Bupermarkets, 400 m {four hundred melers
square) to 5,000 m’ (five thousand mmeters

squarey;

& Hypermarkets, above 5,000 m {ﬁve thousand
melers sgquare};

d Department Stores, above 400 m® (four

(3

{1

3)

Tinjauan Yuridis...

hundred meters squarel;

e Grocery Stores, above 3,000 m’
thousand meters square).

Retail systems and types of goods of Modemn
Stores shall be as follows:

a. Minfmarkels, Supermarkets and
Hypermarkets shall retall consumer goods
especially food products and other household

produtts;

b. Department Stores shall retail consumer goods
sspecially clothing products and acoessories
thereof, the ilems of which shall be organized
by sex and/or age of consumery; and

e.  Grovery Stores shall sell grocery consumer
gouds,

Article 4

Establishment of Sizoppmg Centers and Madern
Stores musl:

4. Extsapolate the soviel-economic condition of
. the community, the presence of Traditional
Markets, 8mall Enterprises amd Medium
Enterprises eaisting in the arca concemed;

b.  Ohserve the distance between Hypermarkets
and pre-existing Traditional Markety;

¢.  Provide parking space for at least 1 (one)
four-wheel metor vehicle per 60 m® {sixiy
meters square) of retail space of Shopping
Centers and/or Modsrn Stores; and

4. To provide fackities that assure that Shopping
Centers and Modern Stores are clean, sanitary
chvgienic), sele, omderly, and served with
convenient public space.

Provision of parking space as intended by section
{1} point {£) may ke made through tooperation
between the management of Shoppisg Centers

, Kumalasari, FH Ul, 2009
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danvatas Toke Modera dengan pihak lain.

Pedoman mesgenai kelenfuan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (13 huruf 2 dun hendd b diatur
lebih laniut oleh Menterd.

Pasal §
Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada

akses sistem jarinpan jalan arteri atau kolgktor
primer atau arteri sekunder.

Hypermarket dan Pusat Pe:belan;aan

#.  Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses
sister: jaringan jalan arferi atau kolekfor; dan

b, Tidak boleh berada pada kawssan pelayanan

tokal  atan  lngkungan  di  dalam
kota/perkotasn,
Supermarket dan Department Store:

s Tidak boleh berlokasi pada sistems iaringan
jalan lingkurgen; dan

b, Tidak boleh berada prds kawasan pelayanan
lingkungan dt dalam kota/perkotaan.

Minimarket boleh beriokssi pada setiap sislem
jaringan ialan, termasek sistem jaringan jalan
lingkungan pada kawssan pelayanan lingkungan
{perumaban) di dalam kota/perkastaan,

Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap
sistem jaringan jalan, foemasuk sivtem jaringan
julan lokal atau jalan lngkungan padz kawasan
pelayanan bagian kota/kabupaten atan lokal atau

tingkungon (perumahan) di dalam kotakabupaten,

falan arten adalah merupakan jalan umum yang
berfungsi meleyani angkutan wama dengan cid
perjalanan jarsk Jauh, kecepstan mfa-rata tingg,
dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya
guna. i

Jalan kotekior adalah merspakan jalan umum yang
berfungsi miclayani angkuten pengurpul atau
pembagi dengan cin perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-tata sedang, dan jumiab jalan masuk
dibatasi,

Jalan lokal adalah merupakan jslen vmum yang
berfungsi melayani angkutan sctempat dengan ciri
perjaianan jarak dekat, kecepalan rata-rata rendah,
dan jumiah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan adalah meropakan jalan ummum
yang berfungsi melayani angkutan Hngkungan
dengan oiri petjalanan farak dekat, dan kecepatan

Tinjauan Yuridis...
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{2}
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and/or Modem Stores angd gther party,

Guidelines on the provisions as intended by section
{1} point (a) and point (b) shall be provided further

" by the Minister.

Articie 5

Grogery Stores may only be located on access to or
on wterdal road or prmary collector road or
sevondary arterfal road nebwark systems,

Hypemmarkets and Shopping Centers:

a.  May only be located on access to or on arterial
road and collector road network systems; and

. May not be situated in local or neighborbood
service areas or within citiesfurhan areas.

Supermarkets and Department Stores:

a May not be located on seighboring road
network system; and

b,  May not be situated in neighborhood service
areas wilhin cities/tuban sreas.

Minimarkels may be Iocated on any road network
systern, including rneighboring read network
system in neighborhood service areas (housing)
within cities/urban areas,

Traditonal Markets may be located on any road
network  systen, ixhuding locsl  wad  or
neighboring road network system In service areas
of secion of -cities/districis or Jooal or
neighborhood  service areas (housing) within
cittes/districts.

Arterial roads shall constingte public yoads that
function o sarve main transporiation with such
chamcteristics as loog-hasl tip, high aversge
speed, and efficiently-limited points of entrance.

Collector roads shall constitute public reads that
function to serve collector or feeder transporiation
with such charsctoristics as mediwn-han]  frip,
medium average spoed, and limited points of
enlrance,

Local roads shall constitufe public rosds that
function 0 serve local trangporiation with such
characteristics as shorbhani frip, low average
speed, and unlimited points of entrance.

Neighboring roads shall constitute public roads that
function to serve neighborhood transportation with
such characteristies as short-haul #ip and speed
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ala-rata rendah.

(10} Sistemn jaringan jalan primer sdalah merupakan
sistemt jaringan jalan dengan peranan pelayanan
distribust barang dan jasa untuk pengembangan
seriua  wifayah di tingkat nasional, dengan
menghubungkan semua simpul Jasa distribusi yang
berwuiud pusat-pusat kegiatan,

{11) Sisterm jaringan jalan sekunder adalab meropakan
sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan
gdistribust barang dan jusa untuk sasyarakal di
dalam Kawasan perkotaan.

Pasal &

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha
untuk usaha kecii dengan harga jual atau biaya sewa
yang segual dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang
dapa? dimanfatkan oleh Usaha Kecll melaiul kerjasama
fafn dalam rangka kemitraan,

Pasa! 7

{1} Jam kerja Hypermarket, Deparinent Store dan
Supermarket adalah sebagai berikut:

& Untuk hari Senin sampal dongan Jamat, pukal
1000 sampai denpas pukui 22.00 wakiu
setempat.

b Unstek hari Sabtu dan Mingpe, pukul 10.00
sampai dengan pukal 23.00 waktu setempat,

(23 Untuk hari bessr keagamaan, {ibur nasional atau
hari  tedentu  lainnya,  BupatiWalikota  atau
Gubernur  untvk  Pemerintsh  Provinsi Daerzh
Khusus Ioukots Jakarta dapat menetapkan jam
kerje melampaui pukul 22.00 wakiu sciempal.

BABIH
PEMASOKAN BARANG KEPADA TORD MODERN
Pasal £

{1} Kerjasama usgha andara  Pemasck  dengan
Perkulakan, Hypermarket, Department Store,
Supermarket, dan Fengelola Jaringan Minimarket
dibuat dengan perjanjian tertulis dalami bahasa
Indonesia  dan  terbadapnyz  berlaku  hukwm
Indonesia.

(2) Agpabliz dalam kerjssama wusaha sebagaimana
dimakssd  pada ayat {1} diswr syaral-syarat
perdapangan, maks syarat-syarst  perdagangan
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari perjaniian tertulis sebagaimana dimuksed pada

low on average.

{10} Primary mad network systems shall constiturte road
network systems that serve a role of distriboting
goods and services o develop all areas av the
national fevel by connecting all distribution paths
that constitute nodes.

{11) Secondary road network systems shall constifute

road network systems that serve @ roke of

distributing goods and services o communities

within arhan areas.

Article 6
Shopping Centers miust provide places of business for

small enterprises with a sale price or renta] fee that is -

affordable to Small Enterprises, or places of business fo
which Small Enterprises can have access through other
cooperation in the scope of partnership.

Articte 7

£1) Business hours of Hypermarkets, Deparbment
Hiores and Supermarkels shall be as follows:

a  Monday through Friday, 10:00 am o 10:00
pie lacal time.

b. Saurday and Sunday, 10:00 am to 11:00 pm
focal time.

{2} Regents/Mayars or the Governor of the Province of
- Jakarta Special Capital Region may determine -

- buginess hows unti! over 10:00 pry Jocal time on

religinus  hodidays, natiopal” balidays or  other -

specifed days.

: CHAPTER I}
SUPPILIES OF GOODS TO MODERN STORES
Articlc 8§

{1} Business cooperation bebween Supplisrs and
Grocery Stores, Hypenmarkets, Department 8tores,
Suparmarkets, and Minimarket Chain Management
shall be made by virtue of written agreements in
the Indoresian kanguage, and governed by law of
Indonesia.

(2} If business coopemtion as intended by section (1)
provides trading terms, then such trading terms
shall be made an inseparable part of the written
agreement as intended by seotion (1)

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009
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“

ayat {1).

Dengan  tidak mengurangt prinsip kebebasan
berkontrak, syarat-gyarat perdagangas
sehagsimana dimaksud pada ayat {2} harus jelas,
walgr, berkeadilan dan saling menguntungkan serta
disepakati kedua belah pibuk tanpa tekanan,
dengan keteninan sebagal berkat:

a2 Biaya-biaya yang dapat dikenaken kepada
Permasok  adaizh  blaya-biaya  vang
berhubungan langsung  dengan  penjualan
produk Pemasok;

b,  Pengembalian barang Pemasok hanya dapat

dilakukan apabila ielah diperjanjiikan di dalam |

kantrak;

c. Pemasok dapat dikenakan donda apabila tidak
memenuhi  jumiah  dan ketepatan  wakte
pasokan, Toko Modern dapat dikenakan
denda apabile tidak memenubi pembayaran
tepat pada waktunyz;

d.  Pemotongas oilal tagihan Pemasok yang
dikaitkan dengan penjualen barang di bawah
harga bell dari Pemasok hanya diberlakukan
untuk barang dengan karakteristik tertent;

¢. Blaya promosi dan biaya administras
pendafiaran barang Pemasok ditetapkan dan
<ipunakan secara fransparan,

Biaya yang bechubuegsn  Izngsuog  dengen
penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksod
pada ayat (3) huru{ z, sdalah:

a. Polongan harpa repuler (regulor discown),
yait: patongan hargz vang diberikan oleh
Pemasok kepada Toko Modem pada sctiap
transaksi jual-beli;

b,  Potongan harga tetap (fixed reboisy, vaitu
potongan harga yang diberikan oleh Pemasok
kepada Toko Modern tanpa dilkaitkan desgan
tavget penjualam

¢. Potongan hargs khusus (conditional rebate),
yaitu potongan hargs yang diberikan oich
Pemasok apabila Toke Modemn dapat

mencapai arget penjuslan;
4. Potongan  harga promosi | (promotion
discount), yaitu polongan harga yang

diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modermn
dalam rangka kegiatan promosi baik yasg
diadakan oleh Pemasok mavpun sleh Toko
Moedemn;

e. Biaya promosi (promofion budgel), yaitu

Tinjauan Yuridis...
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Notwithstending the principle of freedom of
contract, frading terms as intended by section {2}
must be express, fair, just and in motual benefiis as
well as agreed on by both parties ander no duress,
ander the fallowing conditions:

g Charges that may be assessed  apaingt
Suppliers shall ke charges directly connected
1o Suppliers’ product sake;

b, Retumns of Suppliers’ zoeds may be made if

already agreed upon in the conlracy;

¢.  Suppliers may be sabject to a fine if failing fo

comply with the guantities and time of the
supplies, Modem Stores may be subject te a
fine if failing te make paymentis in & tmely
manner;

d. Reductions in the vahe of Syppliers” nvoics
in conneciion with the sale of zoods below the
purchase price from the Suppliers shall only
be applied ¢ goods with certain
charanteristics;

e. Promoticn budgel and lsting fees of
Suppliers” goods shall be determined and used
in 1 transparent manner,

Charges that are directly coanected o Suppliers’
product sals as inlended by section (3) point (2}
shall be:

a. i{egutar discazmis, e, dtswzmts given by
Bupplers to Modem Stom at any tade
transachon;

b.  Fixed rebaies, Le., rebales given by Suppliers
to Modem Stores witheut connection to sales
targets;

. Conditionsl rebates, he., rebates given by
Sepplicrs if Modern Siores can reach sales
targets,

4. Promotion discounts, i.e., disconnts given by
Suppliers 10 Medem Stores in the scope of
promolion activities made by either Suppliers
or Modem Stores;

e. Promotion budget, ie., budget that is charged
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(5)

6

I

b, Pembayaran kepada Pemasok Usaba Keeil

2

(1)

biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh
Foko Modern unhik reempromosikan barang
Pemasok di Toko Modern;

f. - Biaya distribusi (distribution cose), yaitu biaya
vang dibebankan oleh Toko Modem: kepada
Pemasok yang berkailan dengan distribusi
barapg Pemasok ke iaringan toko modem
dar/atau

g Biaya adorinjstrasi pendafiaran bareng (fisting
Fee), vaitu biaya dengan besaran yang wajar
untuk bisya pencafatan barang pada Toke
Modern yang dibebankan kepada Pemasok,

Barang dengan karakieristik tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} hwaf ¢, adulsh barang
yang ketinggalan mode {old fashion), barang
dengan muass - simpan rendah, barang sortiran
pembell dan bamng promosl.

Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan oleh Menterl setelah
momportimbangkan  sitvasi dan  kondisi serta
mnasukan dari pemangko kepentingar,

Paszl9

Datam: mangka pengembangan kemilrsan aolam
Permasok Usaha KecHl dengan  Perkulakan,
Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan
Pengelola  Jaringan  Minimarket, pedanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pass! 8
ayat (f} ditgkukan deng&n ketentuan:

"2’ Tidak mmungut biaya  administrasi
pendaftaran bharang darl Pewmssok  Usaba
Keeil; dan ;

dilakuksn secars tunai, atas denpan alasan
feknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka
wakto 15 (lima belas) har setelah selurub
dokumen penaglhan diterima.

}’embayamn tidak secara tunal sebagsimana
dimaksed pada ayat (1} huraf b dapat dilskukan
sepanjang cara tersebut dak merugikan Pemasok
Usaha Kecll, dengan memperhitungkan biaya
resiko dan bunga vetuk Pemasok Usaha Keeil.

Pasal 10

Perkulakan, Hypermarket, Depariment Store,
Supermarket, dan Pengelols Jaringan Minimarket,
dapat  menggumakan  merek  sendiri | dengan
menguiamakan barang produksi Usaha Kecti dan

Tinjauan Yuridis...
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@)

(1)

2

(1)

0 Suppliers by Modern Skwes o promote
Supyplicrs’ goods at Madern Stores;

£ Distribution costs, i.e., cosis thatl are charged
by Mudern Stores to Suppliers in connection
with Suppliers® distribution of goods tc chain
srodern stores; andfor

g. Listing fees, ie, fees at a fair mte for étock
recording fees at Modem Siorgs, that are
charged 1o Suppliers.

Goods with certain charactenistics as intended by
section (3} point (d) shall be putmoded goods {old
fashion), goads with a short shelf life, goods sorted
by buyers ard promotion goods.

Changes in types of charge as intended by section
{4) shell be determined by the Minister uwpon
consideration of siteations and conditions as well
as recommendations from stakeholders.

Article

Te develop parnership between  Small-Scale
Suppliers and  Grocery Stores, Hypermarkets,
Department Stores, Supennsrkets, and Minbmarket
Chain Managament, cooperation agreements s
intended by Aricle 8 section (1) shall be made
under the condition that:

a. No listiag foe shall be charged from Smail-
-+ Scale Suppliers; and i

b. Paymenis to Smalb-Scale Suppliers shal be
made in cash, ar for some fechnical reason,
may be made within a peried of 15 {fifteen)
days upon fill receipt of invoices.

Noncash payments as intended by section (1) point
{b} may ba made to the extent such methods do not
damage Small-Scals Suppliers by calculating risk
costs and inferests for Small-Sesle Suppliers.

Article 10

Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores,
Supermarkels, and Minimarket Chain Management
may use fheir own marks by (eking precedence
over products of Small Enterprises and Medium

kit
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{Usaha Menengah.
(2} Penggunaan wmerek  Toko Modan  sendiri
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat {1}

mengulamiskan jenis barang yazzg diproduksi i
Indonesia.

Toke Modem bertanggung jawab bakws barang
yang mengganakan merek Toko Modemn sendir
telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Huk Atas Kekaysan Intelektual
-(HK1), bidang keamammn dan keschatan produk,
serta peraturan peryndang-undangan lainnya.

3

Pasal }}

Dalam rangka menciptakan hubusgan kerjasama yang
berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan
antara Pemasok depgen Toko Modern, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan
Pemasck dan Toko Modem dalam  merundinskan
pejanjian Kkerjasema seoaprimana dimaksud dalam
Pagal 3.

HAB Vi
PERIZINAN
Pasai 12

(1) Uptk melskukan usshz Pasar Tradisional, Pusat
Perbelaniaan dan Toko Moders, wajib memiliki:

a4 izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
{UPZT untuk Pasar Teadisional,

b. . Izin Ussha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk
Pertokoan, Mall,  Plasa- dan Pusat
Perdapanpan.

t. lzin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk

Minimarke!, Sepermarket, Depariment Store,
Hypermarket dan Perkulakan.

{2} TTM entuk Minimarket divtamakan bagi pelaky
Usaha Keci dan Usaha Menengah setempat.

(33 1zin melakukan useha sebagaimana dimaksed pada
ayat {1} diterbitkan olgh Bupati/Walikota dan
Gubernur untuk Pemerintah Provinst DK Jakarta,

Pasal i3
Permintaan TUP2T, {UPP dan 1UTM difengkep] dengan:

Tinjauan Yuridis...

Enterprises.

Use of Modern Siores” own marks as intended by

seetion {1} shall tzke presedence over goods that
are produced in Indonesia.

)

Modermn Stores shalf be responsible that goods
using Modem Stores” own marks have fulfiiled the
provisions of faws and regulations in the ficids of

 Intellectual Property Rights (HK1), product safety
. and twalth as well as other laws and regudations.

&)

Article 11

To create cooperation relationship that is just, in rautual
bepefits and undér no duress between Suppliers and
Muodem Stores, the Goverminest and the Regionsl
Governments may facilitaie the interest of Suppliers and
Modern Stores in  consultation over  cooperation
agreements as intended by Arficle 9.

CHAPTER VI
LICENSING
Article 12
(1) Toc engage in the businesses of Traditional

Markeis, Shapping Centers and Modemn Stores, the
following licenses must be hold:

a.- Traditional Market Management Business
- Licenses (JUPZT) for Tmaditional Markets.

b.  Shopping Center Business Licenses {1LUPP)
for Stores, Malls, Plazas and Trade Centers,

¢.  Modern Store Business Licenses (IUTM) for
Minimarkets, Supermarkeis, Department
Stores, Hypermearkets and Grocery Stores,

(2) 1UTMs for Minimarkets shall take primacy of local
Small Baterprise  and  Medium  Enterprise
cntreprenciss.

(3)

Licenses to engage in the businesses as intended by
section (i) shall be issued by RepenisMayors and
the Govermor of the Province of Jakatia Special
Capital Region,

Article 13

Keguests for HOPZTs, IUPPs and IUTMs shall be
accompanied by:

k3
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a, Studi kelayakan fermasuk  apalisis mengenai
dampak Hoghkengar, leratama aspek sosial budaya
dan dampaknya bagi pelaiu perdagangan eceran
setempal;

b.  Rencana kemitraan dengan Usaba Kecil,

Pusal 14

Mentert membuat pedoman  fata cara  perizinan
sehagaimena dimaksud dalasm Pasal 12,

BABV-
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

(1) Pemerinish dan Pemerinizh Daerah baik semara
sendiri-sendici  maupun bersama-sama  sesusi
dengan bidang fugas masing-masing melakukan
pambinasn dan pengawasan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem:.

@)

Dalam rengka pembinaan Pasar Tradisional,
Pemeriniah Daerah:

#. Menpupayakan sumbersumber  alicroatif
pendanaan  wntuk  pemberdayaan  Pasar
Tradisional sesual  kefertuan  pesaturan
perundang-undangen vang berlaky;

b. Meningkatkan kompetensi
pengeloda Pasar Tradisinoatl;

pedagang  dan

¢.  Memprioritaskan  kesempatan memperoleli | -

tempat ussha bagi pedagang Pasar Tredisional
yvang telah ada sebelum dilakukan renovasi
atau relokasi Pasar Tradisional;

d. Mengevaluasi pengelolaan Pm.r ‘Fradisional.

(3) Delam rangka pembinaan Pusal Perbelaniazn dan

Toke Maoderm, Pemerintzh Dierah agar:

a. Moemberdayakan Pugat ?ezbelanjaaii dan Toke
Modem dafam membipa Pasar Tradisional;

b.  Mengawasi pelaksanaan kemitraan
scbagaimana dimaksud  dalam Persturan
Presiden ini,

Pasal 16
Dalam  rangka  pengawssan  oleh  Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atas permintaan
Memterl maka Pusat Porbelanjaan dan Toko Modern
wajib memberikan data danfsfau informasi penjusian
sesual ketentuay peraturan perundang.undangan,

Tinjauan Yuridis...

a. A feaihility study imcluding the envirgnmental
impact  assessment, espesially  social-cnltural
aspects and their impacts on local retail traders;

b. Aplan for_ﬁmémbép with Small Enterprises.

Article i

The Mmzster shall make guidelines on proccdures for
licensing as intended by Article 12,

CHAFTER ¥
DIRECTIONS AND SUPERVISION
 Article 15

(1) The Govemnmenl spd the Regional Governments
shaii, either lointly or szvergly subject fo their
respeciive duties, make direetions and supervision
of Traditional Markets, Shopping Cenlers and
Medern Stores.

Te direet Traditional Markets, the Regional
Governments shall:

(3

a. Seck aliemative Runding sources in order o
empower Traditional Markeis in accordance
with provisions of prevailing bws  and
regulations;

b. Improve the competency of traders and the
management of Traditional Markets;

c. Take prierity over opporiunities 10 have
access’ to places of business for traders at
Tradutional Karkats pre-existing renovation or
relocation of the Traditional Markets; '

d. Ewaluate the managoment };af Traditional
Marke!s,

T direct Shopping Centers and Modern Stores, the
Regmzzzt Govemments shall:

3

a, ﬁmpower Shopping  Centers dnd Muodem
Stores $o direct Traditional Markats;

b Supervise the performance of parinership as
intended by this Regulation of the President.

Article 16

in wrms of supervision by the Government as intended
by Article 15, at the request of the Minister, Shopping
Centers and Modern Stores must jssue data and/or
information  oonceming sale in accordance  with
provisions of faws and regulations.

12
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BAR VI
SANKESI
Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pasel 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat
(23, Pasal 8 ayat (3}, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal
16 dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi
administrabif secara bertahap bempa peringatan temzfm
pembekuan dan pencabulan {zin usaha.

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal i

(13 Izin Uszha yang dimiliki Pusat Perbelanjasn dan
Toko Muodern sebelum  berlakunya  Peratuman
Presiden ini, dipersgmakan desgan Jzin Usabia
Pusat Perbelanjaan (TUPP} danfatau Izin Usaha
Toko Madem (IUTM} berdasarkan  Pemiuran
Presiden int.

(2} Izin Pengelolaan vang dimiliki Pasar Tradisional
sebelum  berlakunys Peraturan  Presiden  ini,
dipersamakan desgan Izin Usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (JUPZT) berdasarkan Peraturan
Fresiden ini,

{3} Pasar Teadisional, Pusat Perbelaninan dan Toko
Modern yang sedang dalam proses pembangenan
atai smduh  selesai  dibapgun  namon  belum
memiliki izin ysahs sebelum beriakunya Feratwran
Prestden ini, dianggap telah memenuhi persyaratan

lokasi dan dapat diberikan ¥zin Usaha berdasarkan _

Peraturan Prosiden ini.

(4) Pusat Perbelanjean dan Toko Muodem yang lelah
memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah
Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunyva
Peratwran Presiden ini, seianjetnya  wajib
menyesaaikan  dengan_ keleoiuan  Peratordn
Presiden ini.

{5} Pusat Perbelaniaan dan Toke Modem yang telah
berdin, beropemsi dan  belum  melaksanakan
program kemitraan, waiib melaksanakas program
kemitraan dalam waktu paling lambat 2 {dua)
tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.

{6} Perjanjien kerjasama ussha antars Pemasok dengan
Perkulakan, Hypesmarket, Depariment  Store,
Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket
yang sudab ada pada saat berlakunya Peratusan
Presiden ini, tetap berlaku sampai  dengan
berakhimya perjanjian tersebut.

Tinjauan Yuridis...,

CHAPTER VI
SANCTIONS
Aricie 17

Any violation of Article 6, Ariicle 7 section (1) and

section (2), Article B section (3), Artiels 9, Atticle 10

section {2} and Article 16 of this Regulation of the
President may be impased administrative sanctions by
progressive stages through wrilten wamings, freezes
and revocations of bysiness hicenges.

. CHAPTERVIT _
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 18

{1} - Bosingss Licenses held by Shopping Centers and
Modem Stores prior io effectivenesy of this
Regulation of the President shall be exuivalent 1o
Shapping Center Business Licenses {IUPP} andfor
Modermn Store Business Licenses (JUTM) under
this Regulation of the Fresident.

{23 Management Licenses held by Traditional Markets
prior to effectiveness of this Regulation of the
President shali be equivalent to Traditional Market
Manapement Business Licenses (IUPZT) under this
Regutation of the President.

{3) Traditional Markets, Shopping Centors and
Moders Slores that are being built or finished
being built but have not yet held business Jicenses
prior fo effictivencss of this Regulationn of the

President shall be deemed to have fulfilled focation
conditions and may be issued Business Licenses

under this Regulafion of this Prasident.

(8} Shopping Centers and Modem Stores that have

beld 2 location pennit issued by the Regional
Governmnents and have not yet been built prior to
effectiveness of this Regulation of the President
must thereafter adjust themselves to the provisions
of this Regulation of the President.

(5) Shopping Centers and Modern Siores that have
been established, operating and not yet performed 2
parnership program toust perform a partnership
program within a period of not exceeding 2 (two)
years upon effectveness of this Regulation of the
President.

{6) Business cooperation agreements  belween
Supplicrs and Grocery Stores, Hypermarkels,

Department  Stores, Supermarkeis and  ihe
Minimarket Chain Management already existing at
the time this Reguiation of the President is in effect
shall remain valid untii such agreements terrainate.
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Pasal 19

Diengan berlakunya Perabwzn  Presiden ind maka
ketennzan tentang Penntaan dan Pembinaan Paser dan
Periokoan schagaimans ditelupkan dalam Kepadusan
Bersama Menieri Perindustrian dan Perdapanpgan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 145MPP/Kep/511997
dan Nomor 57 Tshun 1997 tanggal 12 Mei 1997 dan
peraturan  pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan/atau behon diganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 20

Peraturan Presiden ini mudai beriaku pada tanggal
ditetapkan

Ditelapkarn di Jakara,
pada wopgal 27 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
1#d.
DR H. SUSHO BAMBANG YUDHOYOND

Article 19

Upon effectivencss of this Repulation of the President,
then the provisions conceming Orgapization and
Diirections of Markets and Stores as provided for in
Joint Decision of the Mipister of Trade and the Minister
of Domestic Affairs Number 145/MPP/Kep!S/ 1997 and
Number 57 of 1997 dated May 12, -1997 and the
ancillary regulations thereof are declared to remain in
sffect to the extent net apainst andfor not yet replaced
by new ones under this Regulation of the Presideni.

CHAPTER VI
CONCLUDING PROVISIONS
Article 20

This Reguiation of the President shall be in effect from
the date it is issued.

issued in Jakaria,

on December 27, 20607

PREEIDENT OF THE REPUBLIC OF INDORNESIA,
s,

DR, H. SUSH.( BAMBANG YUDHOYONG

id
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

-Nomor : S53M.-DAGIPERI12/2008
TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TR&bISiGﬁAk,

Menitmbang :

Mengingat

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

hahwa untuk melaksanakan kefentyan Pasal 14 Perafuran
Presiden Republik indonesia Nomor 112 Tahun 2007 fentang
Fenataan den  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modemn, peru diatur Pedoman
Penataan dan  Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modem;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
datam hwuf &, perlu dietapkan Peraturan Menterni
Perdagangan.

Bedrijfsregiernenierings  Ordonnantie (BRQ} Tahun 1834
{Staaisblad 1838 Nomor 86);

Urdang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1882

tentang Wajib Daflar Perusahaan {(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

" Repubilik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 36838);

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 5 Tahun 1886 fentang

Larangan Prakiek Moncpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesta Nomor 3817,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
fentang Pemeriniahian Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
NMegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah ferakhir dengan Undang-Undang Republik
indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

1.

12.
_tentang Penalaan dan -Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

13

14

15,

Peraturan Mentert Peedagangan RY
Nomor 1 SHM-DAGHFER/12/2008

Undang-Undang Republk indonesia Nomeor 25 Tahun 2007
fentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noraor 4724);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Fahun 2007
tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
sebagal Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744},

Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecll dan -Menengah {Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1997 tentang Kemitraan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1887 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemeriniah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang PMembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemernntah, Pemerintahan Daerah Propingi, dan Pemarintahan
Daerah Kabupaten/Kota (L embaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007
tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal sebagammana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 112 Tahun 2007

Perbelaniaan dan Toko Modern;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tala Kena Kementerian Negam Republk  Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubzh terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2008;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18784 Tahun
2004 tentang Pembeniukan Kabinet Indonesia Bersaty,
sebagaimana lelah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
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Menetapkar

16.

17.

Peraturan Menteri Perdagangan Rl
Nomer : 33/M-DAGPERA /2008

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa Kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik indonesia Nomor 34/M-DAGIPER/B/2007; A
Peraturan Menteri Perdagangan -Republk Indonesia Nomor
36/A-DAGIPER/GI2007 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha
Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

il

Pasar adaleh area tempal jual beli barang dengan jumiah
peniual lebih dari salu balk yang disebut sebagai pusat
perbetanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat
pardagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah, Pemeriniah Daerah, Swasta, Badan Usaha MWilik
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah fenmasuk Kerjasama
dengan swasta dengan fempat usaha berupa toke, kios, los dan
tenda yang dimilikiidikelola cieh pedagang kecil, menengah,
swadaya masyarakat atsu koperasi dengan usaha skala kecil,
modal kecil dan dengan proses jual bell barang dagangan
melatui tawar menawar.

Pusat Perbelaniaan adalah suatu area terfentu yang terdir dari
safu atau beberapa bangunan vang didirkan secara verlikal
maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku
usaha alau dikelola sendini uniuk melakukan kegiatan
perdagangan barang. ’

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu

penjual.
Toko Modern adalah foko dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk

Minimarket, Supermarke!, Depariment Sicre, Hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
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11.

12.

13.

14.

15,

Peraturan Monteri Perdaganga B
Nomor : $3584-DAGPER/T2008

Pengelola Jaringan Minimarkel adalah pelaku usaha yang
melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu
kesatuan manajemen dan sistem pendisiribusian barang ke
outlet yang merupakan jaringannya.

Pemasok adalah pelaku usaha yang secara feratur memasok
barang kepada Toko Modem dengan ta;uan untuk dijuat kembali
melalui kerjasama usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut

UMK adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan -

menengah sebagaimana dimaksud dafam Uadang~ljndang-
Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil - dan
Menengah.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antars usaha kecil dengan
usaha menengah dan usaha besar disertal dengan pembinaan
dan pengembangan oleh usaha menengsah dan usaha besar
dengan memperhatikan prinsip saling memeriukan, saling
memperkuat  dan  saling menguntungkan, sebagaimana
dirnaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 {ahun 1997
tentang Kemitraan.

Syarat perdagangan (frading ferms) adalsh syarat-syarat dalam
perjanjian kerasarma  antara Pemasok dan Toko Modern/
Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan
pemasokan produk-produk yang diperdagangkan datam Toko
Moderm yang bersangkutan,

izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut
IUP2T, tzin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP
dan Izin Usaha Toko Modemn salanjutnya disebut IUTM adalah
Zin untuk dapat melaksanakan usaba -pengelolaan Pasar
Tradisional, Pusal Perbelarjaan dan Toko Modem yang
diterbitkan oleh Pemeriniah Daerah setempat.

Peraturarr Zonasi adalah  ketentuan-ketentuan Psmerintah
Daerah seiempal yang mengalur pemanfaatan ruang dan
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk selisp zona
peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata rusng.

Pejabat Penerhit 1zin Usaha Pengelclaan Pasar Tradisional, [zin
Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha Toko Modem, yang
selanjutiiya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati/Walikota
atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ihukota Jakaria,

Surat. Permohonan adalah surat permintaan penerbitan zin
Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, [zin Usaha Pusat
Perbelaniaan dan lzin Usaha Toko Modem.

Menteri adatah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang perdagangan.
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Peratwran Menter: Perdagangan RY
Nomor @ S384-DAGPERAZG0R .

BABH
PENIIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN
Pasal 2

(1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detall Tata Ruang -

Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

(2} Kabupaten/Kota yang behnn memilki Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Defail Tata Roang

- Wilayah Kabupaten/Kota fidak diperbolehkan memberd uzin

lokasi  untuk pembangunan  Pasar  Tradisional, Pusat
Perbelaniaan dan Toko Modem.

Pasal 3

{1} Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko
Modemn selain  Minimarket harus memenuhi  persyaratan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  harus
melakukan analisa kondisi sosial  ekonomi  masyarakal,
keberadaan Pasar Tradisional dan {}k}i?{% yang berada di
wilayah bersangkutan.

{2} Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan
Pasar Tradisional dan UNEKM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Struktur  penduduk  menurut  mata  pencahatan  dan

pendidikan; .

Tingkat pendapatan ekonon wma?z tangga;

Kepadatan penduduk; g

Pertumbuhan penduduk;

Kemiltraan dengan UMKM lokal;

Penyerapan tenaga kerja lokal;

. Ketahanan dan perfumbuban Pasar ‘E“mdiszanai sebagal
sarana bagi UMKM jokal;

Keberadaan iasilitas sosial dan fasililas umurm yang sudah
ada;

Dampak posifif dan negafif yang diakibatkan oleh jarak
antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah
ada sebelumnya; dan

j- Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility).

= ‘?“"?"F"f’?’"-

-y
H
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(3)

Peraturan Menteri Perdagangan RI
" Memer : SHM-DAGPER/12/2008

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf |
harus mempertimbangkan:

a. Lokasi pendiran Hypermarket alau Pasar Tradisional
dengan Hypermarke! atau Pasar Tradisional yang sudah ada
sebelumnya;

b. Ikiim usaha yang sehat anfara Hypermarke! dan Pasar
Tradisional;

¢. Aksesibilitas wilayah {arus lafu lintasg);-

- d. Dukungan / ketersediaan infrastiuktur; dan
- &, Perkembangan pemukiman baru.

(4)

&

)

@

(8)
@

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat {2}, berupa Kkajlan yvang dilskukan oieh
badan/iembaga independen yang berkompeten,

Badanflembaga independen sebagaimana dimaksud pada

ayel (4} melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat di wilayah yang bersangkutan,

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan dokurmen pelengkap yang
tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan
Burat Permchonan:

a. lzin pendirian Pasar Tradisional alau Pusat Perbelanjaan
atau Toke Modem selain Minimarket, atay

1. izin usaha Pasar Tradisional aiau Pusst Perbelaniaan atau
Toko Modermn selain Minimarket.

Toko Modem yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau
pangunan ain  wajib memiliki persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). . o

Toke Modetn s&baga;mana dmaksud pada avat {7
dikecualikan untuk Minimarket

Pendirian Minimarke! baik yang berdiri sendif maupun yang
terinfegrasi dengan Pusat ?erbeian;aarz atay bangunan lain
waiib memperhatikan:

a. Kepadatan penduduk;

Perkembangan pemukiman baru;

Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

Dukungan / ketersediaan infrastrukiur; dan

Keberadaan Pasar Tradisional dan wanungfioko diwilayah
sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

P oo T

{10} Pendirian Minimarke! sebagaimana dimaksud pada ayat (%)

divtamakan untuk diberikan kepada pelakuy usaha yang
domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarkef dimaksud,
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(1)

2

)

(2)

(3

@)

{1

2)
)

(4)

Peraturan Menleri Perdagangan RI
Nomor | 53/M-DAG/PERA 2008

Pazal4

Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toke Modern
harus menyediakan areal parklr yang cukup dan sarana umum
lainnya.

Penyediaan sarana park;r sebagaimana dxmaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan k&qasama dengaﬁ pihak
lain. )

BAB it .
KEMITRAAN USAHA
Pasal 5

Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan
dalam bentuk kerjasama pemmsaran, penyediaan lokasi usaha,
atau penerimaar pasokan dari Pemasok kepada Toko Modem
yang dilakukan secarg terbuka,

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditakukan dalam bentuk:

a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau
dikemas ulang (repackaging; dengan merek pemilik barang,
Toko Modem atau merek lain yang disepakati dalam rangka
meningkatkan nital jual barang; atay

b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase alau ouflef
dari Toko Modem,

Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olsh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
kepada UMKM dengan menyediakan ruang aaaha dalam areal
Pusal Perbelanjaan atau Toko Modemn. -

UMKM  sebagaimana dimaksud pada  ayat (3} harus
imemantaatkan ruang asaha sesuat dengan peruniukan yang
disepakati. .

Pasal 6

Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang
dari Pemasck kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip
saling menganthgkan jelas, waiar, berkeadilagn dan
transparan. : '

Toke Modern mengutamakan pasckan barang hasil produksi
UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyarstan
atau standar yang ditetapkan Toko Modem.

Femasok barang yang terrnasuk ke dalarn kriteria Usaha Mikro,
Usaha Kecll dibshaskan dari pengenaan biaya administrasi
pendaftaran barang {#sfing fee).

Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko
Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial
berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan
atau permodalan atay bentuk kefjasama lain.

7
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(1)

2)

Peraturan Menieri Perdagangan Bi
Notiee @ 5384-DAGPER/ /2008

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
dibuat dalam peranjian tertulis dalam bahasa Indonesia
berdasarkan hukum Indonesta yang disepakati kedua belah
pihak tanpa fekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak
dan kewajiban masing-masing pihak serla cara dan tempat
penyelesaian perselisihan.

Rasal 7

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-
syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toke Modem
harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguniungkan serta
disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka walib memenuhi pedoman sebagai berikut:

4. Polongan harga reguler (regular discount) berupa potongan
harga vang diberikan cleh Pemasok kepada Toks Modemn
pada sefiap fransaksi jual-bel. Potongan harga reguler ini
tidak feriaky bagi Pemasok yang memberlakukan sisitem
harga neffo yang dipublikasikan secara transparan ke semua
Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;

b. Potongan harga telap (fixed rebate) berupa potongan harga
yang diberikan oleh Pemasck kepada Toko Modern tanpa
dikaitkan dengan larget penjualan yang dilakukan secara
periodik maksimum 3 {tiga) bulan yang hesamya maksimum
1% (satu persen);

o. Jumiah darl Polongan harge requler {reguiar discount}
maupun potongan harga tetap (fixed rebafe) ditentukan
berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dar
pemasok ke Toko Modern baik pada saat transakst maupun
secara periodik;

d. Polongan harga khusus (conditional rebale] berupa
potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko
Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan
sesual pedanjian dagang, dengan kriteria penjualan:

1. Mencapai umiah yang ditargetkan sesuat perjanjian
sebesar 100% {seralus persen} mendapat polongan
harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);

2. Melebihi jumliah vyang dilargetkan sebesar 101%
(seratus satu persen} sampai dengan 115% (seratus fima
belas persen}, maka kelebihannya mendapat potongan
harga khusus paling banyak sebesar 5% {lima persen);

3. Melebihi jumlah vang ditargetkan di atas 115%
{scratus fima belas persen), maka kelebihannya
mendapal potongan harga khusus paling banyak sebesar
10% (sepulub persen}.

8
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Peraturan Menteri Pecdagangan RY
Narmor ;) 5YM-DAGPER/ 1272008

e, Polongan harga promosi {(Promotion Discounty diberikan
oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan
promosi baik yang diadakan oleh FPemasock maupun cleh
Toko Modemn yang diberikan kepada pelanggan atau
konsumen akhir dalam wakit yang dibatasi sesuai
kesepakatan antara Toko Modemn dengan Pemasok;

f. Biaya Promosi {Promofion Cosf) vyaitu biaya wyang
dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modermn sesus
kesepakatan kedua belah pihak yang terdin dari: -

1. Biaya promosi melalul media massa atau cetakan seperti
brosur atau mader, yang ditefapkan secara transparan
dan wajar sesuai dengan tarif harga daﬁ media dan
biaya-biaya kreativitas lainnya;

2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (!n-Stare Promatzon)
dikenakan hanya - unfuk area promosi  di  luar
display/pajangan reguler toko seperfi fioor display,
gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out
Counter}, wing gondola, papan reklame dJdi dalam dan
di fuar {0ko, dan tempat lain yang memang digunakan
unfuk tempat promost;

3. Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan
pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan
produk petnasok seperti sampling, demo produk, hadiah,
games, dan lain-lain;

4. Biaya yang dikurangkan atay dipotongikan atas akiivitas
promosi dilakukan maksimal 3 {liga) bulan setelah acara
berdasarkan konfinmasi kedua belsh pihak  Bioyg
promosi yang befum terpakai harus dimanfaatkan untuk
aktivitas promosi lainnya bak pada periode yang
bersangkutan maupun uniuk periode yang berikutnya.

g. Blaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada
huruf | tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada
Pemasok;

h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah
termasuk di dalam Biaya Promost sebagaimana dimaksud
pada huruf §]

i. Pemasok dan Toko Modem bersama-sama membuat
perencanaan promosi bak untuk produk bary maupun untuk
produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakafi;

j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh
dipaksakan kepada Pemasck yang dapat mendistribusikan
barangnya sendiri sepanjang memenuli kriteria (wakty,
muty, harga produk, jumiah} yang disepakati kedua belgh
pihak;
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2)

Poraturas Menton Perdagaogen I
Nomar : S¥M-DAGPERIZG08

. Biaya sdministrasi pendaftaran barang {Lisfing fee} hanya

untuk prodiuk barnu dengan besaran sebagai berikut;

1. Kategort Hypermarkef paling banyak Rp150.000,00

~ {seratus limma puluh ribu rupiah} untuk sefiap jenis produk
sefiap gerai dengan  biaya  paling  banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis
produk di semuya gerat;

2. Kategori Supermarket paling banyak Rp75.000,00

(tujuh pulufi liena ribu rupiah) untuk sefiap ienis produk
"sefiap  gerai  dengan  hiaya paling  banyak

Rp10.000.000,00 {(sepulub juta rupiah) untuk setiap jenis
produk di semua gerai;

3. Kategort  Minimarket. paling banyak RpB.000,00
{lima ribu rupiah) untuk sefiap jenis produk sstisp gersat
dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00
{dua puluh jla rupiah) usntuk seliap jenis produk o
semua geral,

Perubahan biaya administrasi  pendaflaran  barang
sebagaimana dimaksud pada huruf k dapal disesuaikan
setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;

. Toko Modern dapat mengembalikan produk bamu kepada

Permasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi
selfama 3 {tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

. Toko Modem bharus memberikan informasi tertulis paling

sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila
akan melakukan sfop order delisting atau mengurangi iem

produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok;

. Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderm harus besdaku adi
- datam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik

sebagal pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai
pemasok;

. Toko Modem dilarang melakukan promosi penjualan dengan
- harga lebith mursh dibandingkan dengan harga di Pasar

Tradistoral terdekat untuk barang-barang kebutuhan ;}Qk{}k
masyarakal.

Pasal 8

Fembayaran barang dan Toko Modern kepada Pemasok Usaha
Mikro dan Usaha Kecll wajib dilakukan secara tunai untuk nilai
pasokan sampal dengan Rp10.000.000,00 (sepulub juta rupiah),
atay dalam jangka wakiu 15 {lima belas) hari setelah seluruh
dokumen penagihan diterima.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
1 {satu} oullef atau 1 (satu) jaringan usaha.
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Peratyran Menten Perdagangan R1
Nomaor : S3/M-DAG/PER/ 272008

BABIV
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

Pasal &
{1) Balasan luas lantei penjualan Toke Modem adalah sebaga
berikut . . _
a. Minimarket, kurang dar 400 m2Z2 (empat ratus meter
persegi); '
b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampal
dengan 5.000 m2 {lima ribu meter persegi);
¢. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 {ima ribu meler persegi),
d. Department Slore, lebih dani 400 m2 (empat ratus meter
persegi); dan ' ' ‘
e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
{2} Usaha Toko Modem fengan modal dalam negeri 100% (seratus
perseny adalah:

a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2Z
{empat ratus meter persegiy;

b, Supermarke!l dengan luas lantsi penjualan kurang dad
1.200 m2 {seribu dua ralus meter persagl}; dan

¢. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari
2.000 m2 {dua ribu meter persegi).
BAB V
JENIS DAN KQWENARGAR PENERBEITAN IZIN
) Pasal 10 )

Paiaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar
Tradisional, Pusal Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:

a. 1UP2T untuk Pasar Tradisional; ;

b. PP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;

¢. WTM untuk Minimarkef, Supermarket, Department Sfore,

Hypermarket dan Perkulakan.
‘Pasal 11

{1} lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan
oleh BupatifWalikola atau Gubemur Pemerintah Provinsi
{aerah Khusus bukota Jakarta.

{2) BupatifWalikota selain Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan:

a. 1UP2T kepada Kepala Diras/Unit yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Salu Pinlu seiempat;
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b IWUPP atau 1WTM kepada Kepalze Dimas/Unit yang
berlanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu setempat.

{(3) Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota da&aﬂ‘a _
melimpatkan kewenangan penerbitan:

a. WUPZT kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di
bidanqg perdagangan alau di bidang pembmaan Pasar

. Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu sefempat;

b, IUPP atau [UTM kepada Kepala: Dinas/Unit yang
berfanggunyg jawab di bidang perdagangan atau pejabat
vang berlanggung jawab dalam peiaksanaan ?eiayanan
Terpade Satu Pintu setempat,

Pasal 12

(1} Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud datam Pasal 10
diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha.

{2} Persyaratan untuk memperoleh ILUPZT bagi Pasar Tradisional
yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toke Modemn yang berdiri
sendin atau IUPP bagi Fusat Perbelanjaan meliputic

a. Persyaratan UPZT melampirkan dokumern

1.

oo

Copy Swurat lzin Prinsip dari BupatiWalkote atau
Gubernur Pemerintah Provins? Daerah Khusus [bukota
Jakartia;

Hasl! Analisa Kandisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta
rekemendasi <lari instansi yang berwenang;

Copy Surat lzin Lokasi dar Badan Peztanahan ﬁaswnal
(BPNY; '

Copy Surat fzin Undaug«i}fzdang Gaugguan {HO);
Copy Surat izin Mendirtkan Bangunan (IMB};

Copy Akle Pendirian Pemisahaan dan pengesahannya;
dan

Surat permyataan  kesanggupan maiaksanakaﬁ dan
mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:

1.

Copy Sumat izin prinsip dar Bupati/Walikota atau
Gubernur Pemerintah Provinst Daerah Khasus tbukota
Jakarta;

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta
rekomendasi dar mstansi yvang berwenang,

Copy Surat 12in Lokasi dan Badan Perfanahan Nastonal
(BPN);
Copy Surat izin Undang-Undang Gangguan {HO);

12

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH Ul, 2009



()

(4}

{5)

(6)

@

@

©

Peratuean Menteri Perdagangan R
Nomor: SYM-DAG/PER/12/2008

5. Copy Surat lzin Mendirkan Bangunan (IMB};

6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha
Kacil; dan

8. Surat pemyataan kesanggupan melaksanakan dan
mematuhi ketentuan yang berlaku. :

Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional
atau IUTM bagi Toko Modem yang terintegrasi dengan Pusat
Parheian;aan atay bangunan lain terdiri dan)

a Hasil analisea  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

b. Copy {UPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya
tempat berdirinya Pasar Tradisionat atau Toko Modem;

c. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

d. Surat pemnyataan kesanggupan melaksanakan dan
mematuhi ketentuan yang berlaku; dan

e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usasha Kecil
uniuk Pusat Perbelaniaan atau Toko Moderrn.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Pejabat Penerbit zin usaha dengan mengisi Formulir
Sural Permohonan sebagaimana fercantum dalam Lampiran |
Peraturan ini yang merupakan bagian yang ftidak terpisahkan
dengan Peraturan Menferi ini, dengan melampirkan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Permchonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani . oleh pemilik atau penanggung;awab atau\
pengelola perusahaan.

Permohonan sebagaimana dtmaksmt patia ayat {1), yang
diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin
usaha dapal menerbitkan Izin Usaha paling lambat § (lima) hari
kerja terhitung selak diterimanya Surat Permchonan.,

Apabila Permohonan sebagaimana dimgksud pada ayat (1)
dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin
usaha memberitahukan penolakan secara terfulis disertai
dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat
3 (tiga) har kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat
Permohonan.

Perusabaan yang ditolak permchonannya dapat mengajukan
kemball Surat Permohonan izin usahanya disertal kelengkapan
dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Rencana kemiraan sebagammana dimaksud pada ayat (2)
huraf b angka 7 sebagaimana lercantum dalam Lampiran i
Peraturan Menteri inl.

{10yPengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.
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Pasal 13

{1} Pejabat Penerbit 1zin Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat {1} sebagai berikut:

a. Penerbit |UPZT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, Dinas Kabupaten/Kota yang berfanggung jawab di
bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat;

o. Penerbit 1UPP dan 1UTM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huref b dan ¢, Dinas Kabupsten/Kota yang
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Setempat;

¢. .Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam hunf a
dan huruf b sesual dengan pelimpahan wewenang dar
Bupali/Walikota atau Gubemur untuk Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarla sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11,

{2} Apabila penerbitan IUP2T oleh:

a. Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Pasar
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Saty Pintu, maka
rekomendasi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 12
ayat (2) huryf a angka 2, diterbitkan oleh Dinas yang
bertanggung jawab di bidanyg perdagangan;

b. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan,
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf g angka 2 mengenai kelayakan pemberian i2in
usaha kepada perusahasn vang bersangkutan, dilakukan
ofeh Dinas yang berfanggung jawab di bidang perdagangan,

" {3) Apabila penerbitan IUPP atau IUTM ofeh:

a. Dinas vang beranggung jawab di bidang pendagangan,
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2} huruf b angka 2 mengenat kelayakan pemberian izin
usaha Kepada perusahasn yang bersangkutan, dilakukan
oleh Dinas yanyg bertanggung jawab di bidang perdagangan;

b. Pelayanan Terpadu Safe Pintu, maka rekomendasi

© sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
angka 2, diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di
bidang perdagangan.

Pasal 14

{1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modem yang telah memperoleh 1zin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 tidak diwajibkan memperoleh Surat
{zin Usaha Perdagangan (SIUP),
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(2) Apabila teradi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toke Modemn, pengelola/penanggung
jawab perusahaan wajib mengajukan permohonarn izin baru.

{3} |zin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku:
a. hanya unfuk 1 {satu) iokasi usaha;

b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang
sama,

(4) 1zin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huraf b wajib
- dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima} tahun.

BAB VI
PELAFORAN -
Pasal 15

{1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam

a. Pasal 11 ayal 2 huruf & wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan  penerbitan  izin @ usaha  kepada
BupatifWalikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas
FProvinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang
pembinaan FPasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu
Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan
untuk semester pertams dan bulan Januari tahun berikulnya
untuk semester kedua;

b. Pasal 11 ayat ) huruf b wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan  penerbiten  izin usaha  kepada
BupatiiWalikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas
Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan
Terpadu Satu Pintu setempat, setiap buian Juli tabun vang
bersangkofan unfuk semester pertamsa dan bulan Januari
tahun berikutnya untuk semester kedua;

¢. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b
menyampaikan laporan kepada Gubemur dengan ternbusan
kepada Direklur Jenderal Perdagangan Dalam Negen, sefiap
bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama
dan bulan Januar fahun berikutnya untuk semester kedua;

d. Pasal 11 ayat {3) wajib menyampaikan [aporan
penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepads Gubernur
Daerah Khusus lbukota Jakarta dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan
Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan
hulan Januari tahun berikuinya untuk semester kedua.
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Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Jumiah dan jenis izin usaha yang diterbitkan,

. Omset penjualan setiap gerai;

¢, Jumiah UMKM yang bemniira,

d. Jumlah tenaga ketja yang diserap.

Pasal 16

Pelaku usaha sebagarmana d:maksud dalam Pasal 10 wa}zb

meyampaikan laporan berupa:

a. Jumlah geral yang dimiliki;

b. Omsat penjuatan seluruh gerai;

c. Jumiah UMKM vang bermitra dan pola kemitraannya,

d. Jumiah tenaga kerja yang diserap.

.aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

setiap semester kepada:

a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan
Kabupaten/Kota kecuali untuk Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakaria;

b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangt perdagangan untuk
Pamerintah Provinsi Dacrah Khusus tbukeiz Jakarla.

Penyampaian laporan sebagaimana dmaksud pada ayat {2}
dilakukan sctiap bulan Juli fahun yang bersangkutan uniuk
sermester pettama dan hulan Januan tshun benkutnya untuk
semesier kedua

‘B&BVH :
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL -

Pasal 17

Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan
Usaha Milikk Negam (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(82.}&:28) koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah
daerah.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun
secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap
pengelolaan Pasar Tradisiona! berdasarkan sisterm manajemen
profesional.
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BAR vill .
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pazal 18

{1} Menieri menetapkan kebijakean pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Madem.

- {2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam .
Negeri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan-’
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan avaluasa terhadap
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko

Modern dilakukan oleh BupafiVvalikofa afau (Gubemur untuk
Pemerintah Provinst Daerah Khusus lbukola Jakaria.

Pasal 18

{1} Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Passl 18 ayat {1}
berupa penciptazn sislem managjemen pengelolaan pasar,
pelatthan terhadap sumberdaya manusia, konsullasi, fasilitasi
ketjasama, pembangunan dan perbalkan sarana maupun
prasarana pasar.

{2} Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 20

Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi untuk: =

“a. mengantisipasi kemungkinan fimbulnya pemnasalahan dalam
- pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toka
Modem; )

b. mengambil jangkah-langkah  yang diperdukan  untuk
menyelesaikan permasalaban sebagal akibat pendisian ’F’asar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Madem.

BAR iX
SANKSE
Pasat 21

{1} Pelaku Usaha vang maianggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam;

a. Pasal 7 ayat (2}, Pasal 8, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16
dikenakan sanksi administratif:

b. Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf &, berupa:

a. Pembekuan lzin Usaha;
b. Pencabutan lzin Usaha.

Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huref a dpabila telah dilakukan peringaten secara terfulis
berturub-furut 3 (liga) kali dengan tenggang waklu paling lama
1 {satu) builan,

Pencabutan &in usaha sebagaimana dimalksud pada ayé’z 2y
huruf b dilakukan apabia Pelaku Usaha tidak mematuhi
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem vang sudah operasional
dan telah memperpleh Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)
sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan 1UPP
atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya
Peraturan Menteri inl

Pusat Perbelanjean atau Teke Modern yang sudah operasional
dan telah memperoleh lzin Usaha Pasar Modem (IUPM)
sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan
IUPP  atau IUTM sepanjang fidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini.

12in pengélulaan vang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum
berlakunya Peraturan ini  dipersamakan dengan 1UP2T
sepanjang lidak berfentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem vang
belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan
atay SIUP sebelum diberakukannya Peraturan ini wajib
mengajukan permohonan unfuk memperoieh UP2ZT atau IUPP
atau IUTM sesuai dengan Peraturan Menteri ini,

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang
felah memiliki izin lokasi yang diterbitkan cleh Bupati / Walikota
atau Gubermnur unfuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan belum dilakukan pembangunan sebelum
diberlakukannya Peraturan inl wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri ini.

Pusat Perbelanjaan atau Toke Modern yang telah beroperasi
sebelum  diberiagkukarnya Peraturan  ini dan belum
melaksanakan program kemilraan, wajib  melaksanakan
program kemitraan dalam wakiu paling lambat 1 (salu) tahun
sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.
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Peranjian  kerjasama usaha antara  Pemasck  dengan
Perkulakan, Mypermarkef, Depariment Sfore, Supermarket dan
Pengelota Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat
berlakunya Perafuran Menteri ini, tetap berfaku sampai dengan
berakhirnya petjanjian dimaksud.

Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yvang bar
memiliki izin  prinsip dari BupatiWalikota atau Gubemur
Pernerintah Provinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta dan belum
dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, ~wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat
1 {satu) tahun.

-Pasat 23.

IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Izin
pengelotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
walib daflar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (4}

Daftar ulang UPM atau izin Pengelolaan  ssbagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilakukan apabila izin yang diperoleh
telah melampaut 8 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Apabila- dipandang perly, Menteri dapat membentuk Forum

Komunikasi yang anggotanya terdifi waki-wakil dan para
pemangky - kepenfingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modem, yang masing-masing bertindak
atas nama pribadi secara profesional.

Fomum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertugas memberikan rekomendasi kepada Menter dalam
rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional,
Fusat Perbelaniaan dan Toko Modem.

Pasal 25

Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat,

Penilalan dan penyelesaian pelanggaran praktek manopoli dan
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) baik antara sesama Pemasok atau sesama Toko Maodern
maupun antara Pemasok dengan Toko Modem dilakukan oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
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Pasal 26
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut
oleh Direktur Jenderal Perdagangan Datam Negeri.
BAB Xli
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Pératuran Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan
Menteri' Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor’
57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan
Pertokoan, : -

- 2. Keputusan Menteri Perindustrian - dan Perdagangén “Nomor
261/MPP/Kep/7/1997 tentang Pembentukan Tim Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;

3. Keputusan Menteri Perindusirian dan Perdagangan Nomor
420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

4. Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor
107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Pasar Modern:

dicabut dan dinyatakan tidak berfaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mémerintahkan pengtjmu_man
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia. '

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2008

MENTERI PERDAGANGAN R}
ttd
MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan

Rahayubudi
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